DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang 2023

Masa Sidang ;1

Jenis Rapat : Rapat Paripurna

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanqggal : Rabu, 31 Mei 2023

Jam - 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Cedung Graha Paripurna DPRD Keda Surakarta
Acara :

*PARIPURNA KE -4

1. Raperda Tentang Panyslenggaraan Perumahan dan Kawasan Farmukiman
2 Raperda Tentang Parubahan Atas Peraturar Daerah Mo, 8 Tahun 2021 Tentang
Fambantykan dan Susunan Perangkat Daerah
Dengan Agenda :
» Laporan Hasil Pembahasan,
# Perzatujuan Barsama; dan
# Pandapat Akhir Walikola.

"PARIFURNA KE -1
1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda
Air Minurm ¥Kota Surakarta
2. Raperda tentang Felindungan Anak

3. Raparda tertang Penyelenggaraan Periman Barusaha
Dengan Agenda :
< MNoa Perjalasan Walikola

PFIMPINAN RAPAT » Buadh Prasetyn, 5.505., MLAP, - Ketua DPRD
SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim - Sekretaris DPRD



HADIR

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, 5508, MAP. PCI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanio, 5.5. Fartai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Taufiqurrahran GOLKAR-PSL
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M, FAN-GERINDRA
5. YF. 5ukasno, S.H., MH. PDI Perjuangan
6. Ebtr Isworg, 5.H., MH. PO Perjuanaan
7. Suyatno PDI Perjuangan
f. Drs. Paulus Haryoto FDI Ferjuangan
4. Jugo Agung Ruwanto PRI Perjuangan
16. Indriani, 5.E. FOl Peﬂuanﬁan g
11. Sl Muslikah, 5.505, MAP, PDI Perjuangan
12. Ginda Ferachtriawan, S.E., M5 % | PEleiangan
13. Wahyu Haryanto, 5.E., Ak. CA. R Perjuangan
14. lanjang Sumaryona Aji, S5.F. PO Perjuangon
15%. Suharsong, 5.H., M.H. PDI Perjuangan
16. Slamet Widodo, S.H. FDI Ferjuangan
17. Roy Sapute P Perjuangan
18, Thik Nurhayat, S.H. FCI Perjuangan
159. Harantl, 5.E. FD Ferjuangan
20.  Anna Budiarti, 5.PAK, PDI Perjuangan
Z21. Wawanto, 5. H. ' PO Farjuangan
22, Suwanto PDI Perjuangan
23. T Hong Setyo'Putro, A.Md. PDI Perjuangan
24, Honda Héndarto PDE Perjuangan
25, Yuhanto Indratrmoko PCI Perjuangan
26, LElizabeth Fudjiningati FDI Perjuangan
R\ Llrn Furwanto, 5.H. FDI Perjugngan

: Z8. Dinar Retna Indrasan, A.Md. PDI Perjuangan
29, Dwah Ratno Pratiwi, S.505., M.LKom. POIL Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, 5.Th. PO Peuangan
31. H. Asih Sunjoto Putro, S.50. Partai Keadilan Sejahtera
32, Muhadi Syabroni, 5.T. Partai Keadllan Sejahtera
33. H. Abdul Ghofar Ismail, 5.5t Fartal Keadllan Sejahtera
34. Didik Hermawan, S.Pd. Fartal Keadllan Sejahtera
35, H. Muharamad Al Amin, 5.E. PAM-GERINDRA
36. H. Agus Setiawan, 5.H. PAN-GERINCRA



37. Ir. H. Margono, MM, GOLKAR-PSI
38 Agus Muryanto, S.Pd. GOLKAR-F5I
34. Antonius Yooo Prabowo GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :
1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif di Ungkungan Pemerintah
Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. Roro Indadi Sarwo Indah, S H - F. POI Perjuangan
2. Ekya Sih Hanante, 5.H., M.H - F. PD] Parjuangan
3. 5. Rony Kamborg, S.H. - F. PRI Petjuangan’y
4. Yudha Sindu Riyanto, 5.H., M.H. - F. PAN - GERINDRA
5. Ardianta Kuswinamo, 5.H. - F. FAH - GERINDRA
6.

Agung Harsakti Pancasila - F. AN - GERINDRA,



JALANNYA RAPAT PARIPURNA
CALAM RANGMA

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 8 TAHUN
2021 TENTANG PEMEENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

3. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAM KOTA
SURAKARTA PADA PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA

4. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK

5. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIWINAN BERUSAHA

- - - - - - —— =

Pykul - 13.00 WWB.

PFIMPINAMN RAPAT :

Yth, Sdr. Walikots dan Wakil Walikota Surkarta.
Yth. Sdr. Pimpanan dan Anggota Devwan,
Yang kamb hormati,

Jajaran Kepata QFD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,
Fakan-rakan wartawan dan madiz elakiork dan madia cetak o Kota Surakarta, serka
hadirn tamu undangan yang I;rm*hahagia

Aszigmu’alinikum Warohmatulfohi Wabarokatuh,

Salam Pancasilz !

Salam sejabtera'bam kila semua.

Puji syukLr marilah kits panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-
Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersama — sama
mengikuli Rapat Parpuma Dewan pada har ini dalam keadsan sahat wal afiat

Kepada saluruk famu undangan kami sampaikan terima kasih yang telab
berkenan meluangkan wakivenya mengikuti jalannya Rapat Paripuma Dewan pada han
ini.

Sebelum  Rapal  Panpuma kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekreiaris
Daewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadran Anggola Dewan sesuan dengan daftar
hadir yang telah ditandatangam, dipersilankan.

SEKRETARIS DPRD :

¥th. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, PFimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota
Dewan beserta hadinn yang kKamn Rormat.



Kam laporken bahwa Rapat Paripuma DPRD  Keota Surakara  yang
diselenggarakan pada han ini Rabu tanggal 31 Mei 2023 dihadin oleh 38 orang Anggota
Dewan, yang tidak hadir 6 orang Anggota Dewan,

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak f belum hadir adalah

1. Roro Indadi Sarwo Indah, 5.H - Tjin
2. Ekya Sih Hananto, 5H., MH - Kjin
3. 3. Rony Karor, 5.4 - Ijin
&, Yudha Sindy Rlyanta, 5.H., M.H. - Ljin
5. Ardianto Kuswinarno, S.H. - 1jin
&. Agung Harsakii Pancasila - Ijin

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran
Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan cleh Sdr. Sekretars Dawan dan 45 Anggola
Dewan, telah hadir sebanyak 38 Anggota Dawan.

Sesual dengan Pematuran Dewan Perwakllan-Rakyat Daerah Kota Surakarta
HNomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaota
Surakarta Pasal 138 ayat (1) huruf b disebuﬂ-:én 5ahwa *Rapal Faripuma memaniii
kearum apabila rapal difiadii cleh paling sedilit %4 (oua pertiga) ded jurnlah Anggola
DPRO untuk memberhentikan Pimpinan DERD serta unfuk meanstapken Perda dan
AFEBD".

Dengan demikian erdaserkan kehadiren Anggota Dewan lersebut Rapal
Farpurna ini telah memeanubnkuorum,

Untuk itu, Rapat Paripuma pada hari ini Habu tanggal 31 Mei 2023, saya nyatakan
dibuka dan terbrka untuk urmum.

{Kelok Palue 3x)
Repnt Peripisns Dewan dan hadirin yang Kami hormati,

Berdasarkan Pasal 539 ayat (1} hurul d Undang-Undang Nomor 24 Tahun
20087 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Megara serta Lagu Kebangsaan
disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan danfatau dinyanyikan
dalam acara pambukaan gidang Paripuma MPR, GPR, dan DPRD™.

Berkatan dengan itu, ijjinkan kami mengajak seluruh hadinn untek  bardini
menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Hadivirnt dirrtohon berdin.

MENYAMYIKAN
LAGYU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

- Hadirn dipersilabiian unluk dudul kermbalf



PIMPINAN RAPAT

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang Kami hormati,
Bardasarkan hazil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Mei 2022 dengan
Catatan Rapat Nomor 05/BM-DPRD/V/2023, diagendakan Rapat Parpuma Dewan
pada har im Rabw tanggal 21 Mei 2023 dengan agenda .
*PARIFLIRNA KE - 4
1. Raperda Tenlang Penyelenggaraan Perumahan dan Kasvasan Pemmukiman
2. Raperda Tentang Perubshan Alas Peraloran Daeerah Nomor & Tahun 2029
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Danyan Agenda :
¥ Laporan Hasil Pembahasan;
¥ Persglujuan Bersama; dan
# Pandapat Akbir Wahkota.

*PARIPURNA KE -1

1. Rapergsa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kot Sorakarta pada Perumda
Aur WMinum Kota Surakarta
2 Raperdz lentang Pelindungan Ansk

3. Raperda tenfang Penyelenggaraan PerijinapBerusaba
Dengan Agenda :

Mola Penjelasan Walikots

PIMPINAN RAPAT

Rapat Paripurna Dewan' dan haditin yang kami hormati,

Memasuki egenda partama pads harn i adalah penstapan 2 (dua) Raperda yang
tedah dibahas oleh PanitaKhusus

Bardazarkan, Paraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Momor 1 Tahun\2020 tantany Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kota
Surakarta'Pasal1 ayal {4) huruf a. Disebulkan babwa
Fembicaradn Tinghal If melputi kegratan:
a. ‘Femgambidan Keputusan dalam ragal parpurma yang didahui dengan.

f Fenyampoaian faporan yvang bensi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan fasil
pembicaraan fingkat [ oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau
HmEERET panitia khusus,

2. Perrmintaan Parselujuan  Secars fisan prropinan rapal kepada snggots datam
rapat pertpurna; dan

J  Fendapat akhir Walikoda.

Untuk ite manlah kita ko peryempaian Laporan Hasil Pembahasan dan Panmha
Khusus



Bardasarkan catalan dar Sskretanal, yang akan menyampakan Laporan Hasil
Fembahasan Pansus adalah sebagai berbkut :
1. Yth. Sdr. Drs. Paulus Haryoto, selaku Juru Bicara Pansus Raperda Tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pamukiman.
2. Yth. Sdrl. Indriani, 5.E., selaku Juru Bicara Fansus Rapardz Tentang Perubahan
Atas Peraluran Dasran Nomgr 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Ferangkat D@erah.

Untuk kezempalan yang pertama, kepada Yth. Sdr. Drs. Pauwlus Haryoto,
diparsilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil FPembshasan Pansus terhadap
Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawazan Permmularman.

LAPORANMN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan gkeh

Tenma kasih disampaikan kepada Yih. Sdr. Drs. Paulirs Haryclo, vang lelah
menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahinga.

2. Kesempatan selanjulnya kami persilabkan kepada YihoSdn. Indriani, 5.E. untuk
menyampakan Laporan Hasl Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang
Ferubahan Atas Peraturan Daerah Nomos B Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daarah

Tarima kasih disampaikan kepada Ytk Sori. Indriami, S.E yang lefah
My ampEikan laporan pEnsUs dant ﬁ&nramhﬂn naskahnye.

PIMPINAN RAPAT :
Rapa¥ Faripurns Dewan dan hadirin yang kammi hormati,

Selanjulnya/pedu kam awerkan kepada forum Rapal Paripurna Dewan yang
lertormat “Apakah ‘Laporan Hasil Pembahasan Pansus kedua raperda tersebul dapat
ditenima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara
Pearmerintah Katadangan DPFED ternadap -

1. Haperdé Tentang Penyelenggaraan Peromahan dan Kawagan Permukiman?
..l"-"fJEIE partanyaan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAR - SETU

{ Ketok Palu 1x )

Z. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 Tentang
Pambantukan dan Susunan Perangkat Daerah?"

Atas pertanyaan Fimpinan Fapat, DEWAN MENJAWAE : SETLLIU
{ Ketok Paiu tx )

PIMPINAN RAPAT ;

Terima kasih.



dan Raperda Taentang Perubahan Atas Peraturan Dagrah Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipersilahkean.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAMN
KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dawan

FIMPINAN RAPAT :

Tarima kagih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telash
mambazakan Maskah Fancangan Keputusan DPRED dimaksud,

Selanjutnya kami minlakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang
terhormat. "Apakah Naskah Rancangan Keputuzan DFRD yang baru saja dibscekan

oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui vntuk dribetapkan menjadi' ReEpulusan
DFROT

Atas peranyaan Fimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAB.; SETUJU
[ Ketok Palu 1x}

PIMPINAN RAPAT :
Terima kasih

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Walkota skan menandatangan Benla
Acara Persetujuan Bersarmna atas penetapan '2,.{dus) Rancangan Peraluran Daerah
dirmaksod.

Berkenaan dengan hal terecbut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Yth. Sdr. Waki
Whali Kola, serta Yih, Para WakilKetua DPRD dipersilakan mengambil tempat.

Kepada Sekretariat [Jeﬁran dipersilahkan untuk mempersiapkan kekengkapannya.

~ Kepeda segerag hadinn kami mohon wiiuk berdie.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

N Kemudian Penyerahan Benta Acara Perselujuan Bersama kepade
Yth. Sdr. Walikota }

’j Hadirn dirrohon duduk kembafli

PIMPINAN RAPAT :
Tarma kaszih.
Rapal Paripumms Dowan darn Hadirin yang kami Bormaty,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara
Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap

1. Raperda Tentang FPenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

1. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor. § Tahun
2021 Tentang Pambantukan dan Susunan Perangkat Daerah.

-8-



vang selanjutnya Persetujuan Bersama im segera disampaikan kepada Gubsmur uniuk
dimintakan nomor regisler

Kepada ¥ih Pimpinan gan Anggota Pansus yang telah melaksanakan lugasnya,
sarta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kots
Surgkarta yang talah bersama-zamsa melakukan pembahasan, kami alas nama Pimpinan
dan Anggata DPRD Kola Surakarta, menyampaikan penghargaan yang setingar
tingginya diserta ucapan tenmakasih alas pelaksanzan fugasnys.

FIMPINAN RAPAT *

Dengan telah disetujuinya Raperda lersebut, maka sesuai dengan Peraturan
Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4)
huruf a “Pemblcaraan Tingkat Il diakhiri dangan Pendapat Akhir Walikota™.”

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat AkRirmya.

PENDAPAT AKHIR WALIMOTA

Disampaikan olah Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasit kepada Yth. Sdr. Wallkota‘yang lekah menyampaikan Pendapat
Akhimya alas pengambilan keputusan terhadap, 2“{dua) Rancangan Feraluran Daerah
Kota Surekarta

Rapat Paripurna Deswan dxn hadirin yang kKami kormail,

Memasuki agenda selapjuinys  yaitu Penyampaian Mota Penjeiasan Walikota,
sehagaimana Surat Walikeia Surakarta yang telah dizampaikan yaru
1 MWomor : HK/S68/2023 0
Parhal Penganiar Rembahazan Raperis;
2. Nomor - HK/2052¢2023 tanggal 23 Mei 2023
PanhalPengantar Pembahasan Raperds
Unluk ita, mankah bersama-sama kKita ikuti dan mendengarkan Penyampaian Moia
Penjelasan Wal Kota Surakarta. kepada Yth. Sdr. Walikota kami parsilahkan

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan Meh Yih. Sdr. Wahkota

PIMPINAN RAPAT :

Terma kasih kepada Yth., Sdr. Walikota yang telah menyampakan Fenjelasannya
peribal 3 (e Raperda Kota Surakarta terssbut.

Ropsat Paripurng Dewan dan hadirin yang kamf rormatl,

Sebelum meanuup Rapat Panpuma ini, perdu kami sampakan dalam rangka
merayskan Hari Labir Pancasila yang jatub pada besok har Karmis tanggal 1 Juni 2023,



kami atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan mengucapkan "3elamat Han Lahir
Pancasila. marilah kita jadikan momenlum penting datam sejarah bangsa INdonesia
ini unluk membangun tasa persavdarsan, kebersamaan. dan kepedulian terhadap
SEEaMA.

FPancazila sebagar declogr negara Indonosia haruslah  kita  jadikan
landasan berparilaku dalam kehidupan bermasyarakal. Sebagar generasi muda,

marilah  dengan semangat gotong royong  membangun peradaban dan
pertumbuhan global.

SALAM PANCASILA 1!

Dergan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Parpurnma Dewan
pada hari im.

Kepada sagenap hadinn kami zampaikan terma kasih atas kesabaran dan
perhatiannya mengikuli jalannys acara Rapal Fanpurna, jugse kepada semua pihak yang
{elah membanluy terselenggeranya Rapat Paripuma ini disartai parmohonan maaf apakila
dalam pelaksanaannya lerdapal halk-hal yang kurang berkenan.

Dengan damikian Rapat dapat kita akhir dan kami nyatakan ditutup.

{Refok Fafr 3x)
Wassalamu'alaikum Waroshmatuliohs Waharokaruh,

Safam Pancasila I1f

Rapat dibuiup Pukul ; 1530 WIB

Surakarta, 31 Mej 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat,

BUDI PHAEEﬁD 5505, M.A.P. KINKIN SLFLTM'QJL | AKIM.SH.MM
kKetua DFRD MIP. 1HE|'ILF:17 158402 1 003
. |
KaBag PP L [

| Subkoor. Parsidafigen & Risalah .
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LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

PANITLIA KHUSUS
TERHADAP RANCANGAN PERATLURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Aszalaamu ‘alaikom Wr. wh,

Salar sojaktera bagi kita semis,

Yang kami hormali.  Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggola
DPRD Kota Surakana

yang kami hormati,  Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakada.

yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemenntgh Kota
Surakarts. '

Yang kami hormati,  Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan®Elekironik seria
seduruh hadinn yang berbahagia.

Params-tama marilah kila panjatkan puji syukdr kefradirat Allah SWT. atas
berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan beremu di Gedung Graha Panpuma ini
dalam keadaan sehat wal' afiat untuk mengikuti‘jglannya Rapat Paripuma DFRD
Kota Surakarta dalam rangka penyampaianstaporan Hasil Pembahasan Raperda
Kala Surakaria tentang Panyslenggaraan .F'erumahan dan Kawasan FPermukiman.

Sidang Dewan yang terhormmat dar hadinn yang berbahagra,

Mengawal penyampaian Laporan Hasil Pembehasan ini, maka tak lupa kami
sampaikan terima kasih kepada -
1, ¥ih. Pimpinan\Rapat yarg telah memberikan kesempatan kepada Panitia
Khususuntek menyampakan Laporan Hast Pembahesan.
Z Yih. BadanMusyawsrsh DPRD Kota Surakarla yang telah menjadwalkan
Lap-::ran Hasil Pembahasan Panitia Khusus lerhadap Raperda tentang
\ Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permuloman.
3. ¥l R.Chnsna Tre Hadi Famana, Ph.D dan Dr. Andina Elok Pun Maharani,
5H, MH selaku Tenaga Ahbli Panitia Khusus dar Universitas Sebelas
Maret.
4. Yth. Semua Pihak yang telah berparisipasi dalam pembahasan Raperds
tentang Penyslengaaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Sidang Dewan yang lerhormat dan hadirn yang berbahagis,

Selamutnya kami sampaikan Sisternatka Laporan Hasil Pembahasan
Raparda adalah sebagai benkut

. PENDAHULUAN

I DASAR PEMBAHASAN

. WAKTU DAN TEMPAT PEMEAHASAN
V. PESERTA PEMBAHASAN

V.  PELAKBANAAN REMBARASAN

vi. HASIL PEMBAHASAN

VI, PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Wil PENUTUP

. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan  pembangunan  Perumahan  dan{ SKawasan
Permukiman  yang berfumpu pada masyarakat memberkan. hak dan
kesempalan seluasduasnya bagi masyarakat untuk ikup ‘berperan Sejatan
dengan peran masyarshal di dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman, FPemerintalh Daerah mampuryai tanggung jaweb untuk menjadi
fasildalar, memberikan bantuan dan kemudahan epada masyarakat, serta
melakukan penelitian dan pengembangan’yang meliputi berbagai aspek yang
terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industa bahan
dan komponen, jasa kKonstruksd dan rancang  bangun,  pembiayasn,
kelembagasn, sumber daya manuzia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-
undarngan yang mendukung. \Persturan Daerah ini mempunyai maksud dan
tujuan untuk mengarakkad pembangunan dan pengembangan Perumeahan dan
Kawaszan Permukiman i Kota Surskarta agar dapal dilaksanakan sesuai
arahan pola tatauang, aksesibel, berimbang dan sehat.

Peraturan’ Daerah  ini diberduk  dalam  rangka  mewujudkan
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rmemberkan
baniuan dan kemudahan lernama bagi masyarakat berpenghazilan rerdah
saria, melakzanakan ketentuan Pasal 98 ayal (3} Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permmukiman sebagaimana lelah
divbah dengan Undang.Undang Momor & Tahun 2022 tentang Penelapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomaor @ Tahun 2022 lenlang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Paraturan Daersh ini merupakan
pedoman dakam ponyalenggaraan Parumaban dan Kawasan Permukiman di
Caerah dengan dukungan prasarana, sarana, dan ulilitas umum yang memadai.
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Selain iu  Peraturan Daerah im mempunyai Sasaran menuju

perumusan Kebijaken pokok pembangunan dan pengembangan perumaban
{verlkal maupun horizonall dan  kawasan permukiman,  mewUjudkan
ketsrpaduan, keterkatan dan kessimbangan prasarana, sarana dan utiliias
anlar perumahan dan antar kawasan permukiman, pengalokasian mgng untuk
tipologi perumahan dan kawasan pammukiman serta pengaiuran kuslitas rumah
dan ingkungan perumahan dalam karider pemanfaatan roang.
Peraturan Daerah ini mengatur maler mengenai penyslenggaraan perumanan,
penyelenggaraan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas
parymahan kumub dan permukiman kumuh, panyediaan tanah, pendanaan dan
syslem pembiayaan, kaordinasi, kerasama dan peran serta masyargkal,
parmbinaan dan ketenluan sanksi. g

DASAR PEMSAHASAN .

Dasar hukum pembahasan Raperda ini adalah sebaga terikut(

1. Pasgal 18 ayat (&) Undang - Undang Dazar Republikndoriesia Tahun 15435

2. Undang - Undang MNomar 16 Tahun 1950 tealang Pembentukan Caerah-
Dacrah Kota Besar Dalam Lingkungan Prouinsi Jawa Timur, Jawa Tengab,
Jawa Barat dan Daerah Istmewa Yogyakarta (Berita Negsra Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

3. Undang - Undang Nomear 1 Tahun 21]'1'1 tentang Perumshan dan Kawasan
Paermukiman {Lembaran Megara Fepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambazhan Lambamm Megara Republik Indonesia  Momor  3183)
sebagamana telahrdiubah dengan Undang - Undang Nomor & Tahun 2023
tenlang Pengtapaf Peraturan Pemerintah Penggant Undarng - Undang
Momar 2 Tghun 2022 tentang Cipta Merja menjadi Undang - Undang
(Lermbaran, Negara Republik Indonesia Tabus 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembﬂrén Negara Republik Indeneasia Nomor 5356);

4. Unﬂang - WUndang Momar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan

' Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagamana telah
diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Perctapan Peraturan Pemerintah Pengganh Undang - Undang Momeor 2
Tahun 2027 tentang Cipla Kerja menjadi Undang - UIndang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2023 Momoer 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indgonesia Momor 6856).



V.

WAKTU DAN TEMPAT PEMEAHASAN

1. Wakiu pembahasan Raperda tanggsl €

Februan - 30 Med 2023,

2 Pembshasan Raperda dilakukan di Gadung DPRD Kota Surakarta.

FESERTA PEMBAHASAN

Peserla pembahasan Raparda adalan sebagai banku

1. Pimpinan dan Anggata Panitia Khusus terdini :
| ND. NAMA JABATAN UNSUR |
1. | Ely lsworg, 5H, MH Keluz Fraksi PDI Perjuangan
| 2 | H.M Al Amin, SE | Wakil Ketua | Fraksi PAN - GERINDRA
a3 | Titik Nurhayati, BH | Anggota Fraksi PEP/L ﬁer_iuangan |
4, | Indriani, SE Anggota Frai}-:sg POV Penuangan
: . - | Anggota  Fraksi PDI Perjuangan
| B, | YF. Sukasno. SH, MH Anggota + Frakst PDI Perjuangan
7. | Roy Saputra " Anggota J|  Fraksi PDI Perjuangan
4. | Drs. Paulus Haryalg | Anggota Fraksi PO Perjuangan |
| 3. | Bwwanio o :u.ﬂagm - Fral-zal- PO Panilarlgaln _‘
| 10, | Wahyu Haryanto, SE, Ak, CA ™ Anggota Fraksi PDI Perjuangan |
| 11, | Yulanic In'ljrahﬂﬂ!:ﬂ‘ N Anggﬂta Fraks: PDI Perjuangaﬂ
| 12. | H. Abdul Ghofanlsmail 851 | Anggota Fraksi PKS
13. | Muhadi Syatieni. ST Anggota Fraksi PKS
14. | Ardianig Jgswinamo, SH Angoota | Fraksi PAN - GERINDRA
C Fraksi Fartai
15, |Ir M Margono, MM | Anggola Golkar - P3|

Y N
® | \

> Tim/Pembahes dar Femerintah Kota Surakarta

3. Tendga Ahli Pansus

4., Pendarnping dan Sekretariat DPRD Koia Surakarta.

PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Parmukiman adalsh sebaga bertut -

1 Pembahasan
30 Mei 2023;

Raparda

dilaksanakan

Februari

tanggal G
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7. Study Banding ke DPRD Kola Banjammasin dan Dinas Perumahan dan
Kewasan Parmukiman Kola Banjamasin dilaksanakan tanggal 21 - Z3
Februar 2023,

3 Konsultasi ke Kementerian Pekerfaan Umum dan Perumahan Rakyat dan

Kementerian Agrara dan  Tata Ruang/Badan Pertanzhan  Nasional

dilzksanakan tanggal & - 10 Maret 2023,

Public Hearing dilaksanakan fanggal 12 April 2023

Fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Mei 2023,

Sinkronisasi Hasil Fasiitasi tanggal 30 Mei 2023;

Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggel 30 Mei 2023,

=, A

HASIL PEMBAHASAN
Panitia Khusus telan melakukan pembzhasan, pencermgian, » pubic
hearing, fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang hasinys
tertuang dalam Surat Sekretans Draerah Provingi Jawa Tengah Nomar 18G/724
tangga! 29 Mei 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Persturan Daerah Kata
Surgkarta, dan telah dilakukan sinkronisasi hasil fasiitasioleh Pamba Khosus.
Adapun  rangkaign  hasil  pembaha%sn Raperda  tentang
Fanyelenggarasn Perumahan dan Kawasan Permukiman dapal kami laporkan
sebagal berikut
1. JUDUL RAPERDA
Judul Raperdsa tidak mangalami perubahan, yaitu berpounyi
RANCANGANFPERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. KONSIDERAN MENIMEBANG
Komgidaran “menimbang” tidak mengalami perubahan.
3 KONSIDERAN MENGINGAT
Konstderan “mengingat” tidak mengalarm perubaban.
4, BATANG TUBUH
Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelengparaan
Perumahan dan Kawasan Perumahan terdin dari 12 {dua belas) BAB,
156 (seratus lima pulub enam) PASAL yang szecara |engkap
disampaikan sabagai berikut :
BAB|I KETENTUAN LMLUM
Terdii dari 4 {empal) Pasai, yaitu Pasal 1 sampai dengan
Pasal 4.



Pasal 1 angka 5, angka 27 dan angka 32 mengalami
penyampurngan, yaitu . frasa “yang selanutnys disebut”
giubah meanjadi "vang selanjulnya disingkal’, sehingga
bBarbunyi

Pasal 1

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selamutnya
digngkal DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Caerah Kota Surakarta.

27 Perjanjian  Pendahuluar  Jual Belh etay  Farganpan
Pengikatan Jual Beli yang selanjuinya disingkat FFJB
adalah kesepakalan antara pelaku pembangunand gan
sstiap orang untuk melakukan jus beli RumiahN\alau
satuar Rumah susun yang dapat dilakukandgloh pglaku
pembangunzn sebelum  pembangunan untuk  Rumah
susun atau dalam proass pembangunan untuk Rumah
tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris.

12 Rencana Wawasan Permuliman yang  selanjutnys
dizingkal RKP adslah, dokumen rencana sebagai
pedoman  dalam  memenuhi  kebutuhan  Lingkungan
Hunian di perkgtsan dan perdessan sera lempal
kagiatan pendukuﬁﬁ yatig dilvangkan dalam rencans
jangkapendek, [angka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 2 dan Pasal 2 tidak mengalami parubahan.
Pagzl 4 mengalami pembahan, yaitu Pasal 4 horuf a
dihapus, selanjuinya urian huruf menyeszuaikan, sehingga
berbuniy| :
FPasal 4
Ruang hngkup Peraturan Dasrah ini maliputi:
a. penyelenggaraan perumahan;
b. penyslenggarsan kawasan permukimar;
¢ pencagahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh;
d penyediaan ranah;
a. pendanaan dan sistem pemitayaan;
koo inasi;



BAB Il

g. kera sama dan peran serta masyarakat,
h. pembinaan; dan
I kstentuan sanksi,

PENYTELENGGARAAN PERUMAHAN

Tardiri dari 64 (enam puluh empal) Pasal yaitu Fasal 5

sampai dengan Pasal 68.

Pasal 5 sampsi dengan Pasal 13 fidak  mengabami

perubahan.

Fasal 14 mengalarm pemubahan yaitu ditambahkan ayat

yang mengatur mengensi penyusunan dokumen rancang

teknis oleh Dinas, sehingga berbunyi g

Pazal 14 '

{2} Penwusunan dokumen rencana  teknis ‘mbégaimana

dimaksud pada ayat (1] dilakukan olet Binas.

Fazal 15 mengalam p-erubahﬁn. yaitu Pasal 15 ayat (8}
diambahkan kata “huruf” setelah fraza "ayat (8)°, =ehingga
berbunyi : ¥,
' Pazal 15
{8) Ketentuan leth Iaﬁjut mergenal standar ruang lerbuka
hijau ssebagamana dimaksud pada ayat [6) huruf a,
diafie dalam Peraluran Wali Kota,

Pasal 16 sampai dengan Pasal 48 tdak mangalami
pRmbahan.
Pazal 49 mengalarm perubahan, yaitlu Pasal 49 ayat {4)
konungsi “dan” diobab menjadi “danfatal”, selanjutnys ayat
{4} diubah menjadi ayal (3], sehingga berbunyi
Pasal 49
{3} Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang
melakukan pemanfaatan Rumah salan digunakan untuk
fupgsi hunian yang tidak memastikan terpelibaranya
Perumahan dan  Lingkungan  Hunian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (27 dikensi sanksi administratif
baesrupea:



EBAE

BAB IV

penngatan tertules,

pembekuan surat bukli kepemilikan Rumah;
denda administratrf, dan/atay

pencabutan surat buktt kepemilikan Rumnah.

a 6 g o

Pasal 50 =ampa dengan Pasal 66 tidak mengalami
parubahan.

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Terdiri dari 14 {smpat belas} Pasal, yaitu Pasal 65 sampai
dengan Pasal 82 '
Pasal 6% sampai dengan Pasal T4 bLdak méngalami
pery hahan. ;
Pasal 75 mengalami perubahan, yartu kala “wajib‘; dihapus,
sahingga berbunyt :

Pasa! 75
Penyelenggaraan  kawasan {_Pemiikiman  dilaksanakan
seeyai dengan  arahan,  pengembangan Kawasan
Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Fasal 78 zampsi r:iéngan Pasal 82 Ldak rmengalami
parubahar.

PENCEGAHAN DAN  PENINGKATAN  KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Terdin dan 52 {lima puluh dua) Pasal, yailu Pasal 83 sampai
dengan Pasal 134
Pagal 83 sampai dengan Pasal 100, tidak mengalami
perubanaEn.
Pasal 101 mengalami perubahan, yaitu kala “terhadap’
diubah menjadi “oleh”, sshingga berbuny

Pasgal 101
Famberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 52 hune b cilakukar olebh pemangky kepentingan
bidang pegrumahan dan kawasan permukiman melalui;
. pendampingan, dan
k. peleyanan informasi.



BAB V

BAB VI

BAR Vil

BAR Vil

8AR 1X

Pasal 102 sampai dengan Pasal 134 tidak mengalami
perubahan.

PENYEDIAAN TANAH
Terdin dari 2 {dua} Pasal. yaitu Pasal 125 sampa dengan
Pasal 136, tidak mangalami perubahan

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBAYARAN
Terdiri darn 2 {dua) Pasal. yaitu Pasal 137 sampai dengan
Pazal 138, idak menglami perubahan.

KOORDINA S
Terdiri dan 1 {salu) Pasal, yaitu Pasal 138 tidak mengalami
perubahan, :

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASVARAKAT

Terdii dari 2 (delapan) Pasal@¥atu Pasal 140 sarmpai

dengan Pasal 147,

Pasal 140 mengalami gerubahar, yailu penambaban

pengaturan mengend smergias, sehingga berbunyi -

- Pasal 140

(A Selain'kena sama sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dar“ayat {2) dalam upaya pencegahan dan peningkatan
kualitzs ierhedap Perumahan Kumuah dan Permukiman
Kumuh dapal dilskukan szinergtas dengan Pemerintah
Fusat

Pasal 141 sampai dengan Fasal 147 tidak mengalams
peubahan.

PEMBINAAN

Terdiri dari 4 {empat} Pasal, yaitu Pazal 148 sampai dendgan
Fasal 131

Pasal 148 sampai dengan FPasal 149 tidak meangalari
perubahan.



¥il.

BAE X

BAB X|

BAB.XII

Pasal 150 mengalami perubahan, yaitu Pasal 150 ayat {2)
frasa "selain ketentuan yang terluang pada tugas pokok dan
fungsi' dihapus, sehingga berburnyi
Paual 150
{2y Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menyusln
padoman tekniz dan/etau pelaksanaan sebagai dasar
pelaksanaan pambinazn.

Pasal 151 mengalami perubahan, yaitu Pasal 151 ayat (2)
huruf @ frasa “mancadangken atau menyediakan® divbah
menjadi “memfasililasi penyedizan”, sshingga berbunyi ;
Pasal 151
{2) Wewsanang Pemenintan Daerah dalam melaksanakan
pembinaen penyelenggarsan Ferumahandan Kawasan
Permukiman mehputi:
e, memfasitas penyedisan tagalwuntuk pembangunan
perurmnahan dan permukiman baa MER;

KETENTUAN LiIN - LAIN
Terdiri dari 1 (saty) Pasal yaitu Pasal 152, tidak mengalami
panbahan.

KETENTUANPERALIHAN
Tardiridari 1 (satu) Pasal, yatu Pasal 153, lidak mangaiam
parubanan

KETENTUAN PENUTUP
Tardin dari 3 (liga} Pasal, yaiu Pasal 154 sampai dangan
Fasal 156, tidak mengalami perubaban.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Tidak mengalami perdbahan

PENCAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Fendapsat Akhie Fraksi yang merupakan bagian tidak
igrpizahkan dari proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraluran

10



DFRD Kote Surakarta Nomor 1 Tahen 2020 tentang Tala Teric DPRD Kota
Surakarta. dan 4 (empat] fraksi

1. Fraksi POl PERJUANGAN

2. Frakszi PKE

5. Fraksi PAN - GERINDRA. dan

4. Fraksi Partai GOLEAR — PSI

dapat menarima dan menyeatifui Rancangan Peralwran Daerah in.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi tedammpir dalam laporan ini.

¥ill. PENUTUP
Sidang Dewan yang lerhormal dan hadiin yang berbahagia,

Puji syukur kami pamatkan kenadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa. Panitia
Khusus FRaperda lentang Penyslengaraan Pammahan, dan Kawasan
Permukiman elah meaporkan dihadapan forum Paripurna’ing selanjuinya kami
serghkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna uptuk mgngambil Keputusan
penatapannya, '

Akhirmya kami menyadari sepenubnys apabile ada kekurangan dalam
panyampaEn l@poran ini kami mohon maaf yang sebesar — besarnya.

Wassalaarmy afatkum Wr Wh
Surakarts, 21 Mei 2023
PANITIA KHUSLUS
RANCANGAN FERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TEMTANG
PEHTELENG GARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN FERMUKIMAN

WAKIL KETUA,

ETY ISW » 5H, MH -M AL AMIN, SE

YANG MEMBACAKAN LAPORAN,

S

Drs. FAU ARYOTO

11



FRAKSI| PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

JI. Adisucipto No. 143 A, Telp. @ (3271} 740991, 71854, T11678, 712193, T30, Fax. [02?1) 717620
SURAKARTA
arias

PENDAPAT FRAKSI
FRAKS! PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA
tarhadap :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

MERDEKA!!!

Assalamv alaikum Warchmatuliahi Wabarokatuh,

Salarm Sejaftera Bagy kita semua,

Menindaklanjuti  surael dari Pimpinan DPRO Kota Surmkaria Mo, 5542/00.02 0102023
lertananal 29 Mei 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD

Kota Suraksrta sepakal dan menystujul dengan apa yang kdah direkemendasikan Panitia
Khusus,

Diernikian Pendapal Akhir Fraksi PDI Penuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan
semoga dapat dizkomodie. Alas perhalian dan kesjasamanya, kami ucapkan tefima kasin.

Wessatama alaikum Warokmatullahi Wabarokatoh.

Surakarta, 30 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKS PARTAI DEMOKRAS! INDONESIA PERJUANGAN

KOTA SURAKART

Ketua, weloakretaris
f/3 L\ = " &
i.'\-.: | ._::‘ & _... - ., ..\:HT‘":-
__rf \_E.__.-‘_ﬁ: J [ et o
&Y

o F, -.._.,.- ,_
YF. SUKASND 5.H. L = rs. PAULUS HARYOTO
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FRAKSIPARTAI GOLKAR - PSI o (&)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

PARTAL sl
MOTA SURANKARTA 5niumm.5
lalan Adi Sucipto Mo. 143 A Telp. (0271} 711842 Surakarta o

PENDAPAT FRAKSL PARTAI GOLKAR — PSI
DPRD KOTA SURAKART A
TERHADAF RAPERDA
TENTAMG

PENYELENLGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Assalamu’ alaikum weraghueiollafi wabaraghateh

Menindak lanjuti sural yang dikirumkan depgan Namaor: 5542/00.02 0002023, perthat
Pendapat Fraksi. tertanggal 29 Med 2023 Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - P51 DPRD
K.ota Surakarta Meperims dan Menvetujui Apabila Raperda tentang PENYELEMN{IARA AN
PERIMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN akan ditetapkan menjah PERATURAN
DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSLTS,

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan ataz perhatian dan keeja samanya di ucapkan
terima kasih.

Wassafaom "algikem warakmathudfahi waburaokatiuk

Surakaria, 2% Mei 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR - P51
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHN
KOTA SURAKARTA




FRAKS| PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Suripio Mo, 145 A Telp. (0271} T1184) Emeil - pksejahtera_solmgyahooco.id

Fax (D271) TITRZ0 SURAKARTA 57145

Syrakarta. 29 Mei 2023
Moo 057 K/ P/ FPKS W 2023
Lamp : -

Kepada
Penhal : khl

¥th. Pimpinan DFRD Kota Surakarta
di SURAKARTA

ﬂ.rlS;.uﬂjll.ﬂ.n:r' JSHLLE,HM, |
sahabat, dan para pengikuimnya.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan kamnia
rikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga,

Merindaklanjuti surat dari suret dari Fimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor
5542/0D.02.010W/2023 mengenai Pendapat  Akhir Fraksi terhadap Rancangan
Pemukiman,

Peraturan Daerah [Raperda) tentang Penyelenggarzan Perumahan dan Kawasan

Okeh karena [tu, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera OPRD Kota
Surakarta terhadap kedua Raperda tersebut menyatakan SETUIU.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjad|
periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucaphkan
ketima kasih,

A L5 g alll ao= , p pSuls p Waall y

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAT KEADILAN SEJAHTERA

-QF.F""‘EJ I

o, ¥

Y0 RETA
H.Asih Sunjolip Putrg, S.51.



DEWAN PERWAXILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PA “ Jatan, Adismckyto Mo. 143 & Tuip, {DET1) T 3444, PIIIN, TAOM,
..... 735202, TI5291, THATZ Ext. 108 Surshurty ST145

Surakarta, 29 Meai 2023

Mamor + GESFPAN-GERINDR A/BM 2023
Parihal : Pendanak dkhir Frakel
Lampiran -

Kepada Yith :

Ketua CPRD Kota Surakarta.

di Tempxnt.

Assalarualaikum Wr Wh.
Salam sajahtera bagi kila semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Panwakilan Rakyal Daerah Kota Sweakarta,
Nomor - 5542/Q0 .02 012023 tanggal 29 Mei 2023

Kami Fraksi PAN — GERINDRA menindaktanptinya dengan pemyataan menyampakan
Pandapal Fraksi sebagail berkut -

1. Bahwa Raperda Kola Surakarta tentang Penyslenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Pemukiman dapat diterima dan disedejuf uniuk ditetapkan menjadi Peraturan Caerah
temtang Fervelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Femukiman,

2. Bahwa hakhal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat
Keicanjiapain Dewan Cendanian Raryal waddat: ol SUTSRATS Vaig neEmnanas-

Demikian peandapat akhir dan Fraksi FAN — GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Alaz perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kaslh.

Wassalamu alaikorm Wr W,

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT CAERAH

LT h DAL R
Tl 1 kW EH \ﬂﬁTﬂ

Ketua e sekretans
II_.': i.’" .' \l.- F:_l N .
) |".':1' r B £ )
7= 3/ P, -
J o i -‘.‘ [ - fﬁ- L Se—
f | i |
{ r '.,'- i .*'a;.-":r/ﬁ ;/7
o . | L I
| =\ Ly
N __r-.’;-.'- /
e T

| iy
Arndiants Kuawinamo, S H. e —H.M. Al Amin, 5. E.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EOTA SURAKARTA
PROVINGI JAWA TENGAH

EEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA “
WALL KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA N\
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAHKOTA SBURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMABAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAR
DITETAPKAN MENJADT PERATURAN DAERAH

FIMFINAN DEWAN PEEWARKILAN EAKYAT DAERAH
, KOTA SURAKARTA,

-

Menimbang: . bahwa Pemerintah Dacrah Surakarta mempunyai peran

strategis dalam pemetivhan Kebubuhan akan twmah
sebagal tempat tingwsl doun kebutuhan dasar serta
herperan dalam  penyclenggaraan  Perumahan  dan
Kawasan Permukiman terutama bagi masyvarakal
berpenghasilan rendah sebagal salah satu upaya
mcwijudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Dacrah;
b. bahwa Fanitia Khusus Dewsn Perwakdlan Rakyat
Daerah  Hota  Surakarta telah  menvelesaikan

pembahasan Rancangan Petamuratt Dacrah  Kota
Surakatta tentang Penyeimpggaraan Perumahan den

Kawasan Perrmulaman;



Mengingat:

c. babhwa sesuai Pagal 11 ayat (4} humaf a Perabaran Dewean

—

Perwakilan Bakyat Dacrah Kola Surakarta Nomor |
Tahun 2027 tentang Tata Tertib Dewan Perwaldlan
Hakyat Daerah Kota BSurakarta sebagaimana telah
dinbeh dengen Peraturan Dewan Perwalkdlan Rakyat
Darrah Kota Surakarta Nomeor 1 Tahun 2021 tenteng
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Reabkoal
Daerah Kota Surakarna Nemor 1 Tahwun 20020 tentang
Tata Tertb Dewan Perwalalan Rakyat Daerah Kota
Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat Tl
meliputi  kegiatan pengambilan keputusag Myang
didehului penyampaian laporan vang bersl proses
permbahasan, pendapat fraksi, d&nptrtruntaan
persetujuan dari anggota secara ligdm oleh pirnpinan
rapat paripurna serta pmdapat'ﬁkhii; Wali Kota,

. bahwa berdasarkan peftinbangan sebagaimana

dimaksud dalam haruf 8, htruf b dan huref €, maka
periu menel;apkan Keputuaan Dwan Perwakilan
Ealkyat Daerah tfmtﬂ,ng Perzetujuan Bersama Wali Kola
Surakarta l:ha.n Bewan Perwakilan Ralkyat Daerah Kota
Surakarta atas Rancangan Pecraturan Daerah Koia
Surakarta tenta.ﬁg Penyelenggaraan Petumahan  dan
Kawasan Permukiman ditctapkan menjadi Peraturan

Daerah;

: ﬂndang—Undang Nomer 16 Tahun 1950 tenleng

Fembentukan Deerah-Daersh Kota Besar  dalam
Lingkoungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Diawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjekatta (Berita Negara
Republik Indorresia Tahun 1950 Nomor 45) sehagaimaia
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1954 tentang Pergubahsan Undang-Undang NR 16 dan
17 Tahun 1930 {Republik Indonesia Dahuly) tentang
Fembentukan Kota-Kota Besar dan Kala-Kols Kecoil di

Jawa;



Memﬁerh’ﬁtikanz

1.

Undang-Undang HMomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuwn 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah diubab beberszpa kali terakhir
demipan Undsnp-Undang Nomer 6§ tahun 2023 tentang
Penetapan Peratluran Pomerintah Penggantd Undang-
undang Nemor 2 tabhon 2022 tenteng Cipta Keda
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara/Republik
Indenesia Tahun 2023 Nomer 41, Tambaheh lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 8858) 0,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 i'l‘a.:hu.n'ﬂﬂlﬂ tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib)Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi “Kabupaten, Dan Kota
(Lembaren Negara Républik”Indoncsia Tahun 2018
Mewtior 59, Tambahan “Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomohé& 187

Peraturan (diwan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakartd Nomor 1 Tahuo 2020 tentang Tata Tertib
Drewan\Perwalkilan Rakyat Daerah Kota Surshkarta

Eeb.agaitﬁa.na telsh divbah dengan Peraluran [rewan

Perwakilan Rakyat Dacrah Hota Surakarta Nomor |

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peratutran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotz Surpkaria Nomor 1
Tehun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwoldlan
Hakvat Daerah Kota Surakerta:

Rapat Badan Musyawargh Deéwan Porwalkilan Rakyat
Dactah Kota Burakarta tanggal 29 Mei 20023;

- Rapat Panpurna Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kota

Surakaria pada tanggal 31 Mei 2023,



Mepetapkan
KESATU

KEDUA

EETIGA

MEMUTUSKAN:

Persetujuan Bersama Wali Kota Burakarta dan Dewan
Perwakilatt Rakyat Daerah Kota Surakarta aias Rancangan
Peraturan Draerah Kota Surakarta teptang Penyelengearaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman diletapkan menjadi
Peraturan Daectah.

Menyampaikan Keputusan ini  Kepada Wali Kota
Surakarta untuk ditindaklanjuii sesuai dengan, Pergturan
Perundang — undangan yang berlaku. '

Keputusan imi berlaku pada tanggal dit&t&pkén.
Ditetapkan i Surakarta ™
pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
y ' KOEA SURAKARTA,

o, \ &
- AN
[y’

BUDI FRASETY



Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puiuh Satu bulan Mei tahun Da/RiBu Dua Puluh Tiga,

BERITA ACARA

NOMOR y HKS 22232023
NOMOR . OD.02 0315632023

FERSETUJUAN BERSAMA,

Wal | KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURARARTA

TEMTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN '

kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1.

GIBRAN RAKABUMING RAKA © Wali Kota Sirakara, dalam hal ini bertindak
uniuk (dam atas nhama Pemearintah Kota
Suiakardd yang beralamat di Jalan Jenderal
' Sudieman Nomor 2 Kota  Surakara,
\gelanjutnya disabut sebagai PIHAK KESATL,

BUDI FRASETYD, 5. 308, ' ¢ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Caerah Kola
Surakarta,

H SUGENG RIYANTC, 5.5 Wakil Ketua Dewan Parwakilan Rakyat Daerah
Hota Surakarta,

Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M Wakk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dasarah

Kota Surakarta,

Drs, TAUFIQURRAHMAN - VWakil Ketua Dewan Perwzkilan Rakyat Daerah

Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak unluk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Caerah Kols
Surakarta yang beralamal dt Jalan Adi Sucipio
Momor 143A Keota Surakars, selan|utnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA,.



menyatakan bahwa !

1. PIHAK ®KEDUA dan PIHAK KESATL telah membahas dan manyatujui Rancangan
Peraturan Daarah Kola Surakasts teniang Penyelenggaraan Perumahan  dan
Kawasan Permukiman sebagaimana draf Raperda terlampir.

2. PIHAK KESATU dapat menefima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi
atas Rancangan Peraturan Dasrah Kota Surakarta lenfang Penyelenggaraan
Patumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana draf Raperda terlampir.

1. PIHAK KESATU skan menyampakan kepada Gubemur Jawa Tengah, untuk
mendapatkan regiater sslambat — lambatnya 3 (higa) har kerja setelah ditanda
tangani Barita Acars ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan diiafdatangani oleh
kedua belah pihak dalam rangksp 2 { dus ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya. ~

Cibuat di Surakarta

1. WALl KOTA SURAKARTA 2. % (" PIMPINAN
Selaku DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PIHAK KESATL) i\ KOTA SURAKARTA
X Sekaku
PIHAK, KEDUA
glgmﬁf'um @ RAKA BUD!| PRASETYO. S. Sos. M.AP.
KETUA

T S

H. SUGENG RIYANTO, §.5.
WWAKIL KETUA,

aed s

Drs. H. ACHMAD SAPAR|, M. M,
WAKIL KETUA

=

Ors. TAUFIGURRAHMAN
WAKIL KETLA




WALIKOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

¥th Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keta Surakarta beserta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yih, Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para
jumalis media cetak dan elekironik, sertd para hadinn yang berbahagia.

Assalamu afaiium warahmalullsh wabarakaluh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pujt Syukur kehadirat Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita
diberikan  kesempatan. untuk hadir dalam Rapat PFaripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan
Rancangan Peraluran Dagrah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomer § Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkai Daerah dan Rancangan Peraturan  Daeran  tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rapat Panpurna yang terhomat,

Setelah melalui dinamika pembahasan, pada han im Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Surgkarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan



Perangkat Daerah telah dapat disetujui bersama antara Walikota Surakarta
dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan hasil
Evaluasi Menteri Dalam Megeri terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta
Momor & Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Draerah Nomenklatur Dinas Administragi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu dirubah dan
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomaer 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah menjadi kebutuhan  dalam. meslakukan
penyesuaian Momeklatur pada Dinas Administrasi o Kependukan dan
Pencatatar Sipil sera Badan Penelitian dan_Pengambangan Daerah.
Rancangan peraturan daerah ini akan mampa memberikan kepastian
hukum perihal kejglasan semua produk dokumen ierkait kependudukan
dan pencatatan sipil serta optimalisasitatakelola penyelenggaraan Riset
dan Inovasi Dagsrah,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang
Femubahan Atas Peraturan/Daerah Kota Surakara Nomor & Tahun 2021
tentang PembentukanDan Susunan Ferangkat Daerah bertujuan untuk
merjaga sinergitas Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
mengintegrasikan pembentukan Badan Riset Daerah yang melaksanakan
urusan penglitian dan pengembangan sekahgus menyasuvaikan
nomenklatur Perangkat Daerab yang melaksanakan urusan administrasi

kependudukan dan catatan sipil.



Rapat Paripurna yang terharmat,

Rumah sebagai tempat tinggal dan kebutuhan dasar merupakan
salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di
Daerah. Pemerintah Kota Surakarta mempunyai peran strategis dalarm
menfasilitasi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman i

Kota Surakarta secara komperehensii.

Rancangan Peraturan Daerah  kentang  Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai  tujuanuntuk
mengarahkan pembangunan dan pengembangan  Perumahan dan
Kawasan Permmukiman di Kota Surakarta agar dapat dilaksanzakan sesuai
arahan pola tata ruang, aksesibel barnmbang dan sehat, mewujudkan
kesgjahteraan masyarakat melalu penyediaansperumahan yang aman,
sehat, serasi dan berkelanjutan sernta meningkatkan peran pemangku
kepentingan kidang Perumahan danKawasan Permukiman untuk
penyadiaan rumah yvang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas

LTI

Selain itu Rancangan ‘Peraturan Daerah ini mempunyai sasaran
menuUju perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pengembangan
penyelenggaraan pemumahan dan kawasan permukiman, mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan Prasarana, Sarana dan
Utilitas antar, Perdrmahan dan antar Kewasan Permukiman, pengalokasian
ruang urtuk tipoloegi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
pengatiran kualitas rumah.

Dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan
dapat menjawab berbagail permasalahan penyelenggaraan perumahan
dan kawasan pemukiman di Kota Surakarta seperti perumahan dan
permukiman kurmuh serta memperluas cakupan skala perumahan datam

penyediaan hunian bernimbang.



Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan tenma kasih kepada
Dewan Perwakiian Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang lelah
berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Dasrah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
terang Pembentukan Dan Susunan Perangkast Dagrah dan Rancangan
Peraturan Daerah tentangy Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Wassalamu alakim warghmatuliahl wabarakatuh
Surakarta, 31 Mei 2021

/ ém SURAKARTA,
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. GIBRAN RAKABUMING RAKA
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WALl ROTA SURAKARTA
PROVINSGI JAaWwa TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH SURAKARTA

NOMOR ... TAIIUN ...
TENTAMNG

FENYELENGGARAAN PERUMAHAN [aN KAWASAN PERMLEIMAN

Moenimbang

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

A.

WALl ROTA SURAKARTA,

bahwa sctiap orang berhak hadup scjahtera labur
dan harin, herfempat finggal dan mendapatkan
logkungen hidup yang bak dan schat vang
merupakan kebutubhan dasar memusis;

bohwa dalam rangka pomenuhan kebubuhan akan
rutnah sehagal tempat tinggal dan kebutuhan
dasar, Pemerntah Daeral Surskarta mempliyan
peran strategs dalam penyelenpgaraan Peruimahan
dan kKawasan Dormuloman  tecrutama  bam
masyatakat berpenghasilan rendah merapakan
salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan bagd
masyarakar di Dacrah,

bahwa penyvelenggaraan peramalian dan kawasan
perrnukiman  oleh Pemerinfah Kota Swuralkarta
boclum memihlka peraturan  lenghap ditinglkat
daerah sedangkan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nowvoor 20 Talun 20140 tenang
Pencegatian dan Peninglatan Terhadap



Mengingat

1.

Perumahan Kumuh dan Permualaman Kumah yang
hanya memuat sebagian kel lingkup pengaturan
penyelenggataan porumahan dan kawasan
permukiman juga memerlukan  penyesusian
schinpga perlu chigantd dan discsumbkan  antuk
mernjadi bagian Jdari pengafuran penyelenggaraan
perurmahan dan kawasan permukiman di daerah;
bahwa dalam rangka menyclenggarakan urilsan Ji
bidang petumahan dan kawasan permukiman
vang menjacdi kewenangan Pemerintahan § Keta
Surakarts  schagsimana  dimaksud < DUndang-
Undang MNeomer 23 Tahun 2004 wtentang
Pemerintahan  Dracrah sebagairnatia dinbah
beberapa kah terskhir dengan (Undang-Undang
Nuvmor 6 Tahin 2023 entans Penetapan Peraturan
Pemenintah Penpgantuimdang-Undang Nomor 2
tahun 2022 tentangCipla Kega menjad Undang-
Undang, agar =csuavdengan ketentuan peraluran
perundang-undangan dan kondisi di Daerah serla
mejaksanakan  kbeborapa ketentuan  Undanp-
Undang\Nomar 1 Tabun 2011 fentang Perumahan
dan Mawasan Pormukimazn scbagaamansa diubab
dengan Undsng-Undang Nemar & Tahun G023
teritang Fenerapan Peraturan Pemernntah
Penpeanti Undang-Undang Nomor 2 tabun 2022
tentang Cipla Kea mergadl Undang-Undang,
dipandang perlu adanya kebyakan Daerah yang
ditnangkan dalam Peraturan Daerah;

bahwa herdasarkan pertimbangen sebagannana
dimaksud pada bhurul a, huruf b, horul o, dan
buraf 4 perlu menctapkan Peraturan Dacrah
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Porrularmien;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Nepara
Republilk  indonesia  Tahuo 1945,



Undans-Undang Momor 1€ Tahun 1950 entany
Fembentukan  Daerah-Daerah Besar Dalam
Lingtanpan Provins Jawa Timuor, Jawa Tengah,
Jawa Barar dan Daerah Tstimewa Yogyakarta
(Berita Megara Republilk Indonesia Tabun 1950
Nomor 45);

Unpdang-tIndang Momor 1 Tahwan 2011 tentang
Penumahan dan Kewasan Permmulkiaman [Lembaran
Megara Replublik Indonesia Tahun 2011 Nomar 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 518%) sebagaimana telah divhall dengan
Undang-Unilang Nomor & Tahun 2027536 tentang
Menctapan Peraturan  Pemernmtall™ Penpganti
Undang-undang Nomor 2 Tahub) 2022 tenlang
Cipta Kega menjadi UndengsUndang (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Tabiin 2023 Nomor 41,
Twmlrahan Lembaman Nepara Eepublik Indonesia
Nomor BE56G);

Undang-Untlang Momor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemcrintahan Dacrah [Lembsaran Nepara Republik
lodénesia Tahun 2014 Noonnr 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
seébagaimana telah diubah lerakhir  dengan
Undang-Undang Normor ¢ Tahun 2023 tcotang
Poinctapan Persturan Pemmerintah Pengganti
Undang-undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  [Lembaran
Megura Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembarsn Wegsra Republik Indonesia
Motnor Heoi);



DEWAN

Menetapkan

Dengan Persewgjuan Bersama
PERWARILAN RAKYAT DAERAH SURAKARTA
dan
WALT KOTA SURAKARTA

MEMUTUSEAMN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEREUMAHAN DAN EAWASAN PERMUEKIMAN.

BAI
KETEMNTUAMN LTMUM

Baman Kesaba

Pengeriian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl, vang dimaksud dengan:

.

=]

-

Pemerinah | Provinsi  adalah  Perneriniah Provins:
Jawa Tengah.

Dacrah adalah Kata Surakarta.

Pemicrintah Daecrah acdalah Wali Kota sebagai unsur
penvelenggara Pemeninlahan Daerah vang memimpin
pelaksunaan urusen pemerintahan yang menjadi
kewenangan dasrah.

Wali Kota adalah Wall Kota Surakarta.

Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Peorwakilan Raloral
Dacrah Kora Surakarta.

Perangkat Daerah adalab ansaar pembanim Wali Kota
dan Dewan Perwalolan Eszkyal Daerah dalam
penyvelenpgearaan urusan pemcnnlahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Omas adalah Perangkal Deoerah vang membiadang

urusan Perumahan dan Kawasan Pormulkiman,



10,

11.

%

13,

14.

Fcnyelenpgaraan Petrumatan dan Kawasan
Fermuliman arflalab  kegiatan perencanaan,
pembangunan, pomanfaatan, dan pengendahan,
termasiik di dalamnya pengembangan kelembagaan,
pondanesn <an sistem pombisyann, serta peran
masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu,
Perumahan dan Kawasan Permmukiman adalah satu
lesatuan  =istem yang  lendid atas  pembinaan,
penyelenggaraan  porumahan, penyelenggaraan
kawasan permukiman, pemelibaraan dan pertiEikan,
penccgahan dan  peningkatan  kualitas terhadap
perrnahan kumuh  dan permukiman s kumuh,
peniyeitisan  tanah,  pendansan N dan sistem
pomblnyaan, serta peran masyvarakat,

Kawasan  Permmukiman, <adalah bagian dan
lingkungan hidup i lwar kawasan lndung, bak
borupa kawasan perkelaan maupun perdcsaan, yang
berfungsi sebagall inghungan tempal Ghggal atau
lingkungan | haian  dan  wempat keglalan yvang
mendukung perkehidupan dan penghidupan.
Lingkungan Hunian adalabh bagian dard Kawasan
Permulumaon yvang terdin alas lebih dan satu satuan
permukiman.

Permukiman adalah bagian dairi Lingkungan Hunian
yang terdirl atas lebih dari satu saman perumahan
Yang Mmempunyal prasarana, sarana, ulililas aoutn,
serta mempunyal penunjang keglaran fungs laun di
kawasan perkotaan atan kawasan perdcsaan.
Perumahan adalab kumpulan rumah sebagar bagian
dari Permukiman,  balk  perlolasn maWpuan
perdezaan, yang dilengkapn dengsm prasarana,
sarana, can iliias umum sebagai hasil upaya
pemenuhan rumah vang lavak hani.

FEumah adalah bangunan pgrdung vang berungsi
schapgal wempat tnggal vang tlayak hw, sarona



15,

17.

18,

19,

20,

.- '

23,

o

pembinaan keloarga, coerminsn harkat dan martabat
penehnininya, serla aset bapl pemiliknys,

Rumah Uhimuam adalah rumah yang diselenggacakan
untuk memenubi kebulahan mmah bagt masyarakat
berpenghasilan rendah.

Runnah Komersial adalab rimnah vang
diselenggarakan dengan  tujusn méndapatlan
keuntungarn.

Fumah Swadaya adalah rumah vang dibangun atas
prakarsa dan upayra masyarakail.

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggapakan
untuk memenuhi kebuihan khosus,

Rumah Wegara adalah mamal yvapg dimiliki negacs
dan berfungsi sebapal tempat tinggal atau hunian
dan sarana pombinaan keluangs serla penunjang
pelakzanaan tugas pejabat dan/atau pegawal nepe.
Rumah Tunggal adalah rumah yanp mempunysl
kaveling sendinn dansalah sata dinding banpunan
ridak dibangun lcpal pada raas keveling.

Fumah Dieret adalah beberapa niumah yaog samy atau
lebild’ dani sisi bangunan menyslu dengan 550 $ali
alal lebth bBangunan lain atou rumah lain, tctapi
maging-masing mempunyal kaveling sendin.

Fumah Susun adalah banpunan gedung berlinglat
yvang dibanpun dalam suabtu lingkungan yang lerizg
dalary  bagian-bagan  vang  distukturkan  sccara
(upgsional, baik dalam arah homzontal maupun
vertikal, dan merupakan o satuan-saluan vy
masing-masing dapat dimihki dan dipunakan secara
lerpisal, lerilama untuk  termpat hunian, yang
dilengkam dengan bagian bersama, henda bersama,
dan tanah bersama.

Huniwan Bernimbang  adalah Perumahan  atau
Linghungan  Human vang dibangun secara
berombang antara  Rumah  sedorhana,  Eumah
menengah, dan Fumah mewsh,
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Pelak Pembangunan adalah orang persedrangan
dan/ata1l badan hukum  yanp  melakukan
pembangunan perumahan dan permukiman,

Dana Konversi adalah cdana yang herupa dana kelola
atau dana hibah wang diperoleh dari pelakn
pembanyunan sebagal adternalil kewajiban
pembangunan Rumaly sederhana bersubsidi dalam
pEmMbBARGUTLATY Ferumahats dengan Hunian
Berimbang yanp  dibdiung  berdasarkan mmus
perhitungan konversi,

Sizlem  Perjanjian  Pendahuluan  Jual DBelisvang
selanjutnya disebut Bistern PPIB adalah mangkaian
proses kescpakatan antara SetiapsOrang dengan
pelaku pembangunan dalarn kegiatan pemasaran
vang ditwangkan dalam peganiiun peadahuloan jual
el atey Perjanjian Pepglkatan -fual Bell sebelum
elilanclatangani akiajual beli.

Peqanjian Pendahaluwasn Jual Beli atau Penjanpan
Pengikatan Jual Beli vang selanjuthya  disingkat
PRIBE  adalah® kescpakatan  anlars polaku
pembangunan dan sctiap orang unfk melaliukan
jlal beld Rumah atan satuan Bumah susun yang
dapat dilaloalcan aleh pelaln pembangunan sebelum
pembanpgunan urniuk Rumah susun aran dalam
proges pembangunan unbuk Bumah  tunges] dan
Rumah derel yang dibuat di hadapan notaris.
Pemuassran  adalabh Kepiatan  yong  direncanakan
pelaku  pembangunan  unluk  memperkenalkan,
rnetnavwarltan, mcencntukan harga, dam
menyebarliaskan informasi mengenal Rumah atdu
Perumuahan dan samian Rumah susun atau Rumah
susun vang dilakuksm oleh pelalil pembangunan
pada saat sebelurn atau dalam proscs scbelum
penandalanganan PRJIB.

Prasarana adalah  kelengkapan  dasar  fisik

Lingkungan  Hunian yang memenuln  slandar
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tertennu untuk kebutuhan bertempal Dnpgal yang
layak, schal, wiman, dan nyarnan,

Sarana adalah [asilitas dalam Linghangan Human
yanp herfungsi untuk mendukung penyelengearaan
dan penpernoangan kehidupan sesial, budava, dan
ckonomi.

Utilitas Umum adalah kelcngkapan perinjang unoak
pelayanan Limgkungan Hunian.

Bencana Kawasan Permukiman yanp sclanpulnya
disingkal RKF adalah dokumen rencena sebagai
pedoman dalarn memenuhi kebuluhan Lingkungan
Hunian di perkotaan dan perdesasn seria femnpat
kegiatan pendukung yang ditnangkandalam rencana
janpka pendek, janghka menengah, dan  jangka
PATLIANYE,

Roencana Pembangunast | dan Penpegemnbangan
Perumahan vang selanjucnya disingkal EP3 acdalal
dolumen rencame s sebagar pedoman dalam
memenuhi | kebutuhan penyedizan perumahan
beserla Prasarana, Sarana, dan Ulihlaz  LDhimam
Perumalian  sehagai bagian  dan perwujudan
pcraniaatan tals ruang yang mengacu pada BEP.
Kepcana Tata Rusang Wilayah Kota vang selanjutnya
disingkat RTEW Kota adalah rencana tala rang yang
bersifat umum dan wilayah Keta, yang merupakan
penjabaran dan reocana tata 1uang wilayah provinsi,
dan yang benisi tujuan, kebijakan, strategi penataan
rugng wilavah Kowa, rencana struktur ruang wilayah
Kota, reneana pola ruang wilavah kota, penctapan
kawasan stralegis kold, grahan pemanfaatan ruang
wilavah kota, dan kelenltuwan  pengendalian
pemanfaatan mang wilayah kots,

Rencana Detald Tata Fuang kota vang sclanjutnya
dizingkat EDTR adaluh rencana secara fergering
tentang tata mang wilavah kota yang dilenghkapi

dengan peretucran 2onasi kota.
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Focncana Tata Bangunan dan Lingkungsn  yang
selanjutnya disingkal RTEL adalah panduan rancang
bangtin suatu linglunpan f Kawasan vang
dimaksuclian unruk mengendalikan pemanlaatan
ruang, pendtazn bangunan dan lingloangan, serra
memuat materi pokok ketentian program bangunan
tdan  lingkungan, rencana umum dan panduan
THTICEN AT, r2ncana nveslas, kefenrian
sengendalian rencana, dan pedoman peneendalian
pelaksanaan pengembangan linghungan/ kawasan,
Peraturan Zonasi adalah ketentuan vanggnengator
tentang  persyaratan  pemanfaatan (ppang  dan
keteniuan  pengendabannys  dan diswsun untuk
getiap  blok/zona  peruntukan  Fang  penaelapan
zonanya dalam rencana rinci Lata Tuang,

Porumahan Humuk Sadalsh peromaban yang
mengalami  penuruman  kualitas  [ungsi  sebagai
tempar hunian.

Permukiman Kamiah adalah permoukiman yang hdak
layak lhuami karena kelidakrecaturan  bangunan,
tingkat ‘kepadaian bangunan yang dnggi, dan
kualitasbanpunan scrta Sarana dan Prasaranas yvang
gl metnenithi syarat.

Kawasan Siap Baneun yang selanjutnya  dischuar
Kasiba adalah schidang tanah yang fisiknya serta
Prasarana, Sarana, dan Uuhtas Umumnoyva ielah
dipersiapkan untuk  pembangunan  Lingkunesn
Hunian skalz besar sesual dengan rencans tala
miang,

Linpkungan Siap Bangun vang selanjulnyz dhselr
Lislba sdalah sekidang tanah vanp hsiknoya scria
pragarana, Sarana, dan Uliltas Umuamoya felah
dipersiapkan  untuk  poimbangunan Perumahan
dengan  bartas-katas  kaveling vang  jelas  dan
merupiakdan  beagian  dar Kasiba sesuar  dengan

rencana nncl tata ruang.
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Konsolidasi Tanah adalah penatsan  kembali
PCIELIASHATL, pethilikar, PCIgEUNALD, than
pemanfaatan tanah sesual dengon rencana  tala
ruang wilayah dalam usahy penyediaan tanah untuk
kepantingan pembangunan puramahan dan
Permukiman una mcningkatkan loalitas
lingkungan dan pemelibaraan sumber cdayva atam
dengan partisipas] aktit masyarakat

Kawasan Perkolaan adalah wilayah yvang mompuanyal
kegiafan vtama bukan pertanian dengan susdhan
funpsi  kawasan  sebagai  rempal  Pegnbkiman
porkotaan, pomusatan dan distnbus: pelavanan jasa
pemenintahan, pelayanan  sosial, wdan keglatan
e koo

kKawezan Perdesagn adalah wilagdh vang mempuanyai
kegialan utama pertaniaf, | termasule peneclolaan
sumber dava alam depgan susunan fungst kawasan
schagal tempat perrpukimen perdesaan, pelayanan

jaza pemerifitahan, pelayanan zosial, dan kegiatan

T T
Pembangunan perumahan dun Kawasan
Permulkdtman . adalahk sudttl proses  unluk

mes-Ljudkan perumahean dan Kawasan Permauakaman
sesuai dengan RKP melalun pelaksanzan koresimaksn.
Periminan Berusaha adalah lcgalhitas yang dibenkan
kepadda  pelakn uszaha  untuk memulal dan
menjalankan usaha danfatan kegiatannya.
Persetujuan Banpunan Gedunpg vang sclanjutnya
disingkat PBG adalah penzinan vang dibenkan
kopada pemubk baokninan gedung untuk
membangzun baru,  mengubah,  omemperloas,
reengurangl, dan/atau merawal bangunan gedune
sesuai dengan seandar teknis banpunan godung,
Sertifikal Latk Fungsi Bangunan Godung yang
selanjuinya disingkar SLF adalah sertilikal yang
chierikann  oleh Pemerintah Daerah  untuk
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menyalakan  kelaikan fungst Bangupan  Gedung
sebclum dapat dhmanfaatkan.

Letiap rang adalah orang perseorangan atau Badan
Huklim.

Orang perscorangan adalah warga negara, bak
[ndoncsia maupum asimg.

Masvarakat adalsh orang persecringan  yang
kepiatannya di bidang pernahan dan Kawasan
Permukiman, termasuk masyarakat hukum adacdan
masyarakat  ahli, yang berkecpenbingan, deogan
['coyelenpgaraan petumahan dan Kanwagan
Permukiman.

Badan Hukum adalah badan bukuewang didinkan
oleh warga negara Indonesia yung hegiatamya di
hMdang penyelenggaraan Perumchan dan Kawazan
permukiman. \

WMasvarakat Berpenghaolan Rendeh yang
selapuinya disebut WBE adalah masyaralal vang
mempunyal keterbatasan dava belb schimmgga perha
mendapal duklingat pemerintah untuk memperoleh

Eumah.

Bapan Kedua

Malsod dan Tujuan

Pasnal 2

Peraiviran Daerah inl dimaksndkan untuk membernkan

landuasan dalam melakukan penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman  serla pencegahan  dan

petingkatan loalitas terhadap perumahan kumuh dan

permulidmarn kuamilh.

Pasal 3

FPeraitiran Daeralr ini bortujuan untuk:
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memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan perumahan  dan kawasa
pertnukiman

mencegsh inmtaih dan berkembangnyva perumahan
kumuh dan  permukimen kbamoh bam doan
mempertahankan peramahan dan pennukiman vang
tclah dibangun agar tetap terjags kaalitasnya, dan
meningkatkan kualitas tethadap perumahan kumuh
dan poermukiman kbomoh dalam meowwudkan
pecrumahan dan kawasan petmukimen yvang layak
huni dalam lingkungan yang sehat, atnan, gerdsd, dan

Leratur.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pesal 4

Fuang lingkuap Peramran ‘Daerabh i mehputy

A.
b

L.

- &

T

(1)

penvelengparaan Perumahan;

penyelenepAraan Kawasan permillinman;
peneteanan dan penmgkatzn kualitas Pertlmahan
Komubvdan Permukiman kumuh;

penyediaan tanah;

pondanaan Jan sistern pembiayaa,

koordinasi;

kcha sama dan peran scria masyarakat;
pembinaan; dan

keteniuan sanlksi.

BAE I
PENYELENGGARAAN PEEUMAHAN
Bapgian Kesatu

L'mum

Pa=al &

Fenyvelengparaan Perumahan melipuoti;
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a. porencanasr Perumahan;

I, pembangunan Perumahat;

¢, petnanfaatan Penamahan; dan

d.  pengendalian Peromaban.

Perumahan schagaimana dimaksud padzs ayal {1)

mencakup:

a. HFumab: atau

b, Peruomahan bescrta Prasarana, Sarana, dan
WHilites .

Fumah sebapaimana dimaksud pada ayat (2) maf s

dibwedakan menurual;

A JUIS; dan

b, benmiknya.

Jenis Bumah sebapaimana dupaksud pada ayat (3]

bl A chbedakan bardaszarkan prlakn

pembangunan dan penghinian melipua:

a. Fumah komersial;

L,  EREumah oo

c.  PFumah swadaya,

d. Rumsah kEhusus; dan

g, JFumah negara.

BentukFRumah srhagaimana dimaksud pada ayat {3}

huamaf b dibedakan berdasarkzn hubuangan atau

ketsrikatan antarbangunan melipuati:

a. Eumah lungpal;

b. PRurmah deret; dan

<. Fumah susun.

Pazal £

Dalam hal penvelcnggaraan Perumashan bap MBR,
Pemeriniah Dacrah  dapat membenkan  fasililasi
terhadap PCICNUANE I, pembanglnan, dan
pemanfaatan Perumahan.

Fasilitasi schagaimana dimaksud pada avat {1} dapat
dilakzanalkan oleh lembage atau badan vang ditugasi
olch Pemerntah Daerah,
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(1)

i)

i3

{4]

<)

i1]

(]

k4

Menugasan  lembaga  atan  badan sebagaimana
dimaksud pads =zyal [2) dilaksanakan sesual dengan
ketentuan persturen pernandang-undangan,

Baman Kedua

Perencanaan Perumahan

Paragraf |

Umum

Pasal 7
Perencanaan Perumahan menpghasilkan dokumen
RP3 yang mengacu pada dokumen RRP
RF3 sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
dalam tencana  pembanpunan jangka  panpang,
rencana  pembanglinanes jangka menengah, dan
rencana tahunan sesnai Cengan kelentuan peraturan
perundang wndangsEn.
Dokumen EP3 disusun untuk memenithi kehotuhan
Rumsh =crta keterpaduan Prasarana, Surasia, dan
LItiliFas Umum Perumahan.
Dokumen RP3 sebagaimana dimaksod pada ayat (1)
ditetapkan olch Wail Kota.
Dokumen RPS selwpaimana dimaksud pada avat (1]
ditinjuu kembali paling sedikit 1 {=atn) kal dalam 3
ilima} Ltahun,

Pasal 8

Drakuimen RP3 mencakup:
a. kebijakan pemlbenganan dan pengembangan;
L. rencana kebubtuhan penycdiaan Fumah;
t. rencana keterpaduan Prazarana, Sarana, dan

LTtilitas Umum; dan
d. program pembaogninan dan pemaniaatan.
RP3 dilakukan dalam bentuk rencana;

4. pembangunan dan penpembangan;
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b, pombangunan bar; atay
¢, pembangunan kemball

Fasal 4

Icnyusunan dokumen ER sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 7 dan Pasul 3 dilaksanalkan sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

i1}

(2]

3]

in

(<)

Pasal 10

Perencanaan Perumahan terdim atas:
a.  porencansaan dan perancangan Rumall; dan
Ir.  perencanaan Prasarana, Sarang, dam Ubilibas

Umuim Perummahan,
Percneanaan Perumahan merdpakan bagian dam
perencanasn Pormuokiman yang ferinfegrasi dengan
sigtem  ['rasarans, Sapana, den Unhtas Uooom
Kawasan Perkotaan,
Petencanaan  Perumahan  meoncelup Rumah
sederhana, {Ramah  menegah, dan/arau Rumah

mcwalk,

Faragrai 2

Perencanaan dan Perancangan FPumal

Pasal 11
Perencanaan dan perancangan Rumal schagaimana
dimalsud dalam Pasal 1O avat (1) horaf a dillakukan
wnkiks
f. menciptakan Rumah yvang koyak hanig
b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan
Rutnah oleh masyvarakat dan Permnerintal; dan
o, meningkatkan taie bangunan dan hngkungsan
yang torstrulooar,
Perencanaan den perancangan  Rumeh unmgk
menciplakon Bumah  lavak  hunl seboagaimans
dimaksud pada ayat (1} huraf a dilakukan dalam
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ranghka mewnyudkan Rumah yane sehat, aman, dan
teralur.

Perenuansasn dan  perancangan  KEomeh untuk
mendukung upaya pemenubhan kebumhan Fumah
schagaimana dunaksud pada ayat (1) huarof b
dilakukan dalem rangka memenghi kebunahan
Rurmah hag masyarakat,

Ferencanaan dan  perancangan Bumah  untuk
meningkatkan tata banpunan dan hingkungan vang
rerstrukoir sebapaimana dimalksud pada ayaly(i)
buraf ¢ dilakukan  dalam rangka  metigudkan
Lingkungan yang iopgsienal, dan sesuad dengan Lata
bangunan bangunan yang serasi danselaras dengan
lingkungan.

Pasaldd
Perencanadan Jdan pecancangsan Rumah dilakukan
leh Setiap Orang yang memilikn keahlian di bidang
percncanaan dan perancangan Fumah.
Sctiap Orang sehagaimana dimaksud pada ayal (1)
harus meamiliki sertifilar keahlian vang diterbitkan
olCh lembags sertifikasi,
Sertifikat keahlbian sebagaimana dimaksud pada ayat
1] memenuhi Hasifikasi dan ualifiKas perencanaan
dat perancangan Rumah.
Sertilikal keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang
perencanaan dan perancangan Rumah sebapgaimans
dimaksud pada ayatl (1) sesoal dengan ketentuan
peratarat peruindane-perundangan,

[azal 13
Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus
memetiuhn srandar.
Slandar schagaimana  dimaksud  pada aval {1}
merupakan standar Rumah melipati
a. ketentuan urmum; dan
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b,  standar tekris.
Kotentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayal
2] hurad & paling sechkit memenuhbi
a. aspek kesclamatan bangunan;
b.  Lehutuban minimum ruang; dan
c.  azpek kesghatan hangaian.
Standar teknis sebagamana dimaksud pada ayat (2}
boraf b rerdin atas:
a. penulihan lokasi Rumah;
b, kKetentuan luas dan dimens] Eaveling, dan
¢, perancangan Rumah,
Pemilihan lokasi rumsh sebagaimana dithaksud pada
ayal [4) hurof a adalab lokasi yane bhevada diluar zona
bencana dan  sesual  Jdenean (gems  sempadan
bangunan dan koeflsien dasar Bangunam sera sesian
rencana lalg nlang wilagdh dan rencana detal tala
TUATIY,
Ketentuan luas dan‘dimensi kaveling sebagaimana
vang dimakaad pada ayat (4 huruf I luas
lahan fkaveling  efekdf &0 md [emam puluh meler
per=epi] = 200 m? (dua ratus meter persegip dengan
lehar mwuka kaveling minimal 5 m (lima meter),
dikccualiltan bags:

a.  kaveling hasil ponataon kawasan dan/atau
konsolidasi tansh minimal 40 m= [empat puluh
mieter perscgll;

. kaveling rumah untuk MBER minimal 40 mé
fernpat puluh meter persegi): dan

£.  kaveling pade tanah vanpg sebelum penetapan
Peraluran Dacrah ini memilika luas koarang dar
Pl mé [enam puluh metor  persegly  yang
dibuklikan denyan serhfikat hak atas tanal.

Perancangan Bumah schagaimans dimalesud pada

ayat (4] humaf c  dilaksanakan sesual denpgan

kceenfuan  pelaksanaan arsitektor,  struktuor,
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mekanikal, dan e¢lektnlal, beserta perpipaan
hangunan Fumah.

Pasal 14
Perencanaan dan perancangsan Rumah sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 11 dilaksanakan mclala
penyusunan dokumen rencana Wekons.
Penyusunan dokumen rencana leknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakubkan olch Dinas.
Penyusunan dokumen rencana teknis sebagalmany
dimaksud pada aval (1) dilakukan sesnadi dengan
ketentuan peraturan perundang- undangsamn.

Parggrafl 3

Perencanaan Prasarana, Sdarana, d=n Unilitas Unoam

Perumahsn

Pagal 15
Perencanasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umoam
I'crumahan schagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat(l) huruf b harus mementi standar.
FMandmy’ sebagaimana dimaksud pada  ayatl (1)
melipuli:
4. kcrentuan umum; dan
k. atandar teknis
Ketentuan umuorm sebagaimana dimaksud pada ayal
(2] humal & peling sedilat memenuhi;
@, kebutuban dzyva tampnng Perumahan;
I. kemudahan pengelolaan dan pengelinaan
sumber dava setempat;
.  IILtlpasl tingial risiko bnicana dan
keaclamatan; duan
d. terhubung dengan janngan perkotasm cksisting,
Stendar rekniz sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
hurul b melipala:
a. standar Prasarana;
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lr. atandar Earana; dan
iz, slandar Unilitas Toum.

(5 Standar Prasarana sebagaimana dimakeud pada ayat

{4} hurul a pahng sedikilt melhipui:

a. jaringan jalan,

Ir,  saluren pembuangan air hujan atau drainase;

o, penyediaan aie minum,
saluran pembuangan air limbah atau sanitasi;
dan

e Tempat sampah dan sarana angkutnys,

{.  Prassrana Proteksi Kebakaran,

[B)  Standar Sarana sebagahnana dimaksud pada ayar (4}
hurul b paling sedikil meliputi:
a. ruang terbuka hijau; dan
. SBarana umun.

(7t Standar Uilitas Ui sehagoimana dimaksud pada
aval (4] hurafl ¢ paling sedikit tersedianya jaringan
listrik.

{#) Ketentuan Icbibh lanput meneenal standar roang
terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (B}

huraf &, diarur dalam Peraturan Wah Kola.

Pasal 16
Petoetintah Daeraly melaksanakan pengawasan standar
Pravarana,  Sarana,  dan Utilitas Umum gsesuai

kEcweonanpannya.

Pasal 17
{1} Perencanaan Pragarana, Sarana, dan Utilitas Omuam
dilakukan oleh seliap orang yane memlikd keahlian
di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan
Lirilitas Umum.
(2] Sctuap orang schapsimana dimadosud pade ayal [1)
hamis memiliki sertihkat keahban yanp diterbalkan

oleh lembaga sertifikasi,
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(3]
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Sertifikal keahlian sebapaimana dimaksud pada wyat
(2} memenuhi klasifkasi dan kualilibaszs perencanaan
Prazarana, Sarana, dan Utiliias Umom.

Sertifikac keahlian dan lembapa serUfidoas di bidang
perencanaan Prasarana, Sorana, dan Uelitas Umlim
sebmpairnana dimaksud pada ayat (2) scsual dengan

ketentuan peraluran perundang perandangan.

Baman Kotiga

Fembangunen Permnahan

Paragraf ]

LUmum

Pazal 15

Pembangunan Perumaban foehpute
a. pembangunan Buamah dan Prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umam; dan fatan
h. peningRatan Bualitaz Perumahan,
Pemmbangunan — Perumahan dilekukan  dengan
rengrinbanyvkan leknologl dan rancang bangun yvang
rimahJingkungan sernta mengembangksan industn
bahan bangunan yang mengutamaksan pemanfastan
surmber dava dalam neger dan keanfan lokal yang
arman bAagn kessharan.
Pembangunan Porumahan dilaksanaksan  melala
upaya penataan  pola dan  struktur | ruang
pembanginan Bumah beserta Prasarana, Sarana,
dun Utilitas Umuam yang lerpacl denpan penataan
lingkungan sckitar,
Fembangunan Perumahan untuk penmgkatan
kualitas Permghan dilaksanakan melalul upaya
penanganan dan pencegahan terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh scrta penurinan

kualitas linglingan.
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Pembangunan Perumahsan sebagaimana dimaksad
pada ayal (1) dilakukan sesual dengan  statos
penguasaan 4tz kepemilikan tanah dan penzinan
herdasarkan ketenluan  peraturan perundang-

undangan.

Pasal 19

Badan Hukum vang melakukan pembangunan

Perumahan wajib mewjudkan Porumahan dengan

Hunian Berimbang.

Kewzsjiban sebagaimana dimaksud pada’ avat (1]

dikecualikan untuk Badan Hokum yang mémbatgan

Perumahan vang selurahinya  dikafuakan unoak

pemenuhan Humah Umum.

Pembangunan Rumah o hudm  sebagaimana

dimaksud pada avat (2p'harmuz mempurnya alkses

menuju pusal pelayanan atau tempat keja,

Yetiap Badan Hukum yang melanggar ketentuen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenar zsanksi

sdroinisrratil berupa:

A {Perinpalan tertulis,;

K | pembalasan kegiatan pembangunan;

., pembckuan PBC;

d, pembeluan Penzinan Berusaha; dan

e pencabutan Perzinan Berusaha,

Tata cara dan  mekanisme  pengonaan sankst

adminmistratil sebagaimana dimaksud pada ayat [4)

dilaksanakan scbagza benkuat:

a.  peringatan tertulis sebagamana dimakesad pada
ayat (4] hurul a diberkan paling banyak 2 (dua)
kali dengan jangks wakil setiap peringaan
tertulis paling lama 5 (Mma) han kes;

b.  Badan Hubum yvang mengaboikan penngatan
tertulis sebagimanz dimaksid pada bumf a

dalam jangka waktu 5 (Lma} harn kerja dilenad



(1)

{Z}

(4]

22

ganksi  administralif berupa  pombatasan
kegialan pembangunan;

c. Badan Hukotn yang mengabailzan pernbatasan
kegatan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada huraf b dikenai zanksi administratil
beriapa  pembekuan  PBG olelh Pemenntah
Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiea
puluh) harl kera;

d. Badan Hukum vang mengabalkan permbelnuan
PEG sebagmimana dimaksud pada  hamf «
dikenai sanksl administradl berupa pencakutan
FEG;

e. Badan Hulkum yang mengahakanrpencabutan
PBG sebopaimuans dimaksud, pada huaml
dikenai sanksi adminisiratf berupa pembekusn
perizinan Berusahagpaling lama 2 [dua) tahun;

f. Badan Hulowmgwang menpabaikan pembekuan
Ferizinan Berusaha sebagamana  dnmaksud
pada hurul ¢ clikenal =anksi administratid
berupa pcncabutan Perizinan Berusaha dan
detida admimistratil paling banyak
BEpd & Q0. OO0 000 00 {scpuluh miliar rupahl.

Paw 20

Pembariginan Perumahan dengan Hunian
Berimbang sebagaimata dimalend dalam Fasal 19
avat (1) dilakukan oleh Badan Hukum vang sama.
Dalatn  tnelaksanakan pembanpunan  Perumaban
denpgann Hunian  Berimbang, Badan Huokum
schagaimana Jditnaksyd pada ayat [1) dapat bekerja
sama denpan Badan Hukum lain,

Badan Hukum vang melakukan pembansunan
Fecrumahan dengan Hunmn Benmbang sehagannana
dimaksud pada syat [1) dilaksanskan  melahon

penyusunan dokumen rencana tapak.



{1}

(2]

(-3

{4)

A3

Fasal 21
Perumahen dengan Hunlan Benmbang sebagaimeana
dimakzod dalam Pasal 20 ayvat (1} melipul:
a. Perumahan skala besar;
B, Perumahan selain skala besar, dan
. Perumahan skala tertentu.
FPerumahan skala besar scbagaimana dimaksud pada
avat [1) hurul @ mermipakan kumpulan Rumah vang
terdiri paling sedikit 3.000 {figa ribu) unit Eumakh,
Perumaban  sclain skala besar sebagaimana
dirmaksud  pada avat (1) hurf b merupakan
kumpulan Rumeah yang terdir atas, 90 fseratis] unit,
Humah sampal dengan 3000 [tEganba)] umt Rumah.
Perumahan skala rerleniveschagaimana dimaksud
pada avat {1 huruf ¢ merUpakan kumpulan Kumah
mitiieal 10 (sepulubpunic Rumah dan ditsawah 100
{seralls] unit Rumatn

Prasal 22

Pembanginan Perumahan dengsn Hunan Berimbang

mtmagahmna dimakzud dalam Pasal 20 awal [1) haras

rmemerail krireria:

a.

1

L.

(1]

(]

lokasi;
lrlasifikasi Fumah: dan

KOS TS

Pasal 23

Lokasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huaraf

a merdpakan tempal Bumah umum dibangun.

Lukast sehagaimnana dimakand pada ayat (1) pada:

a. pembangunan Perumaban skala besar dengan
lunian Berimbang barss dilakakan dalam |
fsanip hamprran:

b. pembangunan Pocrumahan selan skala besar
dengan Hunian Benmbang dilakukan dalam |
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[satu] hamparan atau fidak dalam | [satn)
hamparan; aldu

¢. pembanpunan Perumahban skala tertentu
tlilakukan dalam 1 {satu) hamparan atau tidak
Jalam 1 jsatu) hamparan.

Pembangunan Perumahan sclain skala besar dan

Perumahan  shala  tertentn denpan Hunian

Rerimbang ddak dalam 1 jsatw)  hamparan

sebmgmimena dimaksud pada wwat (2) hurof b dan

hurud ¢ haris dilaksanakan dalam 1 (salo) JrEetak.

Permohonen pengesahan rencana tapaly dap

hamparsn pada pembangunan Perumahan dengan

1Tunian Bernimbang tidak dalam 1 (sati) hamparan
sebagaimana dimaksud pada dyat (3] disampailian

SeUATA DETSAAan.

Badan Hukum yang helaknkan pembangundn

Ferumahan skala besar tidak mewwyudkan Hunian

Berimbang dalamlVsaru] hamparan sebagalmana

dimaksud pada ayat [2) hwrul a dikenan sanksi

administratil berupa:

A, dpernngaian tertuhis;

B, pembatasan kegiatan pembanganan;

c. N, pembckuan PRG

o, pembeluan Perizinan Berusaha,; dan

=, pencabinan Perizinan Berusaha,

Tata <ara dan  mekanisme  pengenaan  sanksi

administratif schapmmana thmakswd pada avat (5}

thlaksanakan sebagay beriboat:

., peringatan terfulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] huraf a dibenkan paling banyals 2 {dua)
lali dengan jangka waktu schap penngatan
tertulis palieg lama 5 (lima) hari kerja;

E. Badann Hulum yang mengabaikan perngatan
teriulis scbagaimana dimaksud pada hurwd a
dalam jangka waldu 5 (lma} han kena dikcna
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sanksi  adminiatratif  berupa pembaiasan
keplatan pembHiglngn,

c. Badan Hulum wang mengabaikan pembat3san
kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud
pacta huruf b dikensd sanksi  administracf
boerupa  pembekuan PBG oleh Pemenntah
Dacrah denpan cara chsegel paling lama 30 (tiga
puluh] har kenga;

. Dedan Hukum yang mengabaikat petmbelkuan
PE: sebmgaitmana dimaksud pads  haoat, o
dikenai sanks administratil berupa pencabutan
FBI:

e. Badan Hulum yang mengebakan pencabuian
FEG sebagaimana dimaksod) pada huraf 4
dikenai sanksi achoipstrail berupa pembelian
perizinan Berusahaqpaling lama 2 [dua) tahun;
dan

I.  Badan Hulim ¥yeng mengabaiksm pembekiian
perizinan \Berusaha schagaimana dimaksud
pada “hurul e dikenai sankai administratif
berupa perncabulan Perizinan Berusaha dan
denda adminustrai pahing baryalk
Epl{.000.004.000,00 [sepulub mmuliar rupdah).

Beliap Badan Hulum wanhb melakukan

pembangunsn peramahan dengan hunian

beritnbang dalam 1 (satu] wilayah Dacrah.

Setiap Badan Hukum wvang melanggar ketentuan

schagaimana dimaksudl pada ayat (4, dikenai sanksi

administracil herilpa:

a. peongatan terbulis;

b. pembatasan keglatan pembanpunan;
i, pembekuan PBG;

d. pencabutan PBG;

. pembekuan Perizinan Berusaha, dan

[, pencabutan Penzinan Berusaha,



[

[10]

26

Tatas cara dan mekanismc pengenasn sanlia

administratif sebapgaunana dimaksud pada ayal (S
dilaksanalian sehaga ekt

2.

peringatan teruhis sehagaimana Jdimeaksand pada
avat (5] hunaf a diborikan paling banyak 2 {doa)
kali dengen jangka waktu sctiap pernngatan
tertilis paling lama 5 {lima) han kena;

Badan Hukum vang mengabaikan penmngatan
tertulis schagaimana dimaksud pada buruf a
dalam jangka waktu 5 (ima)] han kega il ai
sanksi  administratiil | borupa pembatasan
kematan pembanpglran,

Badan Hukum yang mengaluabkan pembatasan
keplatan pembangunan schaptamana cdhrnaksud
pada bhurnf b dikenal sanksi administratil
berupa  pembekusn” PBG oleh  pPemerintzh
Draerah dengmancara Jdisegel paling lama 30 {tiga
pulub) han kega;

Badan Hukum yang mengabaksn pembekuzn
PO sebagaimana dunaksud pada bhuamaf o
fdikenai sanksi administratif berupa pencabutan
PBGY

Badan Hukum yang mengabauksn pencabalian
PRG sebapzimana dimaksud pada hacof d
dikenai sanksi administratf berupa pembekuan
perizindn Berosaha peling lamma 2 (cdaa) tadnan;
dan

Badan Hukum yang mengabakan pembekuan
petizinan Berisaha  sehapgaimana dimaksud
pada horul o dikenam sankst administeatif
berupa pencabutan Penezinan Berusoaha dan
detuda adminstraril paling hanyak
R 100000, QOGO 00 {sepulith miihar rupiah),

Penpenasn sankst  administratif sebagaimaoana
dimaksud pada ayat [B) tdak meonghdangkan
tanprung jawah pemlihan dan pidana.
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[*asal 24
Klasifikasi Rumeh sebagamana dimaksad dalam
Pasal 22 hurul tr terdin atas:
a. FKumah mewsah;
. Rumah menengzh; dan/alau
. Rumah sederhana,
Fummzah mewah sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf & merupakon Eumah vang harga jualnya di
atas 13 (lima belas) kali harga Rumah onmum fang
ditetaplkan Pernerintsh Pasat,
Fumah menengah sebapaimana dimaksuel pacla avat
1) huruf b memnipakan Rumah vang Harga jualoya
paling sedikit 3 [tiga) kali sampai dengan 15 (lima
belas) kali harga jual Rumah umum yang chitetapkan
Fetnerintah Fusat.
Rumsah seclerbana sebagaimana dimaksud pada ayal
(1} huril ¢ merpakanFumah vang dibangun di atas
tanah denganJuss lanlal dan bharga jual sesua

dengan ketentman peraturan peryndang-undangan.

Pagal 25
HKomposist schagaimana dimaksud dalamn Pasal 22
hurnf ¢ merupakan perbandingsn jumlah Rumah
tnewah, Rumah menengah, dan Bumah sederhane.
Komposisi sehbagaimana dimaksud pada avat (1)
pada:
a. pocmbangunan Perumahsn skala besar yarty 1
[saru) Fumah mewah berbanding paling sedhkal
2 fdua) Rumab mensngah dan berbanding
paling wedikil 3 [riga) Rumah sederhana; dan
b.  pombangunan Perumahan selan skala besar
terdity atas:
1. 1 {saiu) Rumah mewah berbanding paling

sedizt 2 {duzs) Rumah menengah dan
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borbanding paling sedilit 3 {tiga) Rumab
sederhana;

2. 1 |zaty] Fumah mewzh berbanding paling
seddikit 3 jdiga) Fumah sederhana; atau

3, 2 (dug) Rumah menceneah  berbaoding
paling sedilic 3 (tiga) Rumah sederhana.

. pembanpunan  Prrumahan  skala  terlentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1]

hurul ¢ mengikoth komposisi seperti pada huruf b

Paling sedikit 3 {tiga} Rumah sederhana sehagaimans

dimaksud pada ayal ([2) terdin atas  Rdmab

sederhana subsidi dan Fumah sederhananensubsidi

dengan perbandicgan untuk:

i

kawasan perliotaan besafr, (L [saru] Rumah
sederhana subsidln berbanding 3 (opa] Rumah
sederhona nonsuhsial dengan  perhitungan
komposisi persentase 253% {doa puluh lima
persen) Rumahisederhana subsich berbanding
73% {rujul puluh bma persen) Rumah
scderbansa nonsubsidi;

kawasan perkotaan sedang, 2 {dua) Ruamah
sederhona subsidi herbanding 2 {duoa} Fumah
sedderhana  nonsubsidi dengen perhiliungan
komposisl persentaze 50% (ima puluh persen)
Rumah sederhana subsidi Lerbanding 50% (lima
puluh persen) FRumah sederhana nonsubsidi:
atall

kawasan porkoman kocil, 3 {tdgo} Rumah
sederhana sabsidi berbanding 1 [(satu) Eumah
sederhana  nonsubsidi dongan  perhitunesn
lomposisl persentase 73% {yubh puluh hma
persen] Rumah sederhana subsidi berbanding
25% [dua puluh ima persen) Rumah sederhona

nonsuhsidi.
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Pazal 26

Dialarm hal Rumah sederhana sebagaimana dimaksad

dala-n Pasal 25 avat [1) tidak dapat dibangun dalace

beniuk Rumah ninggal atau Rumah deret, Rumah

soderhana dapal dikonversi dalam:

a bentak Fumah Susun umum yang dibangun
dalan 1 (satu] hamparan vaneg sama; atayg

> bhentuk dana untuk pembangunan  Rumah
1ACIINTT.

Penghitungsan konwversi Fumah Susun  Umum

sebagaimana dimaksud pada avac (1p humal a

dilakukan dengan memperbimbangkan:

w1, perbandingsn  komposist porsentase Rumah
sedcrhana subsidl dengag Rumah sederhana
nonsubsidi;

E. jumlah kewajiban Bumah sederbzna;

c. harga jual Rumah sederhana bersubsedi yang
ditetapkan Pepegititals Masat; dan

fl. persenfass, harga pokok produksi terhadap
harga jual.

Penghituppan komversy bentuk dana sebagaimana

dimaksud pada ayat {I) huruf b merupakan dana

Lelola atan hibah diiung dengan

mempertirbanglinn:

a. Jumlah kewajiban Rumal sederhans;

h. tharpa jual Rumah sederhana bersubsidi vang
diretapkan Pemenntah Pusat,

o,  persenlase harga pokok produksi o terhadagp
harga jual;

. faktor pengali dengan memperhitungksn nilai
vang atas waktu (ime value of money); dan

e dana imbal jass penpelolaan.

Penghitungan konversi scbagaimana dimaksud pada

ayat [2] dan avar [3)] dilakuolan berdasarkan rumus

perhitungan konversi yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang,
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Besaran jumlan  faklor  pengali  sebagmimana
dimaksud pada ayzt {3) hurul d dan dana imbal jasa
pengclolaan schapaimanas dimalsud pada ayat [3)
hurud ¢ ditetapkan aleh Pejabat vang berwonang,

Harga jual Rumuah susun umum  scbagaimana
dimaleud pada ayat (1) Wrof a sesual dengan

ketentuan poraturan perundang-undangan.

Pasal 27
Penpghitingan konversi bentuk «dana sebapainiana
dimaksod dalam PFasal 26 avat (3) wajib diggukan oleh
pelaku permbangunan kepada badan /peroepatarn
penyelenpgataan peramalian.
Dana yang dipsroleh dan perghitingzan konversi
sebagaimana  dimaksud  pade” avat (1) wajib
diserahkan kecpada badan percepatan
penyelenpgaraan penanahon.
[Drana wvang diperalehs/ dar peoghitungan  kooversi
zsebagaimana dimaksiel pada avat (1) ditetapkan
zelwlum diterbithannva PB.G.
Kewdliban penyerahan dana sebagamana dimaksad
pacle ayar [2) paling lambat dilabukan sciak PBG
diterbitkan sampa dengan diterbitkannya SLE.
Pengembalian Irana Konversi berbentuk dana kelola
dilaksanakan palmg lama 5 (lima)] tahun sejak
pemenuhan kewajiban diberikan  kepads  badan
percepalan penyelenpgaraan perumeahan.
Badan Hukum  yang  Gdak melgksanakan
penghitungan konversl schagaimans dimaksud pads
avat (1) dan tidak melaksanalean penyerahan dana
hasil konversi schagaimana dimaksud dalemn ayat. (2}
dikenar sanksi admmistratd berupa:
d. peringatan tertulis;
b, pombatasan kepatan pembanginan;
c.  pembekuan PBG; dan

d. pencabutan Penzinan Berusaha,
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[7y Tata cars dan mekanisme peongensan samks
administratl sebayaimmang dimaksud pada ayat {6)
dilaksanalkan scbagal benloul:

a. pernngatan tertulis scbagamana dimaksud pada
ayvat (6] huraf a dibcnkan pabng banyak 2 [dua)
kali dengan jangks waktn =etiap penngatan
terralis paling larpa S {lima) hari kerja;

b. Badon Hukum yang menpalbaikan peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam janpglka wakiu 3 {ima) han kerga dikenwa
sanks administratf berupa pembatasan kegatan
pembangunan;

¢. Badan Hukum yang mengabailkan“poribalasan
kepiatan pembangunan sebapmmana dimaksud
pada haral b dikenal sankshadministratit berupa
pembeckuan FBG clehdPempermtah Dacrah dengan
cara disceel palingdarna 30 (liga puluh] hari kerja,
dan

d. Badan Hukum yang mengabalkan pcmbckuan
PO sebagaimana dimalksud pada harnf ¢ dikenai
san sy adminiatratif  herupa pencabutan
Perizinan Berusaha dan denda scjumlah 1,5 {(satu
leoma lima) kalh dan jumdah kewajlban Dana
Konwversi.

Pasal 28
Penpgelolaan dana konversi sebagaimana dimaksud dalam

Pazal 26 dan Pasal 27 dilakszanakan sestai dengan

kectentuan peraturan penandang-undangan.

Pasal 20
(1) Pembangunan BRumah meliputi pembanginsn:
#,  Rumah tungeal,
b. Fumah deret, dan/atan

c. Fumah suaun.
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Pembanpunan Rumah  haris  dilakukan  sesus

dengan rencans lala rlang wilayah

Rumah tungeal, Rumah deret, dan/atau Humah

susun yang roasih dalam (ahap pernbangunan dapat

dilakukan Pemasaran oleh pelaku pembangonan

melzlui Sigtem PRIB.

Sistcm PRJBE sebagaimana dimaksud pada ayat [3)

berlaku untuk REumah wmom milik dan Rumah

komersial milik yang berbentuk Rumah tanggal,

Rumah derer, dan Rumah susun.

PPJP sehagmmana dilabikan sctclah kepastanalas:

a.  status kepemilikat tanah;

b. hal vang dipenamikan;

¢ PBL3

tl.  Ketersedizan Prasarapa, Sarana, dan Utihlas
LTty tan

. kelerbanwunan paling sedikit 20% [dua puluh
perseny. ’

Pelaku pembangunan scbapaimana dimaksid pada

ayat [3] terdirl atas orang perseorangsn dan/atau

Badafi Hukum.

H-eﬁap Orang yang melakukan pembangunan Flmak

danm perumshan Udak sesual dengan roncana tata

ruang wilayah sehagaimans dimakand dalam ayat 2}

* dikcnal sanksi admimistratil berupa:

a. penngatan rentulis;

b, pembelkuan FBG;

c. pencablan POG; dan

d. pembongkaran bangunan,

Tata cara dan mckanisme pongenaan  sanks:
adroinigtratil sebagaimana dimaksud pada avat [7)
vang dikenzmd pada Setisp Orang didaksanakan
sebagal berkoat:

. perngatan terfulis sebagaimana dimaksod pada

aval (V] huraf a chberikan pahng batyak 2 |[dua)
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kali dengan jangka waktu setdap peringatan
tertulis paling lama 3 {lima) an kena,

Setiap Orong vang mengabaikan peringatan
tertulis schagaimana dimaksud pada huraf a
dikenal sanksi admimistratil betupa pembekuan
FRG nleh Pemerintah Daersh dengan cara
disepel pang lzma 30 {tiga puwduh] han kerja;
Setiap Orang yang mengabaikan pembekuoan
PBG  scbagaimana dimeksud pada buomat b
dikenai sanksi administrat! beripa pencabotan
PBC; dat ¢
Setianp Orang yang mengabaikan ‘peneabutan
PBG sebagaimana dimaksud, peda huruf c
diketiai sanksi administratif herupa
pembongkaran bangunan paling lambal 3 (liga)
bulan sejuk perintahp€mbongkaran diberikan,

Npdsal 30

Sistern PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayal
(3] tordan atas: :

Pemasarﬂn; clar

PRIB.

d.

b.

Pazal 31

(1)) Pemasaran sebagaimana Jdimeksud delam Pasal 30

(2)

huraf a dilakukan cleh pelaku pembangunan pada

saat!

A

tahap prozes pembangunan pada Rumah
tunegal atal Furnah deret; atan
sebelum  proscs pembangunsn padz Bumah

EUSLIN.

Pernasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf 2 dan huref b harus memuat mfermas

Pemasaran yang benzr, Jelaz, dan menjamin

kepastian  infermasi  mengenail  perencanaan dan

kondisi sk yang ada.
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Pasul 22
Pelaky pembangunan yong melakukan Pemasaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayar (1}
harus memiliki puling sedikit:
a.  kepastian peruniukan taang,
b. kepastian hak atas tanah;
. kepasban status penpaasazsn Bumah;
d. penzinan  pembangunan Perumahan atau
Fumah susin; dan 3
e. jarminan atas pembangunan Perumahan atal
Rumah susun dari lembaga penjamin. )
Kepastian peruntukan ruang sebag:aimﬁna dimaksud
pada avat [1) hamf a dibukatikanfdengan Kesesuaian
Kegiatan Pemanlaan Ruang, vaily eelah disetujub
Pemerintah Dacrah. '
Kepastian hak ataz ganah sebagaimana dimaksud
pada avat {1} hu;;uf B.dibuktikan dengan scriipikat
hak atas tanah ET'H’E; n'ama pelaky pembangunan atau
gerhipikst hak afas tanah atas nama pemilik tanah
Yang dﬂ{mjasamakan atal dokumen hak aras tanah
spEnAal dcng&n kctentuan  peraturan  perindang-

tndangan di bidang pertanahan.

\Dalam hal hek atas tanah masih atas nama penulik
" tanah  yang dikerjasamaksm  denpan pelalid

pembangunan sebapaimana dimaksud pada ayat [J),
pelalny pembangunan harus menj@amim dan
menjelaskan Keprstian satus penguasaan tanabh
Kcpastizn status penguasaan Blmab sebagaimana
dimalesud pada ayat (1) buruf o dibenkan cleh pelaku
pembangunan dengsn menjamin dan menjelaskan
menpenai buktl penguasaan yang akan diterbitkan
dalam nama pemilik Fumah yang terdin atas:
#. status sertipikat hak milik, serupikat hak guna
barginan, dan seripikat hak pakai untuk
Eumah fungead alaw Bumah deret; dan
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b. =scrolikal hak milils satnan Bumah susun atau
sertifikat kepemilikan bangunat gedung satuan
REumah susun untuk Rumab sosun yang
dinanjukkan  berdasarkan perietsan yang
disahkan ndch pemenntah Dacrah,

Perizinan pembanginan Perumahan atau Rumah

susun schagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf d

dibuktikan dengan surat FB(.

Jaminan  atas  pembangunan perumeshan atew

Fumah susun dar lembapga penjarmin sebagaimens

dimaksud pada ayal {1} hural e dibukbkan pelalou

pembanmunan berupa sural dukungan bank atau

Iulkean hank.

Ponpawasan  terhadap persyaratan pomassran

schagaimana dimsksud padmayvat (1) dilakukan olch

Perangkat Pacrah yang” melaksanakat  urusan

pemerintahan  bidang), Perumabsn  dan Kawasan

prrrmakiman.

Pasal 23

Inforaras) Pemasaran sebagaimsnas thmakad dalam

Pasal 3V avat {2} disampaikan kepada Masvarabeat

tlergan memuat paling sedikit:

g, nomor surat Kesesuain keglatan pernaniaatan
ruang;

b. nomor scriipikat hak atas tanab atas oama
pelakly pembangunan atan pemihk tanah yang
dikegasamakan dengan pelako pembangunan;

<. surat dulbungan don banlk bukan bank;

. nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku
pembangunan berbadan hukum ataw  notnor
identitas unnik pelally pembangunan orang
persecrangarn serta identiras pemilik tanah yang
melakkan  kere  sama dengan  pelako
pembangunsn;

e. nomor dan tanggal penerbitan PEG;
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{. renesna tapak Perumaban atag Eumah susun,

g spesifikusi bangunan dan densh Rumah arau
pambar banpunan yang dipotong verbikad dan
memperbhatkan  is1  armu bagian  dalam
banpunan dan denah setuan Fumah susun;

h. harga jual Rumah atau satuan Bumah susun;

i infrmasi yang  jelas mengensn Prasarana,
Sarana, dan Uilitas Umuam vang djanpikan oleh
pelaku pembangunan; dan

j.  informasi yang jelas mengenw bagian bersama,

bends bersama, dan tanah bersama antok
pembangunan Rumah susun.
Nalam hal serpiksat hak atas wanah sEbapdimana
dimaksud pada ayat {1} hurul b mergpakan hal puna
bappgunaty di atas hak agas, lamdh lainnya, harus
mencantumkan nomor pefjanjian antars pemegang
hak atas lanah lainnya, dengan pemegang hak guna
bangunan, .
Penvampaian informasi Pemasaran sebagaimana
dimuksud pade avat (1) dilakukan melalu:
#,  Mmedia cetak; danfatau
b medis clekironik.
Media cctak sebapaimana dimaksud pada ayat {3)

Innut a dapat berupa brosur, selebaran, spancduk,

" denfaraw iklan i media massa,

Media elekironik sehagainana dimaksud pada ayat
i3] huruf b berupa iklan dengan mengpunakan sistem

elektronilc.

Fasal 34
Felabku pembansunan menjelaskan kepada  calon
permbell mengenai maten muatan PPJE pada saat
Femasaran.
Dalam hal tanah dan/atan bangonan menjadi
agunan pada saat Pemasaran, pelaku pembangunan

dapat menjelaskan kepada calon pembeli.
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Pazal 32

Pembayaran yang dilakukan oleh cglon pembeh
kepada pelaku pembangunan pada sazat Pemasaran
menjadi bagian pembayaran atas harga Bumal.
Felak pembangunan yang menerima pembayaran
pada saat Pemasaran sebagaimana Jdimaksud pada
ayat {1} hams menyampaikan infermasl mengenan.
a, jadwal pelaksanaan pembanganan;
b, jadwal penandatanganan FPJE; dan :
c. jadwal penandatanpansan akia jual <bel dan

serah terima Fumah. ‘

Pazal 26

Pelaku pembangunan dapatanclakukzn kerja sama
dengan agen Pomasaran Dau penjualan  untuk
melakulan Permasaram,

Pelaku p-e.-mbanguhﬁh .I:rerta.uggung jawab atas
ILATREA S Fﬂmaﬂarfém dan penjelasan kepada calon
pembeli }ra.né', dizampalkan aFcn Poemasaran atan
penjuglan,

Pazal 37

‘Dalam hal pelaku pembangunan lalad memenihi
" Jadwal sebagaimans dimaksud dalam Pasal 36 ayat

) huoraf a danfatau huruf b, calon pembeli dapat
membatalkan pembelian Fumah funggal, Fumah
derct, atau Rumah susun.

Tralam hal calon pombelh membatalkan pembelian
Fumah tunggal, Rumah deret, atau Eumah susun
schagaimena  dimaksud pada awvat (I}, seluruh
pembayaran yang ditermma pelaky pembanglinan
harus dikembalikan sepenuhnya kcopada calon
pernbell.

Dalam hal pembatalan pembelian Bumah tunggal,
Humah deret, atau Rumah susun pada  saat
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Pemaszaran oleh  calon  pemnbell vatng  bukat
dizebabkan oleh keclalaian pelaku pembangunan,
pelakn: pembangunan mengembalikan pembavaran
yvang telah chiterima kepads calon pembell dengan
dapat memotong palmg rondah 2006 (dua puluh
persen) dan pembayaran yang lelalh cditerima oleh
pelak pembanpunan ditambah dengan hiaya pagak
yang telah diperhitungkan.

Dadar hal kredit pemilikan Rumah vang diajukan
oleh calon pembell odak disetujul oleh bank #tau
petusahaan  pembiavaan, pelaku pcmbangu.ﬁa_n
mengembalikan pembayaran yang telah dditcrima
kepada calon pembeli sebagaimnana d‘i.lnEIl.’:EL‘ll:l pada
avat {3} dapat memotong 10% (gepalah persen) dan
pembayaran  yang  telah, ditcgroa oleh pelaku
pembangunan ditambah dc’nga:n iaya payjak yang
telah diperhitongkane

Pembatalan ﬁtbagsﬁ;ﬁat;a dimaksud pada ayat (2
dan ayat (3] disampaikan secava ternilis.
Fn:ngq:mba.liaﬁ pecmbavaran scbagrmana dimakisud
pada ayat (2] atan dalam had lerdapat sisa vang
pEﬁlha}raran setelah  diperhitungkan dengan
pernotongan sebagaimeana dimaksud pada ayatr {3)

\dilaksanakan paling lambat 30 [tiga puluh) hen
" kalender sejak zurat pembatalan ditandatangarni.

Nalam hal pengembalian permbayaran dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pade ayat (&) bdak
terlaksana, pelaka pembangunan dikengkan denda
sebesar 1%e (zabu por mill per han kalénder
kelerlambaran pengembalian dihitung dan jumlah
pembayaran yang harus dikembalikan.

Pasal 38
FRIB dilalakan setelah pelaku pembangunan

memenuhl persyaralan kepastian atas:
a. status kepemulikan tanah;
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o

b,  hal vang diperjanjikan;
PBG
kctorecdiaan Pragsarana, Barana, dan Utilitas
Imum; dar

¢, keterbangunan paling sedikit 20% [dua puluh
prrsen).

Status kepemdlikan @mnah scbagaimana dimaksud

pada ayat (1] huraf 2 dibuktikan dengan serlipikal

hak atas tanah yvang diperlihetkan kopada calon
pembeli pada saat penandatangsnan PRIB.

Hal vang dipeganjikan schagaimana dimeksud'pada

ayat (1) hural b paling sedikit terdin atass

. kondisi Rumah;

b,  Prasarane, SBarana, dan Ukilitgs Umum yang
menjacli informasi Pemaswran  sebagaimana
dimakzud dalam Pasal33 avat (1) hurat i;

c.  penjelasan kepada  calon pembell mengenai
maten muatan PRIE; dan

d. startus tandb dan/atau banpunan dalam hal
menjedibagunan scbagaimana dimalktaud dalam
PasalGd ayac (2.

FBC ecbapaimana dimaksud pada avat (1] hurul o

dizagnpaikan salinan seswai asli kepada calon

pemibeli pada saat penandatanganasn PRJB.

Eetemediaan Prasarana, Sarana, dan Uilitas Umuam

scbagaimana dinaksid pada ayat (1) huraf d untuk

Perumahan dibaubctikan dengan:

#.  lerbangunnyva Prasarana paling sedildl jalan dan
galuran pembuangan ar bujan fdramease;

b, lokasi pembarzunan Sarana AurARE=T]
petrunbiakan; dan

. surat  permyataan peladka pembanglingen
mengetial tersedianya Utihtas Umum berups
surnber listrnik dan sumber air

Kelersedman Prasarana, Sarana, dan Utilibas Urmam

sehagaimana dirnaksud pada ayat (1) buruf d, untuk
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Rumah susun dibkiikan dengan sural perovataan

dar pelaku pembangunan mengenal kelersediaan

ranah siap bangun di lyar tanah bersama yang akan
diserahkan kepada Pemenntah Nasrah.

Keterbangunan Perumahan pahing sedikit 200 |dua

puluh persen] sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

huruf ¢ dibuktikan dengan.

a. untuk Fumah fungpal atau Rumsh  derst
keterbanpunan paling sedikat 20% jdua puluh
persen) dard seluruh jumlah unit Rumah secta
ketersediznan Prasarana, Sarana, dan Whlitas
Uoum  dalam  sustu Perumshan yang
direncanakan; alau

b. untuk Rumah susun keterbangunan  paling
sedikit 200 jdua poluh “persen) dar volume
konstruksi banguashn | Fumah susun yang
zedang dipas=rkan.

Keterbangunan 23%  {dua  puiuh  persen)

wehagaimana dimaksud pads ayal [7) sesuai dengan

hasil lupirran dari konsultan PR wa S

prmbangunan atau konsultan IIANEJCTILE T

korstrksi,

Pasal 2G

PHIB schaguirmars dimaksud dalam Pasal 30 hwuf b

paling sedikil memuar

.

=

= % RmD

=

[
]

.
1

identitaz para pihak;

uraian aohjek FRIB,

harga Rumah dan tafa cara pembayaran;
jamman pclaky pembanyunan;

hak dan kewajiban para pihak;

waknl serah terima bangunan;
pemchharaan bangunan;

pengpunaan banpunan;

pengaliban hak;

rembatalan dan berakhirnya PRIE; dan
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penvelesaian sengketa.

Pasal 40
Calon pembeli berhak mempelagjan PRJIB sebelum
ditandatanganinya FPJB.
Calon pembeli mempelajari PRJB sebagaimana
dimaksud pada ayvat {1} dilakukan dalam jangka
waktu paling singlkat 7 (tujuh) han kenga
A B ditandatangam olch calon pembell dan pelalia
pembengunan yang dibuat di hadapan notaris:
Dalam hal calon pembeli merupakah “MER,
honorarilon  atas jusa hukum notaria Adivetapkan
scbesar 1% (satu per mil] dar harlgdjuel Rumah
umum yang ditetapkan oleh Pemlerintah pusat.

Pasald1

Prlalku pembangunan pida.l-; trteh menank dana kebib
dan 80% l-:l:lapmi .]:'rulﬁh persen] kepada permleali
sebelurn mﬁmﬂmlﬁ porsyaratan PPJB.

Dalam hal i:nemhate.la.n pembelian Burmmah zetelah
penafidatanganan FPJB karena  kelalaian elakon
pémbanglinam, pembayaran yang telah ditedima
hamus dikembalikan kepada pembeli

\Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli

paling banyak 0% (sepuluh persen) dard harga
transaksl, tenadi pembatalan pembehian Fumabh
zetelah penandatanganan FPJB akibat kclalasan
peinbeli, keseluruhan pembayaran menjadi hak
pPelaku pembangunan,

Dalam hal pcmbayaran telah dilaloalsan pembeh Izbih
dari 10% [sepulzth persen) dan harga transaksi,
terjadi  pembatalan  pembelian  Rumah  setelah
peoandatanpanan PRIB akibat kelalaian pembeli,
pelakyn pembanpunan  berhak memotong  10%
{s=piluh perzen] dar harga transaksl
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Badan Huluim wyang melalakan pembanguinan
Rumah tanggal danfatau Rumah deret vang
melakukan serah terima danfatay meharile dana
lebit dari 80% jdelapan puluh persen) dan pembel
sebelum  memenuhl  persyvaratan  sebagarmana
chitniaksud dalam avat (1] dikenal sanksi administracid
bBerupa;

d.  ponngatan eriulis;

b. pembckuan Penzinan Berusahs;

. pencabutan insentil; dar

d.  dendda adminisiratil.

Tata CArME  PUNECIIEHAD sanks wed an st ratif

sebapaimana dimaksud pada ayat ‘:[5] ‘l:l.ilﬁliulii:}_n

sebagai berikut: L &/

B, peringatan tertulis sgbagaimana dimaksud pada
aval [5) heaf 2 diberikan I:.ualing hanyak 2 [rdua)
kali dengan jangka wizkihl setiap peritngatan
tertulis mliﬁg'mé 3 (lima) hari kerja:

b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan
Vang : mengabailkan peringatan termulis
aﬂhagaimana dimgksnd pade huraf a dikenai

Osanksi  administradl Lerupa pembekusn
Pi.;,r]zinan Berusaha palng lama 1 [zatu} tahun;

. \c. Badan Hukum sebapai pelaku pembangunan

vamg  mengsbaiken pembelgan Perizinan
Brrusaha sebapaimana dimaksud pada huraf b
dikcnai sanksi administratif bernupa pencabutan
ingentil’ dan

d. Badan Hukum scehags pelaku pembangunan
yang mengabalkan  pencabutan nsentil
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dikenai
sanksi administratl berips denda administracl
peling banyak Rpl. 000000000 K (saiu miliar
rupiah).
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Pasal 422

Furmah unmmum atan sdiuan Romah susun umoam yang

mendapathan subsidi pembungnan Perumahan  dan
Femerintzh Pusar dapat dilakukan proses PPJE olch

pelalol pembangunan vang mememidhi persyaretan sesual

dengan ketentuan perafiran perundang-undangsn.

i)

h)

(3]

(L

{2}

Paragraf 2
Tangeurg Jawab Pembangunan Kumah

Pazul 43

Pemeriniah Draerah SESLET keWenangannys
bertanupung jawab dalam pemb#ngunan:

a. Rumah wrnuam,

b. Rwmnah khusia: dan

¢ Rumah negara,
Pembangunan  Bumah  khasus  sebagaimana
dimzaksud padazyat (1} huraf b dan BEumah oegara
schapaimana dinaksud pada ayat (1) hunal ¢ dibiayai
mielalui apgraran pendapatan dan belanja Dacrah,
Fumahvlkhusus dan Rumah negara sebagaimansa
ditnaksud pada ayat (2) menjudi barang milik Daerah
dikelola sesual  dengan  ketentuan peranitan

perundang-undangan.

Fazal 44
Dalam melaksanakan langpung jawab scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat {1}, Femerntah
Daerah dapat menugasi danfatan membentuk
lembags sty badan yang menanganl pembangunan
Perumahan dan  Permukiman sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangat.
Lembaga atau badan sebagaimans dimaksild pada
ayal [1) Bermangming jawab:
a. menyediskan tanah bagi Perumahan; dan
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L. melaltukan koordinuasi dalam proses perizinan
elan permestian kelavakan hunian.

Pasal 45
Dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan
Rumah umum sebagaimana dinaksud dalam Pasal 43
ayat (1) huruf a Pemerintah Dacrah dapat membentule
Badan.
Paragraf 3
Fembangunan dan Peryerahan Prasarana, Sarans,

dan rilitas Umuam

Pasal 46

(1} Pembanpgunan Prasarana, Barana, dan  Utilitas
Umum Perumahan yvang dilakukan nleh Pemcnntah
Dacrah, danfatan sedap arang wajib dilakukan
scsudl dengan rencana, rancangan dan perizlnasn.

{2} Penpembang PerlipaMan ndak  bersusun wanh
menyediakan lahan uniuk Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Unam paling zedikit 35% (tiga puluh lima
persén] dari keselurohan luas lehan dalem sato
ha.fnpa.rﬂn-

{3¥ Luas lahan scbesar paling sedikit 33% (dga puluhb
lima petscn) sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
diperinmkan:

4. palng sedikil 3% [tiga persen) sebagal sarana
pelayanan umum dan pemerintahan,
pendidikan, keschatan, dam penibadatan;

b, paling sedikit 2% [dua persen) schap: sarana
pemakaman;

e, paling =edikir 5% (hma persen) sebapal saranas
rekrenst dan alahrags, pertarmanan dan RTH,
zerta parkir; dan

d. paling sedikit 23% (dua puluh hima persen)
sebagal prasarana dan utilitas.
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Sarane pemakamarn sebagaimana dimaksud pada

ayat (3 hurul b haras berada o kawasan peruntukan

pemakarnan sesual dengan kerentuan tata ruang

vang telah ditetapkan.

Pemmbangunan Prasarana, Sarana, dan  Utilitas

Umuin Perumahan haras memenuhi persyaratan:

a, kesezuadan antara kepasitas  pelavanan dan
jumlah Eumuah;

b. ketcrpaduan antara Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum dan Lingkungan Hurman; dan

c. ketentuan  teknis pembangunan Prusa.r:a:na,
Sarana, dan Utilitas Umoam. ‘

Penyediaan sarana pomakaman acl:;agaimana

dimalaud pada avat {3) huraf bidapat dilaksanakan

dengan mengmenalan dana konyers..

Prasarana, Sarana, dan Uiilitas Uroum vang telah

selesal dibangun oleh ;i-l:l.ia.]:t orang haris diserahlian

kepada Pemerintah Ii)ﬁef‘ah zesuai dengan ketentuan

peraturan péniadang-undangan.

Penyeraharl iaehagaimana ditnaksud pada ayat (7}

ditaklkan setelah berakhimya masa permelibaraan

dén perawatan Mrasarana, Sarana dan Ukhtas

L o m.

WPenyeraban sebagaimana dimaksud pada avat (7)

dapal dilakuksn secara bertahap.

Eetentuan lebkih  lanjut mengensa  penyerdhan
sebhagaimana dimaksud pada ayat (7] diatur dalam
Peraturan Wah Rolza,

Scriap Orang  yang  melakukan pembangiinan
prasarana, Sarana, dan Utlitas Umum porumahan
tidak @esuai dengan rencana, rancangan, dan
perizinan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) atao
tidak memenuhl persyaratan sebagamsana dimaksad
pacla avat (2) dikenal sanksi administratil berupa:

8. perngatan tertuhs;
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petighentian SCINCMTATA pelaksanasan
pembangunan;

penghentian tetap pada pelaksanaan
pembanguinan;

pencabutan insentl; dan

perintah pembonglaran.

{l2)Teta cara dan mekanisme pengenaan  sanksi

administratil yang dikenai pada orang perseorangan
sebapaimana dimakswal pada ayvat (11] dilakukan
sebapal benkut: ‘

a3.

peringatan tertulis sebagaimana dimaksad p::lda
avat [11] huruf a dibenkan paling ban'i.a.k 2 [dua}
kali dengan jangka wakm setiﬁp ﬁeﬁngata_n
tertulis paling lama S (ima} hag kerja;

ofang — persecrangan &, ¥ang rengabaikat
peringatan tertulis éehﬁgaj:;'lmla dimaksud pada
hutal a dikenai g.—a.nksi administratif berupa
p-::nghn:nl.iﬂ.r;." se[nentara pelaksanaan
pembariguna;

orang ; DECSCOTEOPAD yang  mengabaaken

pénghent’tan sementars. pelaksanaan

' pembangunan sehagaimana dimaksud pada

hurul b dikenai sanksi administratid berupa
penghentan tetap Pads rpelaksanaan
pembangunan;

orang  perseorangan yang — mengabalkan
penghentian etap pelaksanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada huraf b diken=
sanksi  administratil berupa  pencabutan
insentil; dan

UTANY PETSCOTATIRET  vang  mengabeikan
pencabutan  inscnbf schapsimana  dimslesud
parda hurul ¢ dikenai sanksi administratif
berupa pembonpharan bansinan paling lambat
3 (tiga} bulan mejak perinlxh pembonglkaran
dibenkan.
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{13 Dalam hal pembangunan Prasarana, Barana, dan
Uhlizas Umuim Perummahan dilakokan clah Badan

Hukum, tala cara pengenaan sanksi adrministratif
dilakukan scbapal benikut:

a.

Badan Hulkum yanp mcongabakan penngatan
tertulis sebagoimana dimaksod pada ayat {11]
hurial a paling benyvak 2 [dua) kali dengan
jangka waktu paling lama S (lmea) har kerja
dikenal wan ki aclmirmstratil herupa
penghentian scmentara polaksanaan
pembangunan paling lama 1 (satu} tahun;
Baedan Hukim yang mengabailon ‘penghenlan
SCINCNaTa pelaksariann pembangunan
sebapaimana dimaksud padal humil a dikena
zanksl admimistratif _beoupa penehentian tetap
pada pelaksanasn pembangunan;

Radan Hulkum yang mengabaikan penghentian
tctap pelaksanaaw pembanplnan sebagaimatia
dimaksad L pada houraf b o adikenal sankes
admnistratif borupa pencabutan insentif;

Badan Hukum yang mcopabaikan penoabutan

psefitit sebagaimana dimaksud pada hurof ¢

diltenai  sanlai  administratf berupa denda
admnistratl palimg banyalke Rp0d, GO0 000,040
{litna ratus juta ruplah); dan

Badan Hukum vang mengabaikan pencabutan
imsenUl sebagaimana dimaksud pada huoraf d
dikenal sanksi administratf e
pembongkaran bangunan paling lamb=l 3 {Ligz)
bulan sejak perintah pembongkaran diberikan
kepada Badan Huloim.
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Paragraf 4

Peningkalan Kualitas Perumahian

Fasal 47
Permingkatan koalitas Peramahan dilaltukan oleh
Permerintah Dasrah, dan/atan setiap orang,
Peningkatan  kualilas  Perumahan  sebagaimana
dirnaksud padas  ayal (1] dilakoken  terhadan
penurunan kuahtas Rumab serta Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum.
Peningkalun  kualitas  Perurmahan schagaimana
dimaksud pada ayat (1] ditetapkan oleh Wali Kota,

Bapan Kecmpat

Pemanfaatan Perurmahan

Pasal 47

Femanlaaran Perumahan meliput;

(1)

i)

(3]

permanfaatan Rumah;

pemanfaatan Prasarona, dan Sarana Merumahan,
dan

pclésta.ria.n Eumah, Perumahan, serta Prasarana dan
Barana Perumahan sesum denpan Kerenmat

peraturan perundang-undangzan,

Pasal 49

Pemanfaatan Rumah sebagaimana dimakeud dalam
Paszal 48 huruf a dapat digunakan sebapas kemistan
wsaha secara terbatas tanpa membabayakan dan
tidak mengpangea fungs hunian,

Pemaniaatan Rumah sclain digunakan untuk fungs:
hunian harus memastkan terpeliharanya
Ferumahan dan Lingkungan Tunian.

Setap oTang perseorangan atal Badan Hulann yang
melakukan pemanfaatan Fumah sclamm digunakan
untuiuk Mangsi hunian yang tidak memastikan



(4

=)

45

terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Human
scbapgaimana dimaksud pada avat (2} dikenai sanksi
admimistratil Berpa:

Peringzatan letlulis,

Pembcluan surat tukti kepemilikan Bumah;

enda administratif; dan

o & oTom

Pencabutan surat bukn kepermuilikan Eumah.

Tata cara dan mekanisme penpenssn  sHnks

adninistratd  yang  dikenakan  pada  orang

persenrangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4]

dilakukan sebagai berikut: ¢

a.  peringalan terrulis sebagaimana dimaksd pada
ayat (4) huruf 2 diberikan palingganyak 2 (dua)
kali dengan jangka wakty setiap peringatan
ternulis paling lama 5 [limahhar: kerja,

b. orang perorangan vang meﬁgabajkan peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a
dikenai sank$hadministratil berupa pembekuan
surat buknkc:pcmlllkan Firnah paling lama 1
[satu) tﬂhun,

. &reng  persecrangan  yang — mengabaikan

: ~|Jcr]ng=a.tm‘| ternylis sebagaimana dimaksud pada
hurul a dikenai sanksi administratd berupa
denda administratif paling banyak
RpS0.000.000,00 (lima pulubh juta rupiah);
dan/atau

d. oranp perseorangan yang mengahalkan denda
administrabf  sebagnimana  dimaksud  pada
hurwi ¢ dalam jangka waktu paling [ama 5 (Limau)
hari kerja dikenal sapksi administratif berupa
pencabutan surat bukti kepemilikan Rumeah.

Tata carm dan  mekatdsme pengenaan  sanks

adminiztratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

vang dikenakan pada Badan Hukum dilalukan

cebagai berikut
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peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] hurul a diberikan paling banvak 2 {dua)
kali dengan jangka walkhl setiap peringatan
tertulis paling lama 3 {hma) han kerja;

Badan Hukum yang mengabakan penteatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada huruif a
dikenad sanlsi administratf berupa pembckuan
surat bukti kepemilikan Eumah paling lama 1
{zata} tahun;

Badan Hukum vang mengabaikan pembelkiian
surat bukti kepemilikan Rumah schbagdimana
dimaksud pada hurut b dikénab. sanksi
administratil berups denda adutigistratit paling
Branyak Rpl 00,000 GO0, 00 jJgeratis juta rupiah);
dan e

Badan Huloun  vanp n:lengabajl-:a.n denda
administratiil  sebapaimana dimaksod  pada
huraf ¢ dalmn'j::l.ﬁ’gl-;:a wakthu pueling lama 5 ilima)
hari keqia’c!i};ienai sanksl admimistralil berupa
pencalhdian surat bukt kepemilikan Rumah.

Pasal o

Pemanlaatan Rumah scbapaumana dimaksid dalam

\Pasal 42 disesuaikan dengan jenis dan bentuknya,

Jeniz Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat |1
dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan
penghunian, mebputs:

SN R~ -

rurnah komersial,
rumah umam;
rumah khusus;
trumah swadaya; dan

rumah negara.

Bontuk Rumah sebagsimana dimaksud pada ayat {1)
dibedakan berdasarkan hubungzan atag keterkaitan

anlar banguinen, meliput

.

rumah tungeal;
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b. rumah deret; dan

c.  rumah susuan.

Rumah komersial sebagaimana dimaksud pada ayat

(2} huruaf a, disclenggaraken uniuk mendapathkan

keunfungan sesual dengan kebutuhsn masyarakar,

Lerrmasul;

a. mumzah kos;

b. rumah kendotel;

. ramah toko;

d. rumah yang =eluuh dan/atau schagannya
disewalkan secara harian, bulanan damndtaunan;
dan

e, mmah kantor.

Kotentusn  teknis bBangunan gédung untubk Jenis,

beniik dan pemanfaatan_umah, numsh komersial,

rmumah  kos, rumah ko dan romah  kantor

sehapaimana pada awal (2], avar {3), dan ayat [4)

haruz  memetuhn, “standor  bangunan  gediulng

sebapaimana diatur dalam Peraturan Daerah yeng
mecogatur tentang bangunan gedung dan harus

sesldl dengan perencanaan 1ata rang.

Pasal 51
Sctiap rumah dalam perumahan harus memenuwhi
standar untuk laik fungs dengan berpedoman pada
kelentuan perabaran perundang-undangan
mengena Dangunan gedung.
Sclain scbapal  tempat  tingpal, rumah dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan Usaha secara lerbatas
dengan berpedomanait kepada ketenbuan perallran
perundang-undatngan mengenail RDTR  dan

Peraturan Fonasi.
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Pasnl 52

Pemunfaatan Rumah tunggal atau rumah deret dapat

digunakan scbagal kegiaran usaha secars terbatas

dengan memenuhi persyardlan:

a. tidak  membahayakan penghumni serta
linglungzan;

b. ticlak  menciptakan  kebisingan  sehingga
menpganggu ungsi hunian;

c.  tidak mengubak fungsi rumah dan menggangsu
Lnglkungan; dan

d. menjamin lerpeliharanya perumahan dermesale
tiduk menjadiksn jalan sebaga tempatparkir,

Rumsh vang dapat digunakan schagan kegiatan

useha scecara terbatas berada pada lokast perimahan

sesuai peruntukannya  sclain peruntukan  cumah
toko dan rumah kantor

Kegintan usaha segars  terbatas  sebagaimana

dimalksud pada a}rat’[ 1 melipati:

2. wusaha untak praktck keshliatn perorangan yang
bukan™ badan usaha atau bukan gabunpgan
bBadan usaha;

! Jusmha retail dengan kategori usaha mikre dan
kecl;

¢, usaha pelayvanat kinghungan vang keglatanoya
langsunp melavani kebutuhan masyarakat dan
lingkungan;

d. Kegiatan sosial tertentu vang tidak mengganggu
danfaiau merusak  keserasian dan  latanan
linglunigan; atauw

. usaha masyarakat secara komunal  seperu
koperas dengan memenuhl  persyaratan
scbapgaimans dimaksud pada ayat (1)

Kegiatan usaha di luar ketentuan ayat (3} harus

diclagarken pada perizinan dan/alal persenijuan

dari pejabat sesual denpgan kotentuan  peraturan

perundane-undangan.
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Puasal 53

Pemanfaatan Mrasaranza dan Searana Peramahan
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 49 Lbumef b
dilakulian:

.

(L}

{2

3

(4

(o}

1)

berdasarkan jenis Prasarans dan Sarana
Pcrumahan scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

ridak menguebah fungsi dan states kepemilikan.

Pazal o4

Setiap orang berhak untuk bertempat tingegal atau
menghuni Rumah. ‘
Penghunian Rumah dapat herupa:
2. hak mhk sesusn deogan Betentuen peraturan

perundang-undangsn?” ’
b. cara scwa MCnyewa, atau
c. cara bukan seﬁ:ﬁ'mén}rewg_
Penghiimat Eum'a.}‘i detizan cara sewa menyewa atay
rlengan :::sm: Balkan sews menyews sebagaimans
dimaicsud pada ayat (1) hurwl b dan huruf ¢ hanya
sah ‘apabila ada persebyjuan atan 1=n perndik
Rumah.

‘Fetwehwunian Fumah dengan cara sewa menyews atal

" dengan cara bukan sewsd menyewa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hural e
dilakualan berdasarkan perjanjian tertulis.
Pecjan)ian tertulis sebagsimans dimaksud pada ayat
(4] palng scdikit mencanumkan  ketentuan
mengenal hak dan kewajiban, pangka waktin sewa
menyewa, dan hesarmya harga sewa serts kondizi
kcadaan kahar.

Fumah yang sedanpg dalam senpketa bdak dapat
disewakan.
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Pasal 25

(1} Harga scwa bagl Rumah scwa yang pembangunannya
memperolch kemudahan dan Pemerintah Daerah
ditetapkan oleh Wali Kota sesuai kewesnangannya.

(2] Dalam menstapkan herges sewa sehagaimans
dimaksud pada ayat {1), Wali Kota harus tetap
memperhatikan spesifikasi Rumah dan lokasi Rurmalh
vang disewakan =zerta kelangsunpgan usaha atay
kegiatan sewa menyewa Rumah.

Puasal 56
Tata cara mengenal penghunian Rumah dengan cAra sewa
menyewa atau cara bukan sewa menyvewa dilaksanakan

sesyuar  dengan  ketentuan perafuren perundang-

undangsn.
Bagian, Kelima
P‘engendéliém Perumeharn
Pasal »7
(l} Pengendalian Perumahan muwlai dilakukan pada
tahétp;

;. \persncanaan;

B pembangunan; dan
", pemznlaatan,

2] Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilaksanalan oleh Pemerintah Dzecragh
SegUAl norma, standzar, prosedour, dan knfens yvang
ditctapkan olch Pemernntah Pusat dalam bentudc:

A.  periznan,
b penertiban; danfatay
Co penataan.

Pazal 58

(1] Pemerintahy Daerah membemul atie menunjulke
Perangkat Daerah yang membidang Perumahan dan
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Kawasarn Permukiman untuk melaksanakan
pengeridalian Perumahan.

Pembenlukan arau penunjukan Perangkat Daerzh
scbhagaimana dimadcaud pada ayal (1) sesuan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 59

Penpendalian Peruwrmahan pada shap perencianaan
dalarm  bentuk penzinen dilakuken  melaloi
pemberian izin yang eicktif dan ehfwien,

Pengendahan Perumahian pada tahap perencanoon
dalam bentuk penerliiban dilakukan unmaly menjamn
kescsuadan  porencanaan  Perymaban dengan
rencana tata ruang wilayah dan Keteptlian perariran
perundang-undangan.

Pengendalian Perumahanspada tahap perencanssan
dalaan hentuk penataan dilakokan untuk menjamn
kesesuaian perencanasan Penimahan dengan fata

bangunan dan lingkungan yang terstrukhar,

Pasal 60

Pengendalian Perumabian pads tahap pembangunan
dalamm  benwuk perizinsm dilekvdkan melalad
kezesuaian pembanpunan dengan periziman,
Penpendalian Perumahan pada ahap pembangunan
dalam bentul penertiban Jdilzkakan anogk mmenjamin
kesesuaian pembangunan Perumahan dengzn
rencana tata ruang wilayah,  perencanaan
Ferumahan, PBG, dan persyaratan lain  sesual
peraturan perundang-uncangan,

Fengendalian Pecrumahan pada tahap pembangunan
dalam entuk penataan dilakukan unmuk menjarnin
pembuangunan Perumahan yang layak huni sehat,
amdan, scrasi, dan teratur sers. mencepah iegadinya

penurunan kualitas Perumahan.
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Paszal 61
Fengendalian Perumshan pada lahap pemanl=alsn
dalamm bcontuk  oenzinan  dilslkukon  melala:
permberian arehan penerhitan SLF.
Penerbitan SLF sebagaimana dimaksod pade avat (1)
dilakukan timiluk mergamin Keseolaian pemanfaaran
Eumah dengan [unesinya,
Penpendalian Perumahan pada tshap pecmanizatan
dalarm bentuk penertiban dilakulkan untulk menjaimin
kesesuaisn pemanfaaran Perumahan denpgan SEE
Penpendalion Perumahan pada tahap pemaniaalan
dalam kentuk penataan dilakukan untuk/menjamim
kesezsuaian pemanfaatan Perumahan detigan fungsi

hungt.

Bagean Kesnan

Kemudahan dan/atan Bantuan Pembangunan dan

Perolehan \Famah Bam MBR

Paszal 62

LIntle mamenutn kebutihan Bumah Bagi MBR,

Pemerintah Dacrah scsuai densan kewenangannya

berkewajiban memberilcan kemudahan

pembangunan dan perolehan Rmmah melahn

PrirAm persncandan  pembanginan Perumahan

sccurd berlahap dan berkelanjutan,

Kemudahan danfatou bantuwan pembangunan dan

perclelian Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud

pads aval (1) dapal beripsa;

4. subsidi perolchan Rumah;,

. stirnolan Rumah swadayas;

o. dnsenfif perpajakan seswvai dengan keientaan
peraturan poerundang-undangan 41 bidane
perpajakan,

d. perizinan,

& asuransi dan penjaminan;
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f.  ponyvediaan tanah,
g. =ertifikasi tanah; d=2n/atan

h. Prasarana, Sarana, dan Utihlas Uonam.

Pasal &3

Pemberian kemutlahan danfatau bantuan subsidi

perolehan Rumah sebapaimaena dimaksud dalam

Pagal 62 avar (2} horal a ditusnykan delam akia

porjanjian Kredit atau pembiayaan,

Kemudahan dan/alzan bantuan stimulan Rdamah

swadava scbagaimana dimalsnd datam Pasal 62 aval

(2} twarunf b diberikan berups perbaikan dan

pembangunan berm Rumah dan Prasaging, Sarata,

dan Litihitas Umiim.

Kemudahsn /bantusn inseatily, perpajakan dan

asuransi dan penjaminan” sebagaimana dimaksuad

dlalam Pasal 62 ayat {3phuruf ¢ den hurul e diberilian
sesusl kerentian peraturan perundang-undangan.

Hemudahan perignan sebapaimana dimaksiad dalam

Faszal 62 ayat [Z) hural d dibkenkan sesoan dengan

ketentuaniperaturan perandang-undangan.

Feinberan kermudahan penvedizan lanah

stbagaimana dimalosud dalam Pasal 62 ayat (2} hurai

[ dilakukan melalu:

a. [lasilitasi pembenan hak atas tanah lerhadap
tanah yang langsung dikuasai negara,

b.  konsolidasi Tanah olch pemilik tanah,
peralihan atan pelepasan hak atas tanah oleh
pemilik tanah;

d.  pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah
barang mihk Dacrah scsual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e, perddavaguinaan  lansh negara beles  tanah

terlantar: dan/ atau
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I. pengadaan tanah untubk pembangunan bagi
kepentingsn urmwm s2sua dengan ketenoian
peraturan perundang undangan,

(6] Sertitikasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 avat {2 huraf g dilasbukan melahu fasibtas:
sertifilkasi hak atas tanah.

(T} Bantusn  pembangunan  boerupa penyediaan
Prasarana, sarand, tlan ilias Urnum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal G2 ayat [Z) huruf h dapat
dibienlkan oleh Pemernntah Daerah.

Pasal &4

(1} Pemenntalh Dacrah berdasarkan  Kewenangannya
dapat memberikan bantusn pembangunan Fumah
bam MBE.

2] Buantuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapar
ditcnkan dalam bentak:
4. dana,
I,  bahan bangunan Rumah; dan fatan
¢, Prasarana, Sarona, dan Ltabitas Urmam.

(3] Bantyan pembeangunan Rumah dilaksanakan sesila

ketcotuan peratilran perandang-undangan.

Paszal 65
Bantusn pembangunan Rumah bagi MBR dapat dipereleh
dari Badzn Hukum melalui tanggung jawab sosial dan
lingkungan scswal ketenluan peraldran permandang-
rulangarn.

Puzal 66
Tata cara dan persyaralan kemudsahan perolehan Humah
bapi MBR sebagavmana dimaksud dalam  Pasad &2
dilaksanakan sesuzi  dengan ketenfuan  peraturan

perundang-undangan,
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Pasal &7
Orang perscorsngan yang memiliki Rumah uroom
dengan kemudahan yang diberikan oleh Pemcnntah
Daerah  hanya  dapsl  mmenyewakan  danfalau
menealihkan kepemilikannya atsz Ruwmah lepada
phak lain dalam hal:
4. pOwAarsan;
b.  penghunian sctelah jangka walctu paling sedikit
5 (lima) tahun; atau
¢, pindah tempat tinggal karena hngkat sosial
chonomi yang lelnh baile
Pengalinan kepemilikan Fummabh umam s melalui
pewarisan sebapaimana dimaksud ‘pada ayat (1)
hurul a =espai ketentuan perandoan perindang-
undangsn,
Pengalihsn  kepemilikanedalarn hal  penghunian
setelah jangksa wakluspaliong sedikit 5 (homa} tahun
sebagaitnana dimaksud pada ayal [1) burul b, dapat
dilakukaty déngan berdasarkan bukli pemnbayatan
gesusl Jdernfan ketentuan  peraturan  perumdsamig-
LA s
Pengalihan  kepemilikan  karena  pindab  tempat
finggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurof c
dilakukan karena:
a. pindah koda Lempal fugas; ataa
B memilik Rumah barw
Pengalihan kepemilkan kareno pirwdah fempat
tingegal scbapairnana dimaksud pada ayvat (1) wanhb
melapor  kepada  lembaga vang ditumuk dengan
melampirkan paling sedilat:
a. surat pindah dan pimpinan inslAnss ATan
pejabal yang berwenang: dan
b. surat pernyataan mengembadilean Fumabh

LALTIRLA.
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Pasal 68

Dalam hal  dilakukan pengaliban kepemilikan
sehagaimane dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) horul b

dan hurul ¢, pengalibannya wajib dilaksanskan aleh

lembaga yvang dilunjul: atau dibentuk oleh Permeratah

atau Pemerintah Daerah dalam bidang Peromahan dan

Permuliiman.

(1]

(2]

BAR III
FENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bapan Kesainl
Arshen Pengembangan Kawasan Pormndkaman

Fasal G

Arahan  pengombangsnekawasan  Permukiman

v hpati:

a, hulningan antar’kawasan lungsional selwgan
bagian hnogkungan hidup di luar kawasan
lindung;

b. kcterkaitan antars pengembangan Lingloungan
Funian perkotaan dan pengembangan Kawasaty
Perkolaan;

¢. kezerazian tala kehidupan manusia dengan
lingkungan hudup;

. keseimbengan antara kepentingan publik dan
kepenlingan setiap orang; dan

e. lembaga YATIY mengnordinasikan
pertgembangan kawasan Permukimean.

Arghan pengetnbangan kawasan Permukiman

schagaimana dimakswd pada avat {1) menjadi acuan

da:am mevuyudkan:

a. hubungan antara penpembangsn Perumnahan

sehzyal bapian dari kawasan Permulaman; dan
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b.  kemudzhan penyedisan pembangunan

Perumanan scbagal  baplan  Jdari kawasan

Pertraloiman.

Paragraf 1

Hubungan Antarkawasen Fungsional Sebagal Bagian

(1]

()

(3]

14

Linglkungan Hidup Di Luar Kawasan Lindung

Pasal T

Hubungan sntarkawasan fungsional sebagai bagian

lingkungan Thidup di  lwar  kawasan | lindung

sebagaimana dimalzud dalam Pasal 69 ayat[) norat

a dilakukan untuk mewuudkan keterpaduan dan

sinerpl lunpst antarkawasan yang saling mendukuny

kegiatan budidaya.

Hubungan antarkawasan Ungsional sebagaimana

dimaksud pada avat (4] beriwjuan untul:

a. mengendalikan Linglungan  Huoman  dalam
kawasan badidava  lainnya  sesual  dongan
Feraturdn Zonasi tdalam cencana tata Miang agar
fidaky, mengubah fungsi  walama kawasan

hudidayva lainnya;

b\ menpembangkan kawasan Permukiman sebagai
pendukung kegiatan pemaniaatat sumber dava
pada kawasan budidaya lain di sekitamya; dan

c. mengopiimalkan hasil budidaya sccara terpadu
dan berkelanpuiran sesiai dayva dukung dan daya
mpung lingkungan hidup.

Kawasan [ungsicnal scbhagm baplan  Imgkingan

hidup di luar kawssan lindung  sebagaimana

dimaksud pads ayal [l mergpakan kawasan

Eardlidaya vang ditetapksn dalam rencans tata ruang

wilayah.

Hubungan antarkawazzan lungsions] sebagaimans

dimaksud pada avat (1) dilalukan melalai:
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.  peranisatan kawasan  Permukiman  sebagal
Lingkungsan Human sesol Poraluran Zomias
dalam reocana tata ruang wilayah;

. pemenuhan standar pelavanan  munimal
kawasan Permukimon scsum dengan kEctontuan
peraturan perundang-undangan;

. kelerpaduan akses Prasarsna antara kawasan
Permukiman denpan kawasen bucdidaya
lainnya; dan

Jd.  penyediaan Serana untuk Lingkvengan Hunlan
dJengan  kepasmites pelayanan  berdasarkan

hubungan inpsional vang rerbennik,

Paragraf

Eeterkanian Antara Pengembangan Dingloongan Hunian

(1

{2]

Perkotaan Dan Pengembanean Kawazan Perliotazn

Pasal 71

Kelerkaitan fantarag  pengembangan Lingkungan.

Hunian perkotaan dan pengembangan Kawasan

Perkutaan s sebagaimana dimaksod dalam Pasal &9

ayat  [Ipw'hurutf b dilakukan untuk mewngudkan

Pefgembangan Lingkungan Human perkotasn yang

gesllal dengan  rencana, kebijakan dan  strategl

prngembEnedan  Kawssan Perkolaan vang  elab
ditrtaplan.

Keterkaitan antara  pengembangan Lingkungan

Hunian  perkotaan dan pengembangan Kawasan

Perkotaan scbapaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan antul:

a.  mengendalikan  Lingllungan  Hunian  dalam
Koawazan Perkolaan sesuar dengan Porataran
Zonasi dalam rencana tata ruang Kawasan
Perkataan agar tidak mengubah fungsi kawasan
laannyas dan
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b, meneembaneksn Lnghunegan Human dalam
Kawasan  Perkotaan  sebagal pocndukung
kegiatan pemanfastan  sumber daya  pada
kawasan budidaya lain secara efeletif dan efisien
seatim ddava duling dan  dava  tampung
lngkungan.

Pengembangan Lingkungan Human  perkotaan

sebagammana dimaksud pada ayat (1} merapakan

upaya mongelnbangkan Linglungan Hunian sebagai
agian dar Kawasan Perkotaan yang mendiuklmge
kepatan wtama bukan pertaman.

Pengembanpan Kawasan Perkotaan sebagaimana

dimaksud  pada  ayae (1} mergpakan  upava

menpamangkan Kawasan Perkotaah vang:

a,  mergach bagian dacrah kabOpalcn; aau
mencakup 2 {duaaf atau  lelkih dacrabh
kabupaten f kotza pada satu atan lebih daerah
provinsd.

Relerkaitan  pengambangan Lingkungan Huaman

perkolean enpan pengembangan Kawrasan

Perkotann s sehagaimuna dimaksud pada avat (1)

dilakukan dengan:

A, \percncanaan Lingkungsn Hunilan  perkotaan
vang &sestlal dengan uan, kelbyakan dan
stralegl dan rencana tats ruang Kawasan
Pcrkotaan;

b. perencanaan Lingkungan Hunian  perkotaan
rang mendukuneg sitem pusat kegatan dan
S18TeTn Jannean Prasarans Kawasan Perkotaan;

c.  percncanaan  Lingkungan Hunian  perkotaan
yang =esuai dengan pola mang kawasan budi
dava di Kawasan Perlotaan;

d. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan
vang sesual dengan arahan pemanfaatan raang

Kawazan Perkntaatt berope indilasi program
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urama vang bersifat mterdependen anlarwiiayah
sulministrarii] dan

c. pcngondalian pengernbangat Lingkuingan
Hunian perkotasEn SEEE] ketentuan
pengocndalian pemanfaatan neng  Kawasan
Perkotaan.

Paragral 3

Keserasian Tata Kehidupan Manusia Dengan Linglangan

{1

2]

{1}

I2)

Hidup

Pasal 72

Keserasian wata  kehidupar maemdsia  deogan
lingbungan hidup sebagmmana  dimizaksad  dalam
Pasal 9 ayat (1] humaf, &y dilakukan uwnoluk
mewiylidkan tata kehidupan mannsia yang serasl
dengan hngkungan hedup.

Kescrosian  tata S\ kelmidupan manusia dengan
lingkungan hidap sebagaimana dimaksud pada zvat
(1] berbyuan dntuk memyaga borbagad kegiatan
mansia Walam  rangka mencapai keberlanjutan

kéhidupsn manusia,

Parapgral 4
keseimbangan Antara Kepentingan Publik Dan
Kepentingsan Setiap Orang

Fasal 75

Ecscimbangan sntars  kepenfingan  publik  dan
kepennnpgan sellap orang schbagaimnana dimaksial
dalam Paszal 69 ayat {1] huraf d dilalbukan untuk
mewujidkan pembangunan vang berkeadilan antara
pemrenuhan kepentingan publhk denean kepentngan
setiap orang.

Keseimbangan  antara kepentingan  publik dan

kepentingan setiap orang sebagasimana ditnaksud



G

pada ayal [1) merupakan zasaran Penyelonpgaraan

Perumahan duan Ksawasan Permukiman  yang

dilakukan melzada;

a. pelibatan masyarakat dalzm  perencanaan,
pembangunon, pemanlaatan dan penpendalian;

b. pcmberan mmformasi rencana  kawdsan
Permnukiman SEHTH, terbuka kepada
masyarakat;

. pemberion bak ganti rug bag sctiap orang vang
terkens dampak Penyelenggaraan Perumadan
dan Kawzasan Permnukiman; dan/atan

d.  pembenan insentf kepadsa zebap fofang vang
dengan sukarela memberikan, haknya uniuk

dimantaatkan bagl kepentingan pmum.

Paragral &
Lembaga Yang Mengoerdinasikan Penepembangan

Kawaszan Permuloman

Pasal 74
Lembags  yamng mengoordinasikan  pengembangan
kuwasan  Perfmukiman scbapaimana dimaksud  dalam
Pagal &9, ayat (1] hoat e merupakan kelompek kerpa
pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuliman
yang dibentuk berpenjang sesua  dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penvelongpuraan
Paragraf 1
Lmum
Pazal 75
(1] Peoyelenegaraan kawasan Permukiman

dilakzanakan sesilql dengan arahan pengembeangan
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kawasan Farmulaman yang rerpadn dan

Lerkela njutan.

Pasal T

[1} Penvclenggaraan kawasan Pernnukiman
dilaksanakan melalul tahapan:
&, pergncanaan;

b, pembangunan;
o, pemanfaslan; dan
d. pengendalian.

(2] Penyelenggaraan kawasan Permukiman
vebrpaimans dimaksud pada ayat [1) Adilaloakan
dakam:

A,  penpsmbangan vanp telab adag
b. pembanpunan Bars, ataug

. pembansunan kembeali

Faragraf 2

Ferencananan

Fasal 77
Perencanaany tawasan Permulaman horus dilaknkan

weglla] dengan rencana tata ruang wilayah.

Basal 72
(1] Perencanaan kawasan Permukiman hami=s
mencakup;
i,  peningkatan sumber daya perkolaan,
nitigaz1 berncana; dan
v penyedizan ataw peningkalan  Prasarana,
Sarana, clan Tilitas O,
2y Perencanaan kawasan Permuokimon  sehigaimans
ditnaksud pada ayat (1] dapat dilakukan clch
Femerintah Daetah, dan sefiap orang.
i3] [ecrencanasan kawssan Permuliman schagaimans

dimalizud pada ayat (2] menghasilkan dokumen EKF,



{1]

2]

{3}
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Faszal 79
Dokumen EKP sebagaimana dimaksud dalam Fasal
T8 avat (3] untuk memenuhi kebutehan Lingkungan
Hupian dan tempat kegiatan pendukung dalam
junpglka  pendek, jangka menengah, dan jangka
PEJATIE .
Diokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdin atas:
a.  kebijakon dan stoategl pengembangan dan
rembanguaan kawasan Pormukiman;
b. rencans Lingkungan Hunilan perkotaan;
c.  rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan
Wilbitss Umum; dan
d. indikasi Program pernbEnpunan dan
pemanlaaran kawasan Permulamean.
Cokumen REP schagaimana dimaksud pada ayat {1)
merjadi 2ouan pergusanan RP3 serta rencana induk
masing-masing schtor,
Brokumen BKP sebapaimana dimnaksud pada ayac (2]
ditetapkan oleh Wali Kota,
Délamen EKH sebagaimana dimaksud pada aval (1}
diligjau kembah paling sedikic 1[satu] kali dadam 5
{(lima] tahumn.

Pasal B0

Penyusunan penetapan, dan penionjanatn kembali REKP

dilaksanalkan  sesuw dengan pedoman danfatau

ketentuan peraturan perundang-undangan,



(1)

(2]

i)

(4]

[G)

il

Parapgraf 3

Fermbangurnsan

Fazal 31

Pembanpunan kawasan  Permulaman dilakbokan

sesual dengan indikasi program dalam dokumen EKP

vang telah ditctapkan.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada myal (1) pembangunan kawasan Permuliman

haras mematuhi rencana dan mn pembangunan

Lingkungan Hunian dan keglatan pendukune,

Pembangunan kawssan Permukiman, scbagmimans

dimaksnd pada ayar (1) dilakukan “Pemenntah

Dacrah dan/atan Badan Hukum.

Pembangunan kawasan Peanukiman scbagaimara

ditnaksud pada  ayabe2) dilakukan melala

sinloronisasl programydun anpparan pembangunan
anlara Pemerintah Daerah dan/alal Badan Hukam.

Badan Hukum, vang melakukan pembangunan

Kawasar. Permulbirman tidak mematuhi rencana dan

izin pembanpunan Lingkungan Hunian dan kegiatan

péndukurg schagaimena dimeksud peda avat (2]

dikenai sanksi administratil berups;

&, peringalan tertalis;

b. pembckusn Perzinan Berusaha,

e, pencabutan insentf; dan

d. dende administratif.

Tata cara dan  mekanisine  pengenaan  sanksi

adminmistratif schagmmans dimaksud pada ayat (5]

dilaksanakan sebagal benkut:

a.  peringalan tertolis sebagaimana dimaksud pada
ayal (3} haral a diberikan paling banyak 2 (dua)
kali dengan janpka waktu seliap peringalan
tertulis paling lama 5 {hma} han kegs;

b. Badan Hukumn yang meongabalkan peringaan
tertulis schapjamana dimaksud pada bueaf a
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(2}

[

{4}

a3

dikenai sanksi administratif berupa pembekuan
Ferizinan Berusaha paling lama 1 [saca] tahuan;
v. Badan Hukum vang mengabaikan pernbekuan
FPerizinan Peusaha sebagaimana dimaksacl
pada hural b dikenal zanksi admimstratf

berupa pencabutan insenl; dan

d. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan

ingentif sebagaimana dimaksud pada bural o
dikenal  sankst admanistrabf berupa  dends
adminisiratif paling banyak
Epl 000 000,000,00 (salu miliar rupiah).

Pasal B2
Pembangunan kawazan Permuliman dilaksanakan
melalui Pembangunsan Lingkungan  Hunian
perlkotaan termasuk tempat kegiatan pendulung
perkataan.
Pembangunan Lingledngan  Hunian  perkotaan
rermasuk  lempwal  kegiatan pendukung  peorkotaan
zehapaimana dimaksud pada avar (1) dilalalan
untuk menduokung penataan dan pengembEngan
wilayahV' serta penyebaran  ponduduk vang
prigporsional
Pembangunan  Lingkungan  Hunian  perkotaan
termmasuk tcmpat keglatan pendukung  perkolaan
sehagrimana dimaksud pada ayat {2} dilakakan
tnelahin pelaksanaat:
a.  peopcmbengan Linglkungan Hunan;
b. pembangsunan Lingkunpgan  Human o barg,
dan fateau
., pembangunan kembali Lingloongan Haniat,
Pengembangsan Lingkungan Hunian  sebagaimana
dimaksud pada avat |3) buraf a mencaloup:
2, peringkzlan elisiensi peiensl Lingkuogan
Humisn perlkotaan;
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penmgkatan  pelaysnan Lingkungan Hundan
perkotasan;

pengembangan Lingkonpan Hunian perkotasn
vang mendukung pengembangan kota layak
huni, kota hijz, den kota cerdas,

peningkatan keterpadusn Prasacana, Sarans,
dan Udlitas Umum  bngkungsan  bhumat
perhkotaan;

pencegahan dan permingkaran koalitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permmkiman Kumuh;
pengembanpgan Permukiman  perkotganswyang
berhagis pemberdayaan masyarakat/dan
PrILEEInbENEATD eIl polayanan JusE
FPemerintuhan, pelayanan $osial, dan kegiatan

ekonomi.

Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkoraan

sebagaitnane  ditmaksud pada ayat [(3) hural b

mencakup:

a.  penyediganlokasi Pernukdiman perlootaan,

b. penyedigan lokasl pelayanan Jasa
Fernerintahan, pelayvanan sosial, dan kegialan

ekafomi;

g, Spembangnnan Lingkungan Hunian perkotaan
vang mendulkung pembangunan kola  layak
huni, kota hijau, dan kota cordas;

d.  pembangunatn Prasarana, Sarana, dan Ltlitas
Umum  Permuakitnen vang  terpadu dan
berlkctahanan tcrhadap perubahan ilkhm dan
berncana; dan

£,  Pembangunan Permukiman  perkotaan  vang

berbaszis pemberdayaan masyaraloat.

Pembangunan kcmbali Lingkungan Huriian

perkotoan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

hurul c mencakup:

d.

rchabilitasi Lingkungsn Hunwn perkotaan;
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b. rekonstruksi Lingkungan Huniah perkotaan;
dan fatan

c. peremajaan Linglongan Human perkobsarn,

BADB [V
FENCEGARAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
FERUMAHAN KUMUII DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kosatu
Kriteria dan Tipologi PFerumahan Eumuh dan

Permukiman Kumuh

Pasal B3

Kriteria perumahan kumuh dan petmukiman kumuh

merupakan knitcria vang digunskamaintuk menentukan

kondisi  Kelurmuhen  padawSuatu perumsthan  dan

permukiman,

Kriteria perumahan kKumwuh dan permukiman kamuh

sebagaimana dimaksud pada ayw (1) melipori kriteria

kekurnihan didfgau dari:

.

& N

et

(1)

hangunan fgedung,

jdlan lingkungan;

peniycdiasn A1r minam;
drainase lnghungan;
pengelelaan air imbah;
pengelolaan persampabian; dan
privicksl kebakaran.

Pazal 84
Ertera kekumuhan (itinjand datd hangunan gedung
scbapaimana dimaksud Pasal 52 avat (2] huonal a
mencaloy
t.  Ketidakteraruran bengunan;
2, tmgkat kepadalan banglnan yang Gnggi yang
tidak scsusl dengan lketentuan rencana tala

tuang, dan/atau
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. kuaalites bangunan vang tidak memenahi syarat.
Ketidakleraiurman bangunan sebagaimana dimalesad
pada avat (1} hurnal & meropalzan kondisi bangunan
gedung pada perumaban dan permukiman:

a. tidak memcnuht kelenluan tata bangunan
dalam RDTR dan ETBL, pa%ting sedikit
pengaturan bentuk, besaran, peorlctakan, dan
tampilan bangunan parda suar zona; danfatau

I tidak mcmenuhi kotenotian tata bangunan dan
tala kwoalitas lwpglangan dalam RTRL, paliog
sexlikil pengaturan blok hngkungan,ckaveling,
bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep
dentitas lingkungan, kansep oricntast
Lingkungan, dan wajah jalan.

Tinpkal kepadatan banpunag yanp tngpl vang tidak

scsuml  dengan  ketenfuatl | rencana tata ToAngG

sebagaimans  timaksud pada ayat (1] buraf b

merupakan kondisiv/ bangunan gedung pada

peiumahan dan permukiman dengan:

a, HKoelsien Dazar Bangunan (KDB) yang melelnhi
Ketentulan RDTR, dan/atau ETEL, dan/falau

b ‘Hoefisicn Lantai Bangunan [KLB] vang melebilii
ketentuan dalam RDTR, dan/arau ETBL.

Kialitas banpunan yvang tidak memecnuhl syarat

vebagaimana dimeksuc pada avat (1] hurnal ¢

merupakan  kondisi o bangunan gedung pada
perumahan don permulaman yang tdak sesua
dengan persyaratan teknis.

Persyaratan leknis bangunan gedung sebagmmonm

dimaksud pada ayat [4) Lerdin atas:

a.  persyaratan tata banguran; dan

h. persyaratan keandalan bangunan pedung.

Persvaratan lala bangunan scbhagaimana dimaksud

pada ayat (3) buruf a terdin atas:

a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan

Eedunig;
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L. arsitckiur bangunan gedung;

v pengendalian dampak hingkuangan,

i,  rencana tatn bangunan dan lingkungan; dan

¢,  pembangunan bangunan  gedung Jd1 slas
danfatan di bawah tanah, @ar dan/atauy
Prasarana/ sardaIia uTnum.

Persyararat kcandadan Banpgunan gedung

srbugaimana dimaksud pada aval [3) harul b terdiri

aLas:

g. persvaratan kesclumalan bangunan pedunig;

L. persvaratan keschatan bangunan gedung;

2, persyaratan kenyamanan  banguman s gedung,
dan

d. persyaratan kemudaban babganan godung,

Pasal 85

Knteria kekutmnuharnditingau dar jadsn lingkangan

schaguirmana dimakesid dalam Pasal 83 ayal (2) hurufl

b mencakup]

a. jaringam  jalan  lingkungan  tidak  melayani
geluruh lingkungan peTUInANAN atau
permukiman; dan/atau

b kualilas permnukaan jalan nglungan bunak,

Jaringan jalan lingkngan fidak melayvani seluruh

lingkingan peramahan atau e rmul AT

sebagaimana dimeksud pada ayvat (1) hurmuf a

merupakan kondimi dimana jaringen jalan odak

terhubung antar dan/atau dalarn auai inglungan
perimahan atau permukinan,

Kualitas  permukaan  jalan  lingkungan  buruk

sebagaimana dimaksud pada evat {1} bhurof b

merupakan kondisl sebagian ataa selurah jalan

lingkungan legadi kermasakan permukaan jalan yang
meliputl retale dan perub@ban bentok.



i1]

(2]

(3]

{1]

{2}

74

Pazal 36

Kriteria kekumuhan ditinjau dan ponyvedisan ar
minum sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat
(2] humf © mencalkup:

5. akses aman air minum tidals tersedia; danfatau
b.  kelmituhan air minum minima! setiap individu

Lidak terpenulu,

Akses aman air minum tidak tersedia sebapaimana
dimaksud pada ayrat (1) humt a merapakan kondis
dimana masyarakat tidsk dapat mengakses Sair
minim  yang memiliki  syarat kualitas] dengan
ketentuan peraniran perundang-undsngan.
Kebutuhan air minum minimal setigpondividu tidak
rerpenubn zebapaimana dimaksad pada avatr (1)
huruf b merupakan kondisihdimans kebutuhan air
minm masyarakat dalam linpkungan perumahat
atau permukiman tideak mencapal mimnimal sebhanyak

B [enam puluh) liter forang/hat,

Fasal 87
Krilefiz Skelopmuban ditinjau dan dradnase
linglungan sebagaimana dimabksud dalam Pasal 83
ayal 12) huraf d mencakug:
a. drainase nglungan tidak lerseds,
by, drainase lingkungan tidak mampa mengadickan
limpasan  air hujan sehmgga  menumbulkan
grnangan; duan/=lau
. lkualitas konstruksi drainase linglklngan barok.
Drainase lingkungan tidak tersedia schagaimana
dimaksud pada ayar (1) vl a merupakan kendisi
ditnana saluran tersier, dan; atal saluran 1olkal ridak
teraedia, danfataun ndak terhubungnya  clengan
saluran  pada  hierarki di  atasnya schungga
menyebabkan  air Gdak  dapar menagalic dan

tnenimbulkan penangan,
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Dirainaze linglungan tidak mampu  mengalirkan
limpasan air hujan sehinggs menimbullan genatgan
sehapaimana dimaksugd pada avat (1) huruf b
merupakan  kondisi  dimana jaringan dranase
lingkungan tidek mampo mengalirkan limpasan air
sehingpa menimhulkan genangan dengan linggi lehih
dar 30 cm {twa pulub senticter] scluna lebib dari
2 (dua) jam dsn terjacdi iebity dand 2 [dua) kali selahun.
Eualitas korsuukst drainase  hngkhongan buruk
sebapaimana  dimaksud pada  ayat [T} haruf, c
merupakan kondisi dimana  koalitas konsteuks
Jdrainase buruk karcna berupa galian fanah tanpa
muaterial pelapis atau pepulup ataw telah tegadi
kerusakan.

Pasal#B

Kriteria kekumuhansditinjau dan pengelolaan air
limbah sebagaimana dimaksud delarm Pasal %3 ayat
(2) hurad e mende kup:

a. sistem pengelolsan air limbah bdak  ses1a)

fdengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
b/ 'pragarana dan sarena pengelolaan air limbah
tidak memenuhi persyaratan leknis.

Sistem penwelolaan air limbah odak scsual dengan
standar teknis yang berlabou sebapaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a merupakan kondisi dimana
penpelolasn air litnbah pada Ingkungan perumahian
atau  permukitnan tidak  memiliki | sistem yang
memadal, vadtu terdin atas  kalus/kloset vang
cethubung dengan  tangki wepuk bak secach
individual/ domestik, komunal mavpun terpusat,
Prazarana dan sarang pengelolaan air limbah ddak
rermerizhi persyaratan  tcknis  sebagmumana
dimaksugd pada ayat (1} aourmdl b metupakan kondisi
prasarans dun sarana pengelolaan air limbah pada

perumahan ataun permilkiman ditnana:
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p. Klosct lcher angss tidak terhubung dengan
rangki septik; arau
b. tidak tersedianva sistem  pengolehan  limbah

setompat alall ferpplsat

Pagal 89

Knleria kekoomhan  ditingau ded pongelolaan

persampahan sebapaimana dimaksud dalatn Pasal

83 avat 2] hurul [ mencakop:

a. prasarand  danm sarana  persampahan | udak
sesual dengan persyaratan teknis; dan/atan

b,  sistem  pengelolaan  persampahan. udak
memenuhd persyaratan toknis,

I'rasarana dan sarana persargpalian bdak sesila

dengan persvaratan teknis schagaimana dimaksud

pada ayvat [1} hund a ‘meérnipakan konchsl dimana

prasarana  dan  garana  persampaban pada

lingkungan  perufnahan  atau poermadaman Gedak

memardal, ydahilanshmati:

a. cmpatsampah dengan pemilaban sampah pada
gkala dorpestik atau rumah tanpgs;

b larwada pengangkbut sampah dan/atau TPS
Mobile pada skala lingkungan,; dan

. tempat pengolahan sammpah rerpadu [TPSET)
dan/atan 'I'PS 3R jreduce, reuss,  recnola),
Tempat Pembuangan Alchir.

Sislemn pengelalaan persampahan tidak memenuhi

persyaratan tekms sebagaimana dimaksad padas ayat

1) horual b meropakan kondisi dimana pengelolaan

persampahan pada lingkungan perumahan atan

permukiman  tidak memontihi persyacatan,  vaito

meliputs:

a. pewadahan dan pomilaban domestk;

. pengumpulan sampah lingloangan;

c. ponganpkutan sampah ingkungan;dan fatau
pengolahan sampah ingkungan.
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Pasal 90

kriteria keboumuhan dilinjau dan proceks: kebakaran

sebapaimana dimaksud Pasal 83 awat (2] hurul g

mcncakup ketidakeersediazmn:

a. prasarang proteksi kebalkaran; dan/atan

b sarana proleks kebakaran.

Ketidalrrersedinan  prasarana  proteks:  kebakaran

sebapaimana  dimalsud  pade ayat (1) hural =

mcrupakan  kondisi  dimana tidale  ersedianyu
prasarana proleksi kehakaran yang melipu:

a. pasokan air dun sumber alam mawpin Duatan;
b. jalan lingkunzan vang memypdiabkan masuk
keluarnye kendaraan pemadiam kebakaran:

o,  sarans  kKomunikasi antuk  pemberitalhioan
tejadinys kebakarawkepada Instansi petnadam
bebakaran; dan

d, daa rtentang Sslstemn proteksl kebakarsn
Lingkuirgare

Kelidakiersetliaan sarana  protcks:t kebakaran

sebafannana dimaksuwl pada avat (1) hural b

merbpakan  kondisi  dimana  tdak  tersedianya

prasarana proteksl kebakaran yang meliputi:

4. Alal Peroadam Apl Hingan [APAR);

Ir. kendaraan pemadam Kelbalkaran; dan/atau

¢ mobil tangga scsual denygan kebutuhan.

Pasal 91

Tipologi perumahan  kumuh  dan  permulkiman
kumuh merupakan peogelompokan perumahan
kumuh dan perrmulaman Fumuh berdasarkan lelak
lokasi secara progralis.

Tiputog  perumahan kumubh dsn permukiman
kumuh sebagaimata dimaksud pada ayat [1}, terdin
atas perumahsan kumih dan permukiman kanuah:

a. di dataran rendah;



e

. di poerbukitan; dlarc
. di daerah rawan bencana.

i3 Tipologi perumahan kumuh dan  permukiman
kumuh  sebagaimana  dimaksud pade ayac {2}
dizcsuaikan dengan kondisl spesifik i Daerah.

(4 Tipologi perumahan  lumuh dan permukiman
lkumul sebapaimana dimeksud pada ayat (2) haras
disesuaikan  dengan  adokasi  peruntukan  dalanm
[COcing fala iang.

(3} Dalam hal rencana tats roang tidak mengalokasikan
kelwradaan  tipelegi perumahan kumuh'e dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksad pada
aval (2], maka kebcradaannya haris“dipindahlkan
pada lokasi vang seaval.

Eapan kedua
Pencepahan Terhadap Tumbub dan Berkembangnya
Perumahat Kurh dan Permudkiman Kumuh

FParagraf 1
Umnim

Pasal 92
Peneegahan lerhadap tumbuh  dan berkembangnya
perumahan  kumuh dan permukeman kumuh
dilaksanakan melalui
8. perngawasat dan pengendalian; dan/akaw

b. pembecrdayaan masyarsakal.

Paragral 2

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 93
(l] Pengawssan dan  pengendalian scbapaimana
dimaksud cdalam Pasal 92 haraf a dilakokan atas

kesesualan terhadap:



(2]

(1

()

(3]

(1]

Fat

4. PCrZinan;

h. standar teknis; dan

. kelaikan lungs.

Fonguwasan  dan pengendalian  sebmgamana
dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan pada:

g. tahap percncandan,

Ir. tahap pcmbangunan, dan

¢. tahap pemanfaatan.

Fasal 94

Pettpawasan dan pengendalian kesesualandtcrthadap

perisinan sebagaimana dimaksud dalarg Pasal 93

ayal (1] hurul a meliputi:

a. Kescsuzian Kegiatan Pemanlaatan Fuang

b. PR dan

. Jzin lain berdasspledn ) kKeentwan  peraburan
perundang-undangan.

Penpawssan dan pengehdoban kesesuszian terhadap

perizinan sebmgaimana  dimaksud pada awvat (1)

dilakukan pada tuhap Perencanaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman,

Fengawasan dan pengendalian kesssusian techadap

perizinan  aebapaimana dimaksoud pada ayat (1)

dilakulan uniuk menjamin:

4. kesesualan lokasi perumahan dan permikaman
vang direncanakan denpan rencans lala Tusng;
dian

b. keterpaduan TEICAN A pengembangan
prasarana, sarana, dan ublitas umum sesua
dengan kerentuan dan standar tcknis yang

berlalku,

Pazal 95
Kesesuaian ferhadap standar tekniz sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayal (1) huaoal b dilaknokan
terhadap:
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banpunan fedung;
b, jalan hngkungan;
c. pcoiyodiaan alr minu;
.  drainase lingkungan;
e.  pengelelaan aiv himbahg
f.  pengelolaan persempahan; dan
g, protels Kebakaran,
Kesesuaian tethadup standar telnis dan kelailean
fungsit sebapaimana dimaksud  pada ayat (1)
dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan
kelaikan Tungsi sesuai dengan kKetentuan peratuarsn
perundanp-undangan.

Paszal 96
Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
kelaikan hingsi sebagumena dimaksoud dalam Pasal
93 ayat (1) humt ¢ dilakukan lerhadap:
a.  banpunan gedung;
1. jalan lingkangan;
7 penyediaan air minuan,;
d.  droamgse hingkungan;
e pengelolaan ar imbak;
£\ pengeloclaan persampahan; dan
g alat proteks: kebakaran.
Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
kelaikan fungsi schagaimana dimaksud pada avat [1)
dilakukan pada tahap pemanfaatan peruumahsan dan
prerrm i kimar.
Pengawasan dan pengendahan kesesuaian terhadap
kelaikan funpgsi sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaloukan untuk menjamin:
A kandizi sistemn pelayanan, kuantitas kapasitas
dan dimensi serla kialitas bahan atan material
yang digunakan masith  sesudl dengan

kebatiuhan ngsionalnya masing masing,



H1

b, kondisi keberfungaian bangunan gedung
beseria prasarana, sarana dan otilitas umum
dalzm perumahban dan permuRimaty; dan

. kondist kerusakan banpgunan gedung beserts
prasarana, satana dan uatibtas amum  tdak

mengurang keberfungsiannya masing-masing,

Pasal 97

Penpawasan cdan pengendalian tcrhadap tumialh dan

berkembangrya perumahan kumuh dan  permukimnan
kumuh baru schagaimana dimaksud dalam Pasead 93,
dilakulean dengan carac

o,
b.

C.

{1)

{2

(3

4]

pemmanilFa,
cvaluagl; dan

prlaporan.

Pagzl 45
Pernatitzuan terhadapAumbuh dan berkembangnya
perumahan § kamoph  dan permukiman kumuh
scbagaimana dimaksud delam Paszal 9¥ hurul a
merdpakan kegialan penpgamatan yang dilakukan
sécara’
a. &, langsing; danfatau
b,  tidak lanesung.
Pemantauan sehagmimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanaksn clch Pemernintah  Daersh  denean
melibatkan peran masyvarakat.
Pemantzuan weLdrd  JAnNgsung  sebagairmana
dimaksud pada ayat 1) hurul & dilalouloan melatud
pengamatan lapangan pada lokas: yang dundikze
betrpotensi menjad kumuh.
FPemantauan secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b dilakukan
berdasarkan:
g, data dan informasi mengenai lekasi kumuh yang

ditamyani; dan fatan



(1l

i)

(3]

{4

i)

(L)

a3

b,  pengaduan masyarakat magpun mecha massa,
Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan  kumuh  dan permukiman  bumuh
sehapaimana  dimaksud pada ayal (1) dilakukan
sccara berkala mmaupun sesual kebuluhan atan

insidental.

Fasal 99

Evaluasi dalam rangka pencepahan tumbuh dan
berkembangmya perumahan Eurrtih dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksid dalam
Paszal Y7 hurul b merupakan kegiatan penilagan
secara  terukur  dan obyekll | tethadap hasil
PomaAnlagAan.
Evaluasi scbhapdimana dimalsud pada ayatl (1)
dilakszanakan olch Pemetintah Daerah dengan
melinatkan peran masyarakal,
Pemerintah Daerall dapat dibantu oleh ahli yang
memiliki pengalaman dan pengetahuan memada
dalam hal \pendegahan dan peningkatan kualitas
terthadapy perumnaban kumuh  dan  permukiman
Fgubis ¥] b
Evgluasi sebapaimana dimakswd pada ayat (1)
dilzkukan dengan menila kesesualan terhadap:
a. perzinan pada tshap perencanaan,
. standar tcknis pada 1shap pembangunan;

dan faran
. kelayzkan tungsi pada rkhap pemanfaatan,
Hasil cvaluasi sebhagaimana dirmalksnd pada ayat (1)
digertai denpan rckomendasi pencegrhan tumbuh
dan berkembanpgnya peromaban kbumub dan
permmukiman kumuah.

Pasal 100
Pelaoorsn dalan rangka pencegahan tumbuh dan

berkembangny: perumahan kurnuh dan
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3]
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5]

(B

B3

permukirman kumuhbh sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 97 hirul ¢ memipakan kegiatan penyvampalan
hasil pernantauan dan evaluasi.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
diluksunakan oleh Pemcrintah Daerah  dengan
melibalkan peran masyarakat.

Pernerintsh Dasrah dapat dibantu oleh @bl yang
memiliki penpalaman dan  pengetabvan memada
dalam hal pencegahan dan peningkatan kushtas
terhadap  gperamahan kumuh  dan permmukiman
kumuh,

Pelaporan hasil  pemantavan dang ), cvaluasi
sebagaimara dimalksud paca ayar (| Pdijadikan dasar
bagi Perperintah Daeralk untuk melalksanakan upaya
pencegahan mumbubh dan berkembangnya kawssan
bars sesusl kebutuhan

Eaporan  hasil  pemanfauan dan evaluas
sebagaimana dimaksud pada ayat [1), disampaikan
secars herkdla ‘dan sewakitu-wakbu apabila cirminta
oleh Wall Kola,

Lapafan %, hasil  pemantauan dan evalussi
sébagaimana dimaksud pada ayet (1) dapat
disgbarluaskan kepada masyarakaf.

Paragral 3
Pemberdayvaszn Masyarakat

Pasal 101

Pemberdayaen masyarakat schagmmana chrnaksid dalam

Pasal 92 hural I dilalukan oleh pemanpku kepentingan

bidang perumahan dan kavwasan permukiman melalu

A

ta.

pendampingan; dan

pelayanan informass.
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(1)
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Masal 102
Pendampingan sebagaimana dimaksued dlalarm Pasal
131 hurnal a dimaksudkan untuk meninghkathkan
kapasitas masyarukal melahi fasilitasi pernbentukan
dan  fasilitasi peningkatan kapasitas  kelompok
gwadlayva masvarakat
Pendampingan sebagaimana dimalkaud pada avat (1)
merupakan kegiatan pelavanan Kepada masyarslkal
dalam bentuk:
a.  petyaluhan;
b, pemhimbingan; dan

c. banlilat telnils.

Pasal 1032

Pernnihihan sebagaimana dimaksdd dalam Pasal 140072
ayat (2] hurul a omeesipakan  keglatan  uniuk
memberikant  infarmasi dalamn meningkatkan
pengetahuan  den, kesadaran masyarakat terkat
pencepahan ‘terhadap tumbah dan berkembangnya
perumahamkunuh dan pormakamean kamah.

Permiluhan sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dépat dilakukan secara langsung dan atau tidak
langsung denysan mengglinakat alat baniu dan/ atau

alat peragas.

Pazal 104
Pecmbimbinzan schagaimana dimaksicl dalam Pasal
102 ayat [2) buruf b merupakan kegatan uniik
moembxnkan  petunjuk atau  penjelasan mongenal
card. unluk mengegakan kegaran atag larangan
aktivitas terentu  terkait penccgahan  tocrhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman Kumub.
Pembimbingan sebagaimana dimaksad pada ayat (1)
dapat berupa:
a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat,
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b. pembimbingan kepada masyarakal perorangan;
dan

c. pembimbingzn kepada dunia vsaha.

Pasal 105
il] Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 avat [2) hurul ¢ merapakan keglatan untuk
memberikan bantuan yvang bersilal tekms herupa:
a4, hsik; dan
b. non-hsik
(2] Banman tcknis dalam bentuk fisik sebapgmmana
dimaksud pada avat [1) hurud a3 melipun:
a. [asilitast pemeliharaan  dan/ataos perbailgan
banplinan gedung;
b,  lasilitasi pemelihzraan, dan/atan porbalkan
Jalan hngkurgan;
c. fasilitasi peomelibaraan  dan/asu  perbaikan
dramase lingkungan;
d. fasilitasi peroelibaraan danfatan perbatkan
SOranza dan prasarans ar mirmm,
e. fasiitasi pemeliharsan danfalaa perbaikan
lsarahs don prosarana air Gmbah;
i tazilitasi  pemeliharsan danfatau  perbaikan
sarana den prasarana persampahan,
. [asilitasi pembangunan sarana dsn prasatana
profels kebalaran skala linglunsan; dan/atau
h.  f{asililas penyediaan RTH.
3] Bantuan tcknis dalam bentuk non-hsik sebagmmana
dimalizud pada ayat (1) hurni b meliputi:
a.  lasalitasi penyusunan perencanaan;
b, fasilitasi pervnisunan norma, standar, prosedur,
dan kntcna;
lazititasi penguatan kapasitas kelembagaan;
d,  lasilitasi pengembangan aliemalil pembiayaar;

dan /atau
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o lasilitaai persiapan pelaksonaan kera sama

Femernlah denpan swasis.

Pa=sal 106G

Pendampingan sebaganimana dimaksud dalam Pasad 101

huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

i

(i

pendampingan dilaksanakan secara berkala olch
Pemerintah Daerah melahit Perangkat Daerah vang
Lertangpung jawab dalam urusan porumahan dan
permubiman untuk menccgah  umbub § dan
berkembangnya perumahan kumuh dan
permnukiman kumuh bama;

pendampingan dilaksanakan  denganremelibatkan
ahli, akademizl dan/atau tokegh fnasvaraliat yang
memilikl pengetahuan dang pengalaman memada
dalam hal penoegaharedan peningkatan ualhitas
tethadap perumahan, kumuh dan pecmukiman
kumuh:

pendampinpan (dilakzanakan dengan meneniukan
lokasi petumahan dan permukiman vang
membuluhkan perncdampitgan;

pérdampingan dilaksanakan dengan terlebiby dahuli
mempelajari  pelaporan  hasil pemantausn dan
evaluasa vang telah dibuat baik secova berkala
MmAUPUn sesu kebuluhan alan insidental; dan
pendampingan dilaksanakan berdasarkan mencana
pelaksanasn dan =zlekasl angparan yang telah

ditentukan sebeluomnya.

Fasal 107
Pelevatiat informasi sebagaimana dimaksnd dalam
Pazal 101 tawral b omerapakan kepialan pelayansn
kepada masyarakat dadam bentuk pecmbontaan hal-
hal terkait upaya ponccgahan perumahan kumuh

dan permubkdmarn umuab.
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3 Peleyanan nformasi sebagaimans dimaksod pada
avat [1} mehpul;
a. rencana tata rusne
. penataan bangunan dan hnghorgan;
c, periEnan; dan
d. standar leknis perumahan dan permukimarn.
(3] Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dilakukan Pemerintah Daerah  untuk

inembuka akscs informas bag masyvarakat.

Paszal 108
Permerintan Daerah menysmpaikan ntormash, melalo
media  elektronik, ceotak, dan/alag  s@edra  langsung
kepada masyarakat dengan menggunukan behasa yang
mudah dipahorm.

Baygan Ketipa
Peninglkatan Kualitag Teshadap Perumahan Kunah

Dan Fermukiman Kumuh

Praragraf 1

LImmim

Pazal 105

i1y Peninpgkatan kualitas terhadep Perumahan kumuh
dan  Pormukiman kumuh didaholae dengan
penetapen lokas) dan perencainan penAngyILAn,

{3} Pemingkalan kialitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman kuwmuh sebagaimana dimaksad
pada avar (1) dinndasklanjuln dengan pengelalaan
utituk  memmpertahankan dan meonjaga kualitas
perunahan dat perrmukiman secara berkelanjutan.

(3) Peningkatan kualitas schapaimana dimaksad pada
avat (1] diakukan pada pecrumahsn kumuh dan
permukiman kiunuh dengan luasan burang dan 10
[sepulady) hektar.
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Paragral 2
Penelapat Lokasi

Pasal 110
Penetapan  lokasi  Porumshan kumuoh dan
Permukiman kumuah dilakukan berdagarkan luas
wilayah administrasi Rukun Tetangga.
Femerintah Daerah menctapkan lokasi peramahsn
lumuoh dan permukiman kumuh dulabulail preses
pendataan dengan melibatkan peran masyarakat.
Prozes pondataan sebagaimana dimalksud pada ayar
{2] melipubl proses:
A, drdenrifikasi lokasi; dan
b, penilaian lokasi
ldentifikasi lokas sebagawhana dimaksud pada avat
{3 huruf a mebpani identilikasi terhadap:
a. kendisi kekumuhaen;
b. legalitag tapsh; dzn

o, pertimbangan lam.

Pasal 111
Ideqtifikast lokasi scbaguimana dimaksud dalam
Paszal 1140 avat (3) huruf a dilakukan sesual dengan
prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukimman Kuomuh,
Prosez dentufikast  lokasi  dielahuhua dengen

identifikazsi Perumahan dan Permukiman.,

Pasal 112
Prosodur pendataan identifilkasi lokasi Perumahan
Kumuyh  dan Permukiman  Kumuh sebagaimana
dimaksud dalam Pazsal 111 ayar (1) dilakokan aleh
Perangkat Daerah yang menyelengearakan Uriisan
pemerintahan dang  perumahan dan  kawasan

permukinarm.
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Frosedur pendalsan sebagaimana ditnakaud pada
aval (1) dhlakukan denpan melibalkan peran
masvarakat pada lokast yvang tenndikas) sebago
Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh.
Lakasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) merdpakan lokast vang memlikl tngloal
kepadatan  vang tdalt sesum dengan Eetentosn
ICCAna tata riang,

Dhnas meonylapkan format isian identifikasl lokas:
can format tmerils Iokasi Peruomahan Kumuab dan

Permncikiman Kummah.

Pasal-113
[dentdikasgi petumaltiat dan pertoukiman
serHpHImETE  dimaksnd dlalam WPasal 11T avar |2)

merupakan upaya untukiamenentukan batasan atau
[Ingkup entilas perumahan dan permukiman dan
sociap lokasi dalam suaty wilayak Dasrah.

Penentlyan pErLUmahan tlan PermukimAan
scoapsimana cimaksud pada ayat (1] dilalkukan
dengan pendekatan lungswonal melalul dentifidzs

deliniz=i

Pasal 114

ldentifikkasi  kondisi kekumuhan  schagmimana
dimaksud dalany Pasal 111 ayat {4} horof a
merupakan yparas  untgk  menanfulan timglkar
kekumuben pegda perumahan dan permmukiman
deopan menemukan dan menecnall permasalshan
kondizi bangunan gedung beserra sarana dan
praserana penduloingnyva.

Identiikasi  kondisi kekumuhan  scbapaimana
dimaxsud pada ayat [1) dilakukan berdasackan
lriteria Petumahan  Kuamugb dan Permnukiman
Eumuh,



(1]

[

(3]

<

(1]

a0

Pasal 115

Identifikaz legalitas tanah sebagaimana dimalksud

Jalam Pasal 111 ayat (4) huaruf b merupakan tahap

identilikasi untuk menentukan status legalitas 1anah

pads  seliap  loksst  Perarmahan  Kumuh o dan

Permukiman Kurmuh sebagan dazar  ang

mencniukan benluk penanganan.

Tdentifikasi legalitas tanah schuagaimana dimeksud

pada ayal {1 melipud aspek:

a.  kcojclazan status penguassaan @anah; dan

b.  kesesualan dengdan rencana 1ata moang.

Keelasan status penpuasaan tanah  sebagannana

dimaksud pada ayas (2) huruf a mepupakan kejelasan

lerhadap statas penguaszan tanghberupa:

a.  kepemilikan sendiri, dengan buktl dolkumen
sertifikat hak atas tanall alau benk dolumen
leterangan statws tanah lainnya yang sab; aan

i, kepermililan ﬁjhak lain  termasuk milik
adat fulayvat, dengan bukbd Zzn pemaniaatan
tanzah dan pemegang hak alwes tanab atan
pemilik tanab dalam bentak perenjian tertulis

antata pemegang hak atas Lansh atau peroilik
tanah dengan pemanfaat tanah,

Eesesuaian dengan rencana tata mang sebagaimana

dimaksud pada ayal {(2) hunad I merapakan

kesesualan terhadap penuntukan tanah dalam
retcana  tala ruang  yang dibuktikan  dengan

Fezesyaian Kegiatan Pemanfaatan Huang.

Pasal 116
[dentiikasi  pertimbangen  lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 avat (4] huraf c
merupakan tahap identiilas erhadap beberapa bal
lawny yang bersifat non fsik untuk menentukan skala
prinrvitas  penanganan  Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh.
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ldentiikasi  pertimbangan lain sehagaimana

dimaksud padsa ayat (1] meliputl aspok:

a. nilal stratepis lokasi;

b, kependudukan; dan

. kondisi sosial, elonomi, dan baelaya.

Wila1 stralepis lokasi sebagainana dimaksud peedas

ayat (2] hural & merapakan pertimbangan letak

lodcam perumahan alau permmikiman padar

a. tungsl strategs Daerah,; atau

b, Luakan (ungsi scrategls Daerdh,

Kependudukan sebagaimana dimaksud pada agac |2)

huruf b merupzkan  pertimbangan’ Jkepadatan

penduduk pada lokasi perumahan gl permukiman

denpan Klasilikasi:

a.  rendah;

b. sedang;

£, tingm; dan

d.  sangal padat.

Klazifikazl ‘kepadatan penduduk sebagpumans

dirnaksul ayat [4) berpedoman pada  kelentuan

peraturan perundang-undangan.

kondisivEosial, ckonomi, dan budavs schagaimana

dimeakstd pada ayrat (2] hurui & merapakan

perlimbangan potensi yvang dimilike lokasi

rerumahan atal permuknman emapa:

4. polensi  =zosial  ymitu tingkat | partisipasi
masvarakat dalam menduloung pembangunan,

b potensi ekonomi vaila adanya kegiatan skonomi
tertentu yang bersilab sirategls bagp masyvarakal
scuwcmpal; dan

c. potenst budaya yaitu adanya kegiatan atan

warsan  ladaya lertenluy wyuang dimihka

masyarakat scicmpat,
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Pazal 117
Penilalan lokasi scbagaima=na dimaksind dalam Pasal
111 avat {3) huwul b diladkuksn untuk menilai hasil
wlenfifikasi Iokasi dan skala priontas penanganan
herdaserkan aspeb:
a.  konchis kekumuhan
b. lcpalitas tansh; dan
c. pertimbangan lain.
Penilalan  lokasi beordasarkan  aspek kondis
kekumuban sebagaimana dimaksud pada ayaby(l)
huruf a mengklasifikasikan kondisi kckumaauhan
sebapal berikoat:
a.  nngan;
I  sedang; dan
., lerat.
I'cnilaian lokasi berdaswskon aspek legalitas tanah
sebagaimana dimaksud pady ayal [2) barafl B terdiri
atas klasifikasi:
a. status tenah legal; dan
b, slaiustenah ddak legal.
Fenilasary, lokasi berdasarkan pertimbangan lain
sebhagaieiana dimaksud pada ayat (2) hburadl o terdin
aLAE:
g pertimbangan lain kategar rendah;
b, pertimbangan lain kategor sedang; dan
c.  perumbangan lain kalegori tinegl,
Penilaian lokasl sebagaimana dimaksud poada ayat
{1, ayal (2], ayat [3 dan ayat 18] dihitung
bordasarkan  lommulast  penidaian dan fortolasi
pecnentuan skala  proonlay penang=anan dengan
berpedoman pada kctentuan peraturan perundang-
undangan.
Hasil ponilaian lokasi hamis mendapatkan verililoas
dari Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah
Provinsl  sesuail dengan  kewenangannya sebelam

ditetapkan.
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Ketentian Iebih lampul mengenan lokasi yang telah
dinilai dan divcrifikasi ditetapkan dengan Kepuiusan
Wali Kota.

Pazal 118
Hagil penetapan Ilokast sebagaimana  dimalosid
dalam Pasal 117 ayat (7} dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi perumahan kumuah dan
prerrgkiman kumuh; dan
b, peta sebaran perumahan kumuh ( dan
pormukiman kumuh.
Tabel daltar lokasi sebagaimana dimalkisud pads ayal
(1) hoaruf a, berisi data terkait nama™iokasi, luas,
inglkup adminisivail,  titik dooedinat,  kondisi
kckumuhan, stalus Enab dan prinsitas penanpanan
untuk sctiap  lokasi “wperumahsn  kurmuh dan
permukiman kumuhsang ditetapkan.
Prioritas penangatan, sebapnimana dimaksud pada
ayvat (2] berdasarkan hasil  penileian aspek
pertimbanzan lain.
Petadsebaran lokasl schagamana ditnaksind pada
afat (Iyhuraf b, dibuat berdasarkan tabcl daftar
holza=i.
Penetapsan lukasi ditndaklanjut dengan
PEreEncanaan penangansn perlmahan Kowh dan
perrmikiman  kumuh o yanp  dilekukan  oleh
Pemerinlah Dacrah dengan melibatkan masyarakat
serta Pemenntah Pusat dan Pemennlah Dacrah

Frovinsi scsual dengan kowonangannya.

Pasal 114
Menctapan lokasl sebagumama dimakisud  dalam
Faza 117 avat (7] dilaloukan pcominjauan ulang paling
secikit 1 [sam) kali dalam 3 {ma) tehun.
Peninojauan ulang scebagarmana dimaksud pada avat

1) dilakukan melahn proscs pendataan ulang lokas,
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Penimauan ulahg sebagaimens dimaksud pada ayat
{1] dilakukan tleh Pemerniniah Dasrah anoiak menilan
pengurangan  jumdah  lokasi danfataa lossan
Ferumahan Kumuh dan Permukiman Koumuh
seebagai hasil dan penanganan vang telah dilakukas,
ety penpurangsan lingleal Kekumahan.
Pcogurangen  luasan  Perumehan Kummuh o dan
Pocrmukiman Kumuh sebapaqimana dimakescd pada
avat [3) tenadi karcna penpursngan jumlab lokasi
Perumahan humih dan Perroukimman Kumuah,
Penilaian techadap basil peninmpausn uleng dibhaiang
berdasarkan formulas: penilalan lokas,

Hazll peninjauan vlang sebapaimana dimaksud pada

ayat (3] ditetapkan dengan Keputusan Wall Kota.

Fazal\2i
Perencanaan penanganan perumahan komuh dan
permmukiman kumih sebagairnana dinaksud dalam
Pasal 118 ayal (&) dilakubean mealalai rahap:

A, PETSIEPEN;

b, &urmy,;
o/ pelwyusunan data dan fakta;
analigig;
£, pEOYLLEUCIE Konsep pencegahan dan

peningkatan daalitas perumahan kumub dan
permukiman kuniul; dan
I. penyusuinan rencana pencegahan dat
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh,
Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permulkiman kumuh sebogsimans dimaksud pada
ayat (1} harus melibatkan Femenntah Pusat dan
Permerintahy  Dacrah  Provinst scsuatk dengan
kewenangannya.
Eetenluan mengensi | pereloalidan  PCILATIEADAN

perumahan  kumuh  dan  permukiman kumuh
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sehagimang dimaksud pada avat (1) huraf | diator

dalam Pcraturan Wali Kota

Paragral 3
Pirla, Penanganan

Pazal 121
Dalam wupava Peningkatan Kuoahtas terhadap
Perumahan Eumuh dan Permuloman  Kumuh,
Femernntah Traerah menclapkan kebyjakan, siraleg,
zcrta pola penansanan yang manusiawl, berbuddasys,
berkeadilan, dan ekonomis.
Pola penanpanan scbagaimana dirnaksdd pada ayat
(1) berdazarkan  hasil penilaian Rspel Hondisi
leckumuhan dan aspek lepalitas tanah,
Pola penangsnan sebagaimiana dimaksud pada ayat
1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologl
perimaban nmuhgdan permukiman kumuh.
Pola pernangandn sebapgaimana dimaksod pada ayal
{1] melipun:
a. jpocmigaran;
' peretnajaan; atau
& N pemukiman kembali
FPemupsaran sebagomans dimakeud poda ayat (4
burni a didakukan untuk perbaikan dan/atau
permbanyanan . embali Perumahan Kuamuh dan
Permultiman Kumuh memgadl Perumshan dan
Permukiman vang layak hune.
Peremapaan dan Pemukiman Kemballi sebagaimana
imaksad pada avat (4 Wwraf b odan huaraf o
dilakultan untuk mewojudkan lkondisi rumah,
FPerumahan, dan Permubiman vang lebih batk guna
melindung kezelamatan dan keamanan penghuni

dan masyarakat sekilar,
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Prlaksanaan Pemugarsn, Peoremajaan, danfa@u

Pemukiman Kembali dilakukan denpan

memperhatikan mellput:

A.  hak keperdaraan masyarakar rerdemprlc,

b, koendmw elologs lokas; dan

o, kondsl sosial, chonomi, dan budaya mosvaraloat
terdampak.

Pila penanganan sehagaimana dimaksud pada ayat

4] dilakukean al=h Pemerintah Dagrah sesuai dengan

kewenangsnnya denpan melibathkan PETHEN

masyarakat,

Dalam hal Pemerintah Daerah celah ‘menecapkan

poda-pika penanganan sebapgaimana difieksod pada

avat [, maka setiap orang gtad badsn dilamang

mecnolakk  atau menghalang-halangi kematan

pemugaratn, peremajoafeatan petmukiman kembal

mmal, peamahangsdanfatad  permukiman yang

telaty direfaploan.

{10) Wali  Eola ‘beowensny — mengendkan sanksi

(1]

admimstratif kepada setap orang atau badan yang
melafigzae ketentuan ayat [9) berupa:

ad pemngatan teetidlia; danfatan

b, paksaan pemennlahan,

Fotentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat {10] darur dalam Peraturan Wali Kota,

[fasal 122

Fala penanganan sehagaimana dimaksid dalam Pasal

121 ayat (2] diatur dengan ketentuan:

H.

clalamm hal lokasi memilila klasifikesi kelurmihban
berat dan scdang dengan status tanah legal, pola
penanganan yahg dilakukan adalah poremajann;

dalam hal lokasi memiliki klasinkasi keltumuban

beral cdan sedang dengan status tanah depad, pula
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penenganan yanhg dilakukan adalah  pemukiman
kembali;

dalam hal lokasi memiliki klasitilcas) kekoumuhan
ringan denpan status lanah legal, pola penanganan
vang dilakukan adalah pemuparan; dan

dalam hal lokasi memiliki klasilikasi kekumuhan
ringan dengsan status mnah ilegal, pola penangansn

vang dilakukan adalah perookiman kemlbali

Pazal 123

Pola penanganan perummshan kumuh dan permuleman

kumuh dengan mempertimbanglan fipalogl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 ayat {3} digtur desgan

ketentuan:

ol-

dalam hal lokasi termasok dalam Gpoleg perumahan
kurmih dan permukimandumuh di dataran rendah,
penanganan yang didakuksn hanis memperhatikan
koraktenstk dayadulung 1anah, jems tanah serta
kelestarian tanah,

dalam hal iakasi termasuk dalam tipologi peramahan
kum#th dan permukirnan bumuh di perbukitan,
penanpanian yang dilakukcan barus memperhatikan
karalccristk kelerengan, dava dukung lanah, jets
tanah =erta lelestarian tanah; dan

dalam hal lokasi termasuak dalam tiperlogl peramahan
kurmuh dan permukiman kumiaih di kawasan rawan
bencana, penanganan yang  dilakukan  haras
memperhatikan  karskteristik kebencanaan, daya

dukung tanah, jenis lanah sera kelestanan tanah.

Pasal 124

Dalam  menduking  keberhasilan  pola penanganan

perumahan kumuh  dan permuiaman kumuh,

dilakzanakan pehanganan non fsik yang terkait,
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Pasal 125
Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayvat (4} buraf a merupakan Wegatan perbaikan
rumah, prasarana, sarana danfslsu wlilites omom
unibuk mengembaliken fungsl scbapaimana semlila.
Pemuparan sehagaimana dimaksod pada agat (1)
dilakukan melahi tahap:
a.  pra konsiruks,
h. konstraksi; dan

o, pasca konstriogei

Paxal 126
Pemugaran pada tahap pro konstruksi sebegaimana
dirmakaud dalam Pasal 125 ayat 2] heimal & mehipati:
A lentinkasi permasalalian dan kajian
kcbutuhan pemugarart,
b. seeialisasi dangosmusyawsrah) remnbuk  wargs
pada masyaragatecrdampak;
o pendataanmasvarakal terdampalk;
(. penYLAUNAR rencana pensugaran; dan
. dnusyawarah unluk penvepakatan.
émugaran pada lahap konstruksi sebagamana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2] hural b melipub;:
g, proses pelalsanaan konstruks; dan
b. pemantausn  dan evahlasi pelalcsanaan
konstruksi.
Pemugaran pada tahap pasca konsiruks
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 125 avat (2
hurul ¢ meliputy;
a. pemanfaatan; dan

by, pemehbharaan dan perballan.

Pasal 127
Peremajaan schagaimana dimaksud dalam Pasal 121

gyvat (4] humf b diiakukan mclalm pembongkaran
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dan penatasn sccarm menycluruh terhadap rumash,
prasarata, sarana dan/atan utilitas uroum.
Peremuwaen schagaimana chmaksud pada ayat [1)
harus dilakukan denan lerletah dahiuly
menyediakan tompat unpgal  sementara bag
masvarakat terdatmpz k.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakuban melalul tahap:

a. pra konsiTuksi,

b. lkonstraksi dan

. pasca konstroksi,

Fazal 128

Peremajaan pada tahap pra konstrniks: sebagaimana

dimalzsud dalain Pasal 127 ayat {3} huruf a melipuri:

a. dentibkas permagilahan dan kajian
ketnitnghan pereomajaann;

b. penehuman “sementara untule masyarakoal
terdampak;

c.  snsiolzmas dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;

d¢ pendutasn masyaradal erdampak;

O, PCOYUSUDHT TCNCETA PRTema)Ran; dan

£ musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 ayal (3] hurul b mehpuls;

s proscs ganbl rug bagl masyarskat terdampak
berdasarkan hasil kesepakatan,

b, penghunian sementara masyaralat terdampak
padsa lokast lain;

c. proscs polaksanaan  konstruksl  peoremajaan
pada lolkas permulaman elsisting,

il pemartansan dan evelusst pelalvanian
konstruksl peremajaan; dan

. proses  penghunian kembali masyarabet

terclampsld
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Peremajaan pada tohap pasca konstruks)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3}
hiamual ¢ melipati:

d, pemsanfzaian; Jdan

b. pemelhharaan dan perbaikan.

Pagal 124
Pemukitnan Kembali sebmpaimana dimakasud dalam
Pazadl 121 awal (4 hurul ¢ dilaloulban melatod
pemmbangunan dan penataan secara menyeluruwh
rerhadap  1umah, prasarana, sarana, dandatau
wkiliras uwmam pada lokasi bharo vanp gesuai dengan
rencand lata riang.-
Permukiman kemball schagmimana dmaksud pada
avat {1] harus dilakukan dengan terlcbih dahula
menyediakan  tempat Seinggal  sementars bagi
masyacakat terdampake
Pemulaman Kembal sebagaimana dimakand pada
ayat {1} dilakukan melalul tahap:
a. pra konstruaksi;
L. knnstaks: dan
v pased koustraksi.

Pasal 130

Permukiman kembali pada ahap pra konstruksi

sebapaimana dimaksagd dalam Pasal 129 ayat (3)

hurul & mehpulti;

a.  kajan pecmanifaatan roang dan/atau kajian
legalites tanah;

b, penghunian sementara untuk masyvaralkat i
perumahan dan permubiman kumuh pada
lokas rawan bencana;

e,  snsialisas) dan rembuk warga pada masyarakat
Lerdarr pade;

d.  pendataan masyarakat terdampak;
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€. PEOYUSUIAN Tencans pemuloman barl, rencans
pembonpgkaran pemukiman . cksisiing d=n
rencana pelaksanaan pemulkaman kembali; dan

. mmsyewarah dan diskusi penyvepakatan.

(2] Pemuakiman kembali  pada tahap  koenstroksi
sebiapaimana cdimaksad dalam Pasal 129 avat [(3)
hurul b melipats:

g proscs gantl rugl bagl masyarakat terdampak
sesual dongan ketentuan peraturan perundang-
unclangan;

b, proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman
baru;

. proses pelaksanaan konsuuksipembonzsunsn
perutmaben dan perrmukiman Bam;

. pemantauan dan | evaluasi | pelaksansan
konstruks pemubkaimatt kembali;

e, proses penghumian . kembah masyarakal
terdempak; dan

t. proses pembongkaren pade lokasi pemukiman
A E R

(3] Pemuykman kembali pada Cabap pasca Konstraks:
sehapaimana dimaksud dalam Paszal 129 ayat [3)
hund ¢ meliputi;

a.  pemanfaaran; dan

by pemehharasn dan perbaikan.

Paragraf 1
Dukungan Kepgiatan Man Fiklk

Paszal 131
Penanganan non flsik sebagaimane dimaksud dalam
FPasal 124, diidenrtifikasi sesuai dengan kebutihan sehbagai
rckomendasl bapl Porangkat Dacrah vang mombidang
Ferumahan dan  Kawasan  Permuliman untuk
peningkatan  kualitas perumahan kumuh o dan
permiman kumuah.
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Faragral 5

Penpelolaan

FPazal 132

Pazca peningkatan kualitas fcrhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh  dilakukan
pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga
kudlitas  perumahan dan permukiman secara
berkelajutan.
Pengelolaan scbagaimana dimaksud pada ayad (1)
dilakukan oleh masvarakat secara swadaya,
Pengelolaan  dapat difasilitasi oleh ™ Pemenntah
Docrah unbuk meningloatlsan Leswadlayann
masvarakat dalam pengelolasn * Perumshan  dan
Permukiman layvak huni®
Penpelnlaan sehagaimana dimaksud pada asat (1)
terdm akzs;
a, pembentulan Kelompok Swadaya Masvarakat,

dan

b. pemeliharaan dan perbakan.

Paragral £

Kelompok Swadaya Masyaralat

Pasal 133

Pernbentukan kelmmpok  swadava masyvaralab
sebapammans dimsksud dalam Pasal 132 gyat [4)
hurul 2 mcrupakan upaya untuk mongoptimalkan
peran masyvatrakat dalam mengelola perumahan dan
permubiman lavalr hum dan berkelanjutan seorta
untuk mengoptimalksan peran masyaraieat dalzm
peningkatan kualitas terbadap Perumahan kumuh
dan Permubkirman Kumuat.

Fembentukan EKelompok  Swadaya Masyaralal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
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tingksat komunitas sampai pada ongkar Daerah
sebagal  [asilitator  pengelolaan Perumahan dan
fermukiman layak huni.
Pembentukan Kelompok  Swadaya Masysrakal
sebagaimana dinaksud pada ayat (2] dibontuk
berdasarkan pernbdran perundang-undangan.
FPombentukan Kelompolk Swadays Masyaralat dapat
difazilitasi olch Pemernmiah Daerah,
Fasilitast scbhagaimana dimaksud pada ayat (4
dilalrukan dalam bentuk:
a. penycdiaan dan  sosiahisas norma, Jstapdar,
pedoman, dan krtena;
k. pemberian bimbingan, pelatihan/penyualubian,
supervisi, dan konsultas; dan fatan
. pemberian kemudahan dangatau bantuain,
Kelompok Swadaya Masfamokal dibiaya secara
swadava oleh masyarakat.
Pembiayvaan Kelompok/Swadaya Masvarakat selain
secard swadgya, cleh masyarakat, dapat diperoleh
melaha kontnbusi Setiap Orang.
Kelompoly, Swadays Masyarakal dibentuk  oleh
masyarakat =ecara swadaya atau atas prakarsa
Pemerintah Pusat danfatae Pemonntah Dacrah.
Pembentukat sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
tidak perlu dilakukan dalam hal osulab lendapeal
Kelompok Bwadava Masvarakat yang scjcnis,
Pernbenfukan Kelnmpok Swadava  Masyarakat
schagaumana dimakaud pada aval (2) bompedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undatgan.

Pasal 134
Femeliharaan dan Perbalksan sehagumana dimadosud
dalam Pasal 132 ayat (4) hurf b merupakan upaya
menjagd kondizi periinahan dan permukiman yang

layrak hum dan Lerkelangaten.
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Pemehharaan dan perbaikan schbagimana dimaksud
pada avac [1) dilakukan sesual dengan kelenluan

peraturan perundang undangan.

BAB V
FENYEDMAAN TANAH

Faszal 155

Pemernmtah Dacrah sesuan dengan keweshangannya
bertangeung jawsnb atas kelersediaan tanah dalam
ratgla penvelfenggaraan perumeahan dan
permukiman serta pencegalhian dan  peningkatan
ualitas  perurmalian kamub dans peroulkiman
kumuh.

Ketersediaan tanah sebagaimans dimaksud pada
avat {1] termasuk penetapiiinya di dalam rencana
tate  aang wilavah smerupakan langgung  jawab
Pernernintah Daerahy

Pas=al 136
Penvedizan tanah untuk penanganan perumahan
lgmih'dan permulaman kumuh merupakan salah
saln peogarlran 1anah untuk pembanganan hag
kcpenbngan wmurm.
Penyediaan tanah untuk penanganan perumahan
kumub dan  permukiman kuamuab sebagaimana
clitnaksicl packa ayat (1) dapat dilalmloan melali:
a. pembenan hak atas tanah terthadap tanah yang
langsung dikuasai negara,
b koosclidasi tanah oleh pemilik tanah;
. peraliban alag pelepdssn hak alaz lansh oleh
pemilik tanah:
d. Pemanfaatan tanah barang milik dasrah sesua
dengan ketenfuan  peraturan perondang-

undangsn;
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€. Pemindahtangsnan tanzh barang mihk daesrah

sestai denpgan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

£, prndavayun==n  wmab nwepara bekas 1anah
tcrizntar; dan/atau

g pengadaan tanah antuk pembangunan bagi

kepontingan umum sesuai dengan ketentuan.

Penvediaan ranah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] dilolkwanakan sesual dengan Keteniian peratyran
perundang-undangan.

Ketentuan lebib lanjut mengenai proses dan'tahapan
penyvediaan lahan untuk pervelengraraan
perumahan dan permukiman serta_paategahan dan
penngkatan kualitas  perumahan o kumuh dan
permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Wali
Koita.

BAE VI
PENTAMNAAN DAN SISTEM PEMEIAYAAN

Paszal 137

Pefidanaan dan sistem pembisyasan dimaksudkan

untuk memastikan ketersediaan dana dan danas

murah  vanrg berkclanjutan serta  menjamin
kemindahan pemnbiayean penangatan  perumahat
kumuh dan permulkiman kumuh,

Pendanaan dan sistem pembiayaan scbagaimana

vang dinaksuc pada avat (1) diegukan untuk:

a. penvelenggaraan  petumehan dan kawasan
permubimasn;

b.  fasilitasi terthadap percncanaan, pembangunan
dan pemanfaaran penlmahat serta Eemadahan
pembangunan den perdlchan ramah bagy MBR;
dan/atau

c. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
peruriaban dan permmukiman kamuh.
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Sumber dana sebugarmans dimaksud pada ayac (B

berasal dam:

g. Anpparan Pondapatan den Belanja Negarag

. Anggaran Pendaparan dan Belama Caerah;
dan/aray

c.  sumhber dana lain vang sesbai dengan ketenouan

poraturan perundang-anclangan.

Pasal 138

Femerintsh Daerah dapat tmengembangkan alternatit

zisten pembiayasan unik penyeledpgaraan

perumahan dan kawasan permukitan rechHpli:

a. pembiayaan berbasis komunilgs;

L, pembiayaan berbasis Kena' Sama Pomerintah
dan Badan Usaha [KPRU):

c. poembiavaan berbasiseRens Sama Pemerintah,
Badan Ussha, «den Masyarakat  (KFBRLIM)
dan/atau

d.  alernatif ‘giztern  pembiayaan jain  scsua
keleniian peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan  hberbasis Eomunitas  sebagaimana

dimakatd ayat (1) hurul a didorong oleh Pemeriniah

Baarah melahn pembentukan komunitas i

masyarakat lerdasarken kesamasn profesi, hobi,

lokasi, aten alasen lain vang memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undsngan,

Pembiayaan berbasis KPBU sebagaimana dimaksuid

syt (1) huood b didoroeng oleh Pernerintah Daecah

melalui kerja sqama gkl denean Ladan dsabe.

Pembiayaan berbazizs KPBUM scbagaimana

dimaksud ayac (1) hurof ¢ didorong oleh Pemerintah

Dacrah melalai pembentkan Badan Ussha Milik

Dagcrah (BLUMTY dan perusabaan profil KPRUM.

Ketentuan Icbih lanput meongenai sistem pembiayaan

sebagammana dimaliaud pada ayar (1] diator dalam

Peraturan Wah Kota,
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BAR VI
KOOGRENAS]

Pazal 1349

Pemerintah Dacrah dalam metaksanakan tugas dan

kewajibannya, melakukan  koordinasi  denpan

Pemerintah Pusat dan Pemenntah Provins.

Koordinasi yang dilabukan oleh pemerintabh dasrah

scbagaimana dimnaksd pada ayat (1) mchpuats:

a. melalukan sinkronisasi kebijakan dag stratem
Pemerintahh Daerah dalsan petiabganan
Perumahan Kumuh dan Permuklman Komuh
dengan kebjukan dan swatepl Provinsr dan
Masional,

. melakukan penyempaim hasil penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuoh
kepada Pemerintah Provinel dan Pemenntah
Pusal;

c. melakukan Usinkronisas) rencena  penanganan
terhadap perumahan Kumuh dan permukiman

kumgh dengan rencana pembangunan Provinsi
clan MNasional; dan

d.  memberkan permubonar Bailitazd dan bantuan
telonis dalam bentuk pembinzan, perencanasn
dan  pembanpunan terkait | penanganan
Porumabhan Kurmuh dan Permukiman Kumuh
kepada Pemcrintah Provinsi dan Pemerintah
Pu=at.

Prelaksanaan koordinasi dan zinkronisasi proeram

dilakukan melalil kelompok kerja pengembangan

perdmahan  dan  kawasan pormoukiman sesus

dengan ketentuan peraliran perundanp-urndsangan .
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HKER.JA SAMA TIAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagnan Kesatu

Kena Sama

Fasal 140
Dalam upaya pencegahan dan peninghkatan kuahitas
techadap Perumahan Kumuh dan Fermukiman
Kumuih dilakukan keja sama Pemerintah Dacrah
dengan:
a. phak swasta;
b. crganisasi kermasyearakatan,
. lembags nonpemernnish lainnyaatan
4. pemerintah dacrah kinnya,
Kera sama sebagaimana dimaksud pada ayad (1)
dilaksarakan acauai o Ketentuan peraturan
perurdang-undangandidang kerja sama Daerah.
Selain lkerja sama sebagzamana dimakzud pada ayat
(1} den ayat [2) dalam upaya pencegahan dan
pemingkatan kudlitas terhadap Perumaban Kumuh
dun Berrmukiman Kumuh dapat dilakukan sinergilas
denpan Pemerntah Pasat.

Baman Kedua
Feran Magvarakat

Pasal 141
FPeran  masyarakat dalam  pencegahan terhadap
tumblih dan erlkembangnya perumahan kumuh dan
permmukiman kumuh dilakukan pada wahap
pengawasan dan pengendalizn.
Peran rmasyvarakat dalam  penungkaran kualit=s
terhadap  perumohan kuonih dan pormulaman
kumubh ddakulkan pada tahap:
a. penetapan lokasi dan perumahan kumuh dan
perrmdkiman umulg
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bt poroncanazan penanganan perumahan lumuh
dan permukiman kamuh;,
¢.  penanganarn perumahan kamuh dun
permmukiman kinnoh; dan
d.  pengeclelaan uniuk mempertahankan  dan
memngagi kualilas perumahat Kumuh ddn
pertmukiman kumuh scoara berkelarijilan.
Peran Masvarckar sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
dan zayar [2) chlakukan melabn forum pengembangan
perumahan dan kawsasan permmukimate sesuai déngan

ketontuan peraturan perundsmp-undangan.

Pazal 142

Peran masyvaraksl  peda lahap 0 péngawasan dan

pengendalian scbapgaimana dimak sl “dalam Pasal 141

avat [ }) dapat melipu:

a. berpardsipasi aktit mseryaga kescsualan poriznan
dari bampunan, perumahan dan permukiman pada
tahap peroncanaan serta turot membanoo
pemenntabh v dacrsh dalam pengawasan dan
pengehdalan kescsualan perizinan dan perencansadm
ahgunan, peramahan dan permulkimsn di
IinpkLingannya;

by, “berpartisipasi akbf memaps  kesescalan standare
telons dari bangunan, porumahan dan permukiman
pada rmhap pembanpunan serta turut membantu
Pemerintah  Draerah dalam pengawasan dan
pengendahian  kesesuwian  slandsr tekms dan
bangunan pedung, prasarana, sarana, dan utilitas
umum di linglungannva; dan/atau

.  berparUsipasi akuf mergaga kesesovalan Kelaikan
fungsr dan banpunan gedung, prasarana, SArana,
dan  utilitaz umum pada tahap pemanfaatan di

hingkungannya.
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Fasal 143

Peran masyarakat poda rtehap penelapan lokasi

Pervimahan  Kumuh  den Permukiman Komuoh

sehagaimana dimaksud dalam Fasal 141 avat (2} huraf a

clapat melipoti:

a. berpartisipasi  dalam proses  pendataan lokasi
perumahan  kumuh  dan  permukiman kumauh,
dengan mengkut  survcy  lapangan  danfatan
memberikan data dan mformasi yang dibutuhkan
sesudl  dengan kefentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan /8.0

b. berpartizsipasi dalam membenkan perncdapat terhadap
hasil penstapan lokasi perumahaos Kumoh  dan
permukiman knouh dengan dasar) perhimbangan
berupa dokumen atanl dJdatsgdan inflormasi lterkait

vang tclah dibcriken saabproses pendutaan,

Pasal 144

FPeran masyvarakaf pada tahap perencanaan pCcnanganan

Perumahban Kamuh  dan Permuboman Kumuh

sebapaimana dimaksad dalam Pasal 141 ayarc (2] hural b,

dapat sielipa

a. ¢ bBerpartizipasi aktif dalam pembahasan  vang
dilabsanalian pada tahapan perencanaan
penanganan perdmahan kumubk dan permmalaoman
kumuh;

h. memberikan pendapat dan perbmbangan kepada
inslansi yang berwenang dalam penyusunan rencana
pcnanpanan perumahan kumubh dan permuikaman
Fumuh;

. memberikan dukungan  pelaksanaan roncana
penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh pada lokast  terkkair sesumn dengan
kewenangannya,; dan/atau

d, menyvampaikan  pendapat dan pertimbangan
terthadap huwil penelapan TEOCANE PEMANRENEN
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perumzhan kumuh dan permukiman umoh dengan
dasar pertimbangan berupa dolumen atau dala dan
informasi terkait vang telah diajukan dalam proses

PEOYLNSUTLELL Mo Era.-

Fasal 145

Feran masyarakat pada tahap penanganan perumahan

Lumuh dan permukiman knmuh sebagaimana dirnadosud
dalam Pasal 141 ayar (2) boorui ¢ dilalukan dalam proses

pentugaran, percmajaan, danfslau permukiman kemmbali,

Pazal 146

[talam proses pemugaran atan peremajadry, darn/stau

permukiman kembadi sebagaimana dimaksud dalam Fasal

145, masyvarakat dapat:

a.

berpartisipasi akdf dalaem sosialisas dan rembuk
wirga pada masyarakat vang terdampals;
berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi
pehvepakatan IEncana pCMuparzsn dan poreinajaan,
dan/atau pemukiman kembali;

berpditisipasl  dalam  pelaksanaan peomugaran,
peremajaan, dan/atan permulkiman kembali bmk
berupa dana, tenags maupun material,

membaniy Pemerintah Dasrah dalam upaya
penvediaan tanah yanp berkaitan denpan proses
petrlgatan,  peremajaan, danfetau permukiman
kembali terhadap ramah,  prasdarand, SAardndg,
dan/ataur utihtas umum;

membanitu menjaga ketertiban dalam pelakzanaan
pemugaran, peremajaan, danfatau peemakiman
kemmbhali;

mcnccgeh perbuatan vang dapat menghambat atan
menghalangi  proses pelaksansen permugsaran,
peremagaan, Jdanfalau permulaman kembali;

dan fatan
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melaporkan perbualan sebagaimana dimaksud poda
hurul , kepada instansl borwenang agar proses
pemufaran, poreilajaan, danfaltay  permuokiman

kembali dlapat begalan lancar.

Fasal 147

Peran masvarakat pada tohap pongelolsan sebagannatia

dirnaksud dalam dalam Pasal 141 ayal {2] hurnal d dapar

mclhiputi;

8.

berpsrtisipasi aktl  pada  berbagai  program
Pemerintah  Dacrah  dalam  pemelihacgans, dan
perbaikan di setiap loksawi perumahantlaomuh dan
permukiman kutouh vang telah tertangan,
berpartisipast aknf secara swadaya dan/atau dalam
ketompok swadaya masyarakal  pada upava
pemeliharaan dan perbaikan bBaik berupa dana,
lenaga madpan materal;

menjaga  ketertiban’/dalam  pemechbharaan dan
perbaikan rnneh ) sera  prasarana, sarana, dan
utilitas umtim Jdi perumahan dan permukiman;
tnengtgahy perbuatan vang dapal mmenghambat atag
rietghaldngi prozes pelaksanasn pemeliharaan dan
pethailian; Jan fatay

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
hural d, kepada inslansl bersenang ggar proses
pemeliharaan dan perbaikan dapat begalan lancar,
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BADE Lx
PEMBINAAK

Bapian Kesaing

UI'mum

Pazal 148
Pembinaan  Penyelenggaraan Perumahan  dan
Kawasan MPormukiman menjach anggung jawab Wal
AT EY
Fembinaan Penvelenpggaraan Peorumahan S dan
Kawasan  Permukiman  dilaksanakan b sccara
berjenjanpg  darl Walli Kota  kepadd™ pomangku
kepentingan.
Pembinaan  Penyclengparagn S, Peramahban dan
Kawasan Peomukiman dilalaikan terhadap aspek:
A, PETETICHIIHHT,
b.  pengaturan,
. pengendalian; dan
d. pengawasan.
Perenicanann sebapaimana dimaksud pada ayal (3]
hiimaf avinernapakan sam kesatoan yang utuh dan
Teneana pembanglinan Daerah, dan diselenggarakan
oleh Pemerintah Dacrah dengan moehibsarkan
masyarakar.
Ferencanasn schagaimang ditnaksud pada avat (4)
disusun pembangunan pada hingkat Dasgrab disgsun
denpan memperhatikan  kebijjakan dan  strategl
nasional <dan Provinsi di bdang Perumahan dan
Eawasan Permukiman sesiAan dengan keleniuan
peraturan  perundsng-uncangan  serta melibatlkan
peran serte masyarakat.
Fengaturan schagamana dimaksud dalam pada avat
(2} huruf b meliputn:
a.  Penyediaan tanah;

h, pembanginan;
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. pemanfaatan;

d,  pemeliharaan, dan

¢. pendanaan dan pembiayaan.

Pengendalian sebagaimena dimaksud pada avat [(3)
huruf ¢ meliputi:

a.  1umalh;

v perumahan:

permukiman;

2

lingleungan humian; dan

kaowasan permiukimean,
Perpawsasan sebagaimana dimaksud pada ayar [3)
hurul d melipnitl pemantauarn, cyvaluasi, dambndakan
korcksi,
Ketentuan lcbih lanjut mengenai'pembinean sebagal
mang dimaksud pada ayat [J)diator dalam Peraniran
Wali Kota, X

Pasal 14%
Pembinaan | Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawazan Fermukiman schagaimans cdimaksd
dlalam Pasal 148 dilaksanakan dengan cara:

a/ koordinasi;

B. "\ sosialisas] peraturan perandang-undangan;

. pembenan bimbingan, supervisi dan konsallas;
d. pendidikan dan pelathan:

c, penelitian dan pengembangan,

pendampingan dan pemberdayaan; dangatau
g. penpgemnbangan sistem layanan informas dan
kormunikeasi.
Ketentuan  lekih lacpl mengenar tata cara
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal il
diarae dalam Peratoran Wali Kota.
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Bagian Kedua

Tugas dan Weweniang

Fasal 150
Kewenangsn Pembinaan sebagamana  dimaksud
dalam Fasal 148 wyal |1) thiclelegasikan kepada Dimas.
Dinas  sebagaimana dimaksud pada  ayat  [1}
menyusun pedoman teknis dan/atau pelaksanaan

scbagad dasar polaksanaan pembinaan,

FPasal 1=1

Tugas Permerintah  Daerah dalam  melalsanalen

pembinaan penyelenggaraan Porumahan  dan

Kawazan Perrmullkaman tmeliputi

g, meonyusun dan roelaksanakan kebijakan dan
strategi  pada  tiopgkat Daerabh d4i bidang
perumahan danskawasan permnukiman dengan
berpedoman “pada  kebijakan dan  slralem
nasionszl dan Provins,

b. menyusun dan melabsanakan kebijalzan daerah
dengan berpedoman pada siralepl nasional dan

pravinsi tentang pendayagunsaEn dar
permanfaatan hasil rekayasa teknolog di bidang
perumahan dan kawazan permmukiman;

£, MENyUsUn  ICOCcAns pembangunan  den
pengembangan  perumahan dan kawsasan
permukiman pada tingloat Daerah;

d. menyclenpearakan fungsi operasionalisasi dan
koordinagsl terhadap  pelsksznaan kelnjakan
Duetah dalamn penyediaan rmumsh, perumahan,
permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan
permukiman;

e. melaksanakan pemanfaatan  tcknologn  dan
rancang bangun vaong ramah lngkongan scrta

pomanfaatan industs bahan banponan vang
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menguiamakan sumber daya dalam negerl dan
kearifan lokal yang aman bagl keschatan;
melaksanakan penpawasan dan pengendalian
terhadap pelakssnuaan peraidran perundang-
undangan, kchijakan, sirateg, serta program di
dang perumahan dan kawasan permulkinEan
padla tingkat Daerah;

melakvanakan  kebijakan dan swoalcgl  pada
tingkat Dacrah;

melaksanakan peraturan perundang-andAdpan
serke kebijakan dan stratem penyclehggarosm
perumahan dan kawasan permukiman pada
tingkat Cacrah;

melaksanakan peningkatan kualitas
perumahan dan permulamarn;

melaksanakan kebijakan dan stratcgl dasrah
Frovinsi  dalarmepenyelenggaraan  pecramahan
dan kawpsan pemmuliman dengan herpadoman
pada kcbijakan nasional;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarandg,
dan wtilitazs uvmum porumahan dan kawasan
permiikiman;

mengawasl pelaksanaan kelbijakan dan astrategi
nasicnal dan provins: di bidang perumahan dan
kawasan permukiman pada tinglkeat Diacrah;
mengadokasban  cana danjatau blaya
pembangunan unluk mendukung terwipwdinya
perumahan bag MBE;

memfasilitasi  penyediaan perumahan dan
pormukiman bagpl masyarakal, ternitama bagl
MEE;
menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
memberikan  pendampingan  bagi orang
perseorangan yvang melalukan pgembanguanan

rumah swadays,
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Wewenang Pemerintzh Dagrah dalam melaksanakan

pembinaan  penvelenggaraan Perumahan dan

Kawagan Permnukiman meliputi;

d.

menyusun  dan menyediakan basis  dala
perumahan dan Kawasan permukiman  pada
tingkat Daerah;

menvusun  dan menyempulrmakatn  peraturan
perundang- undangan bidang perurmahan dan
kawasan perotkiman pada ongkat Daeeah
bersama PRI

memberdavakan pemangky kepentingan dalam
hidarg pernmahan dan kawasan pgrmmukiman
pada lingkat Daeraly,

melaksanakan sinkronizasi (dan sosialisasi
peraturan perundang-undangan serta kebjjakan
dan strategl penyelerpggarasan perdmatian dan
kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
memiasilitas penyediaan tanah untul
pembangunan perumahan dan  permuakitnan
bag MEH:

Arernyedialkan DrasdTang dal SArana
pemibangunan perumahan bag MBE  pada
Lingleal Traerat;

memfasilitasi kerja samae pada tingkat Daervah
antara Pemerintah Dacrah dan badan hukum
dalam  penvelengparaan perumahan dan
kawasan permakimean;

menetapkan lokasi penumahan tlar
permukiman sebaga perumahan kbamuh dan
permubkirman kummih pada rngkat Daerah;
memiasilitasi  peningkalan Kualitas  fechadap
perurmahan kumuh dan permukiman kumueh
pada tingkat Daerah:

penyedizdan  dan rehabilitas ramah korhan

boncans;



(33

11

115

Fasilitas penyediaan rmumah bagl masyarakat
vang terkena  relokasi program Pemerintah
Draacrah;

penerbitan 17in Pombanglitian dan
pengembangan perumahan;

penerbitan  sertifikar kepemilikan  bamgunan
goduneg {SKIEG);

pencerbitan Lzin pembangunan dan
pengembangan kawasan permulimman,
penataan dan peningkatan kualitas kagasan
permukiman katnuh dengan luas di bawah 10
{=epuluh) heliare,

pencegahan perunatian daf kawasan
permulinnan kumuh pada Dradrah;
peryelengeaaan prisarandy, sarang, dan ullitas
perumaharn; dan

serhilikcasi dan registrasi bagi Orang atauw Badan
Hukum vang melaksanskan perancangan dan
perencanaan - rumah  serla peErencanaan
pragsarana, sarana, dan ublitas poramahan

fingleat kemampuan kecil.

Ketcruhan “henpcnai Rencana  pembangunan dan
pefigambanpan perumabmn dan kawasan permuldman
sehagaimana dimaksud pada ayat [11 hurai © diatur dalam
Feraluran Wali Kota,

BAE X
KETENTUAMN LAIN-LAIN

Puual 152

Dralar hal ROTR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat [2), Pasel 84 ayat (Z) hurof a. Pasal 34 ayat (3) hurul
a dan huruf b belum disusun dan/atau belum tersedia
maka peruntukan pemanbtaaran ruanyg mengacl) pada
ETEW Kuota.
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DAL XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153
Puda waszl Peraiaran Daerabh ind mula berlako, semua
peraturan perundang-undangan yang berkatan dengan
penvelenggaraan Perumahan dan Kawasen Permukiman
di Daerah alau sejenisnya dinyalakan masit tetap berlaku
sepanjang tdak bertentangan denpsm ketentuan dalam

Peraluran Daerah ioi.

EABR XII
KETENTUAN PENUTLUE

Pazal 154

Pada saat Peraturan Daetah md'mulai berlala, Peraturan
Dacrah  Surakaria MNomec 2 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan  FPemingkatan Kualitas  Terhadep
Perumahan Komuah dan Permukiman Kamuh (Lembaran
Naerah Swurakarta Tahun 2016 Nomor Z, Tambeshan
Lembaran Dagrah Surakarta Nomor 49, dicabut dan
dinyaakan tidal berlak .

Pazal 1o5
Peraturan Wali Kota sebagar pelaksanaan Peraturan
Dacrah ind harus sixclah diterapkan paling lambat 1 {satu)

tahun sejak divndangkannya Peraturan Daerz=h i

Pagal 156

Peraturan Daerab o moalal berlaky sejak tanggal
divndanskan.
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Agar sciap orang  mengetabuinya, memenntahkan
penpundangan Peraturan Dragrah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daeraly Sarakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA) f

Pivmdangkan di Surakarta

pada Langyeal
SEKRETARIS DAERAII KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMEARAN DAERAH SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH SURAKARTA, PROVINS] JAWA TENGAH NOMOR
(N ]
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PENJELASAN
ATAR
RAMCANGAN PERATURAN DAERAIT SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGCGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUTKIMAN

UMUM

Penyvelenpggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman vang bectumpu pada masyarakat memberikaa hale dan
kesempatan seluas-luasnya bagl masyvarakat untuk kg berperan.
Sejalan dengan peran magyarakal di dalam pembanguhanPoumahan
dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempinyal tangeang
juwall  unruk menjadi  fasilitator, membecksn  banfan dan
kemwclahan kepada masyarakatl, scrtaaelakuban penelitian dan
penpembangan yanp meliputi berbagaiaspek vang tcrkait, antara lain,
tata ruane, pertanahan, prasarang lingkungan, induostn bahan dan
lomponen, jasa konstrukesi den  rancang bhangun, pembioyaan,
kelembagasn, sumber daya ‘mantsia. kearifan lokal, serta peraturan
petundang-undangan’ vang mendubkung,  Peraturan Daerabe i
mempunyai . maksod Wdan  fogjuanya untuk | mengarahksEn
pembangunan/ dan, pengembengan Perumahan dan Kawasan
Permukimansdi, Kna Sarakarra agar dapafr dilaksanakan sesual
arahan pola tata ruang, aksesibel, bernmbang dan sehal.

Pepaturan Daerah ini dibentuk dalam rangka meowujudkan
porvelenguaraan  Perumaban dan Kawasan Permukiman dengan
mcenberikan bantuan dan kemudahan terutama bag mmasyaraloat
Berpenghaslan rendah serta melakzanakan ketentuan Pasal 98 ayal
(3} Undang-Undang Normor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permuliman sebagaimana teleh dinbah dengan Yedasg
Undang-Nemer-1-1-Tahun-2020-tentang-Cipta—era Undang-Undang
Mormor & tahun 2023 tontang Penctapan Meraturan Pemernintah
Fengganti Undang-Undang Nomer 2 rahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undoang. Peraliran Daecah inn merupaken pedomnan

dalam penyelengparaan Perumahan dan Kawasan Permnukiman di



Dacrah dJengan dukungan prasarana, sastana, dan uyrlites armam

yang momadal,

FPengaturan penyelenggaraaan Porumahan dan Kawasan Permukiman

didasarkan pada beberapa asas mehpuari:

a_ kesejahtcrazn;

b, keadilan dan pemerataan;

c. keelisicnan dan kemanfaatan,

d. keterjanpgkadan can kemudahan,

e. kemandinan dan kebersamaarn;

1. Kemnitraat,

g keserasian can keberlanjulan;

h. keterpaduan;

i. keschatan; dan

j. kelestarian dan kebherlanjutan.

Selanjumya  fwuan pengawarsn  panyelenggaraan Eumah
Suaw Perumahan dan Kawasan Permdkimsan dalam Perataran
[Draerah imi adalah unnl:

a, mewwudkan  kescjahteraan  masyarakat melalul  poenyvediasn
perumishan yang aman, seéhat, serasi dan berkelanjuran;

b, menumbulkan scrta N meopembangken peran pemanglu
kepentingkan bidang \Ferumashan dan Kawasan Permukiman
untuk penyediaan wdmah vang didubung dengan prasarana,
sarana, dart wnheas armumn; dan

. meningkalkan pelavanan kepada masyvaraka! dan menjamin
kepastian hukum bidang Perumahan dan Bawsasan Permalkitman.

Selain ] Peratoran  Daerah ol MEMPpUnyal  SASAran  menuojo

perianusan  kebipjakan pokok pembangunan dan  pengembansan

Pocrumahan (vertikal maupun boresontal] dan Kawasan Perroukiman,

tewyudlean keterpaduan, keterkaatan dan keseimbanean Prasarana,

Sarana  dan Udlitas antar Perumahan dan antar Kawasan

Pecrmukiman, penpalokssian maang ontuk tipolegi Porumahan dan

Kowasan DPermukiman serta pengaturen kualias Rumah dan

lingkungan Pemumahan dalam konder pemaniaatan ruang, Peraturan

Daerah ini mengatur maren mengenai penvelenggaraan Ferumahan,

penvelenpesaraan KHawasan  Perrmubiman,  pemeliharaan dan

perbatkzn, pencegahan dan  peningkatan kuaahtaz lethadap



Perumashan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan fanah,

pendanaan, peran masyarakal dan pembinaan scrta pongawasan.

FaSAl DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Ltk jelas.
Fasal 5

Culoup jclas.
Fazal 4

Culkup jelas.
Pasal 5

Culoup jclas.
Fasal &

Cukup jelas.
Pasal 7

Culoap jelas.
Pasal &

Culoup jclas.
Pazal 9

Culp jelas.
Pazal 10

Cukup jclas.
Fasal 11

Culeup pelas.
Pasal 12

Culkup jclas.
Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas,
Avyat (2]
Cukup jelas.



Avat [3)

Huruf a

Yonpg dimaksud dengan "aspel keselamatan bangunan®
merupakan kemampuan  slruklur banginan Rumah
chihitung bordasarkan beban muatan, beban angin, dan

beban gempa sesual standar vang berlaku.

Hurmaf b

¥ang dimaksud dengan "kebutuhan mininum ruang” adalah
jumlah kebutuhan minimum luas ™mang dengan calkupan
7,2 m? (tujuh koma dua meter persegi) per pwauntuk Eumab
rpak dan dapal dipeoabl secara bortahap! bescria
ketingsian minimum langi-langit 2.6 m (dua kéema, delapan

merery.

Hurul «

Yane dinaksiad dengan "aspek kezehatan banpunan adalah
merupakan  ketontuan  sistemy” ) penghawaan, sistem
petncabavaan, sistem sanitasi, dan bahan bangunan yang

seslial dengan kotentuan ‘standa,

Ayar (4]
Culap jelas,
Avat (3]
Culkup jelas.
Avat {G)
Cukupyelds,
Avat [7)
Chkup jelas.
vyat ()
Cukup jelas.
Avat {9
Caaloap jelas.
Pasal 14
Cukup jclas.
Pazal 15
Culoup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.



Faszal 17

Cubonpe jelas,
Pasal 13

Culkoup jelas.
Paszal 19

Cukup jelas.
Prasal 20

Cukup jelas,
Pasal 21

Culup jelas.
Prsal 22

Cukup pzlas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cullnap jelas.
Fazal 25

Cukup jclas,
Pasal 26

Culkup jzlas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukupielas,
Fasmal 29

Culup jelas,
Fagal S0

Cukup jelas.
Pagal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Avat [1)
Cukug jelas.
Axat [
Culup jclas.



Avat [3)
Culkup jclas.
Ayat (4]
Cukup |elas.
Avat {5)
Cubup jelas.
Avat [H)
{Cukup jclas.
Avat [7)
Yanw dimmaksud dengan “bukan bank”™ adalah lembags Kevangan
vang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keusmpan dan
menarik dans dar masyarekal secara tidak langswng. Adapun
lembaga tersebut berups perusahsan agaransi, perusahaan
reasurans, dana  pensiun, lembapa pemblayaan, lembaga
penjaminan, dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dadam
peraturan perundang-aned s
Avat [B)
Cukup jelas.
Pasal 23
okl jelas.
FPazal 24
Cukup jelds!
Pasal 35
Culnapygetas.
Pazal 36
Cukup jelas.
Pasel 37
Culkup jelas.
Pasal 38
Culop jelas.
Prsal 39
Culup jelas,
Fasal 40
Culap jelas.



Fasal 41

Culnap jelas.
Masal 42

Cukup jelag.
Paszal 43

Tukup jelas.
Prsal 44

Culoup jelas,
Pasal 45

Cukup jelas.
Fasal 46

Culkzup Jekas.
Faszal 47

Culoup jelas,
Fasal 45

Culp jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pazal 30

Cukup jelas.
Pasal bl

okl jelas.
Pazal 52

Culoapelas,
Pasal 73

Ciakup jelas.
Pasal &F

Avat [1)

Cukup jelas.

Avar |2)

Cubkup jelas.

Avat |3

Cukup jelas.

Avat {4}

Cubkup jeias.



Avat (3
Yang dimaksud dengan Keadaan Keaharatau yang disebul foroe
rmageure adalah kejadian yvang secara rasional tidak dapat
diantisipasi atau dikendalikan oleh manusiz.
Ayat {B)
Cukup jelas.
Pazal 55
Cukup jetas.
Pazal 56
Culup jelas.
Pagal 57
Cukup jelas.
Fasal o6
Culoup pelas.
Pazal 59
Cukup jelas.
Fagal 60
Cukup jolas.
Fazal i3]
Culup jelas.
Pazal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukupijelas,
FPaszal &4
Cukup jelas.
Fasal @5
Cubkup jelas,
Paszal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Fasal 659
Culup jelas.
Pagal 7O
Culup jelas,



Fazsal 71

Culnap jelas.
Pasal 72

Culoup Jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal ¥4

Cukup jelas,
Fasal 73

Cukup jelas.
Fasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Culap jelas.
Paszal 7B

Culup jelas.
Pagal 74

Coulolg jelas.
Fazual B0

Cukup jclas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukupijelas.
Paszal B3

Cankyp jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 85

Culaup jelas.
Pasal 86

Culkup jelas,
Pasal &7

Cukup jelas.
Pasul &8

Cuknp jelas.



Paszal 89

Cukup jelas.

Pasal S0

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Fasal 92

Cukup jelas.

Pazal 93

Culiap jelas.

Faszal 94

Culoup jclas.

Pazal 95

Cukup jela=.

Pasal 05

Culup jelas,

Fazal 97

Cukup jelas.

Pasal B8

Cuknap jetas.

Prsal Q0

Culup jelas.

Pazal 100

Cukupjelas.

Pasal 101

Cukup jelas,

I'asal 102

Culup jelas.

Pazal 103

Culalp jelas.

Pasal 104

Culup jelas.

Pasal 105

Culkzup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

10



Fasal 107

Cukup jclazs,

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 10%

Cukup jelas.

Pa=sal 110

Culkup jelas.

Frzal 111

Cuakup jelas.

Fasal 112

Cukup Jelas.

Paszal 113

Cuboup jelas.

Pasal 114

Cultup jelas,

Fazal 115

Cukup jelas.

Faszal 116

Cuboap jelas.

Pasgal 117

Culoup jelas.

Pazal 118

Culapielas,

Pasal 119

Clhkup jelas,

Fa=al 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

11
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Pazal 123
Cubkup jelas.
Fasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cubup jclas,
Fasal 129
Culkup jelas.
Pasad 130
Culkup jelas.
Pazal 131
Culup jelas.
Paaal 132
Culilp jelas.
Pasal 132
Avat (1)
Cukup jelay,
Ayat (2]
Cukup jelas:
Avyat {3
Cukuyp jelAasa.
Avat (44
Huruf a2
Culap jelas.
Hurul b
Cukup jclas,
Huruf ¢
Benhak “bantuan® dapat berapa sarana dan prasarans
maypun bantuan operasional.
Avat [(3)
Culkup jelas,
Aval ()
Culup jclas.



Ayat {¥F)

Cukup jelas.

Avat (8]

Cukup jelas.

Ayat (2]

Cukup jelas.

Ayat {10]

Cubmp jelas,

Pasal 134
Cukup j¢las.
Pasal 135
Culkup jelas.
Paaal 136
Culkaap jelas.
Fasad 137
Culoup jelas.
Pasal 138
Cuknp 1clas.
Pasal 139
Cukug jelas.
Pagal 140
Culup jolas.
Pasal 141
Cukupjelas
Pasal 142
Cakap jelas,
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
' Cukup jelas.
Pasal 145
Culkaap jelas.
Pazal 146
Cukup jelas,
Paszal 147
Cukup jelas.



14

Pasal 148

Cukup jelas.
Pasal 149

Culup jclas.
Puasal 150

Cukogp jelas.
Fasal 151

Cukup |clas.
Pazal 152

Cukup jelas.
Pazal 153

Cukup jelas,
Fasal 154

Culkap jelas.
Fasal 155

Cubkup jelas.
Pazal L6

Cukup jelas.

TAMBATIAN LEMBARAN DAERAIL SURARARETA NOMOR ..
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HONOR : DS/ BN-OPROA 2023
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JamM

wia

PARIFURNA, KE- 4

1, Faperda tentarg Penyelenggaraan PP
2. Rapenda tertang Panubahan Atas Perda
Mo, 3 Tahwn A1 temaEng
Fernbentikan dan Susungn Parangkat
Carurinly

- Llaporamn Hasil Pembahasan
- Parzatiuan Bereama
- Pendapat dkhir Wali Kita

ARTA

AGE MDA

PARTAUIRMA KE- 1

2. Raperda tartary Pervertaan Modal
Fererintsl Kots Surakacts Pada
Perurnds fir Miewum kot Surakacta

4. Paperdy birtar Peincungan Ak

G. Raperds biang Permasandgaran
Periman Benrsgha

- Nt Penjedasan Wali Kok

z. == ')
0% Jum 2023

10.144)
WIg

FARIPURNA KE- 1 & 2

1. Raperda benang Pedanggungiawaban
Pelaksanaan APED (PEAFEDT Kota
SuwakafE Th. ik

- hta Perpelasan Wak Kom
- Fandangan Lmum Fraks

FARIPURNA KE- 2

2. Raperda terdang Permrtsan Modal
FerednEh Kota Surekarta Fada
Pevumad Ait Miran Kota Sorekang

3, Faperd teateng Palindungan anak

4, Raperda tentang Hern-.-'ala'lggaraan :
Pexijnian Benasaha

¢ Pandangan Lk Fraks

v

5 Fabio,
07 Juni 2023

10.0)
wWIE

PARIFLURNA KE- 3 A

1. Paperds tertang Fararggunmassban
Pelak=anaan  APELD {PIAPED)  Kim
Swrakarta Ta. 2002 )

2. Rapeyda tenlang Penyertaan Modl

| Pemeninbah, Ko Surakara Pada

Perumda A Minom Kok Soskats

3. Réperda tertang Pelindurigan Anak

4, Rapara boang  Penyskngoanen

¢ FPeminan Barusaha

- Yawmban/Tanggapan

Walikgta

- Panstapan Alat

kelenglapan vang
Mermbahas

4. 07 5/d 30
T 2023

¢ Raperda teniang Peranggureg@awaton

Pelaksanaan APEBD (F2AFBDY  ¥ola
Surakanta ThA, 2027
| 2. Papenda teritang Perperbaan Modal
Pameriniah Kita Surgkaria Pada
Parurnda Al Mrwr Kota Surakara
3. Raperda enEng Pelmekangan Anak
4. Rapetda BeniEng Perywengparsan
Perliinan Banrsaig

3 " Rabu,
| 21 hupi 2023

Fambahasan

Faperda tentang Peranggungiavaban
Pelalksangan APEC (PEAFED) Ko
Samakortd TA, #Hd

Fubllk Hearing

[ Sanin,
26 3unl 2023

10
WIE

FARIPURNA KE- 4

1, Rapevda heniEng Revtangguigiawalan
Pelzksanasn APBD (P2AFBDY Ko
Surkara TA. 2022

- Lagoran Hasll Membanasan
- ety o ahry B

Pendapat Akhir Wali Kota




